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Kata Pengantar

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan
karunia-Nya kami kembali dapat menghadirkan publikasi Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera
Barat Agustus 2025. Laporan publikasi ini merupakan hasil asesmen perkembangan ekonomi terkini
dari Sumatera Barat yang meliputi perkembangan ekonomi, inflasi, keuangan daerah, perbankan,
sistem pembayaran, kesejahteraan masyarakat, kondisi ketenagakerjaan, serta ulasan atas isu terkini
terkait ekonomi dan keuangan Sumatera Barat.

Kami mengharapkan publikasi ini dapat menjadi rujukan informasi dan bahan masukan tentang
perkembangan ekonomi dan keuangan Sumatera Barat bagi para stakeholders, pemerintah daerah,
industri keuangan, akademisi, pelaku usaha, dan para pihak terkait. Selain dalam bentuk buku
(hardcopy), kami juga menerbitkan dalam bentuk softcopy yang dapat diakses melalui laman kami
di www.bi.go.id.

Bank Indonesia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang
telah mendukung penyediaan data dan informasi hingga terbitnya publikasi ini antara lain Badan
Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Sumatera Barat, kalangan
pelaku usaha, perbankan, serta pihak-pihak lainnya. Semoga dukungan dan hubungan kemitraan yang
terjalin baik selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan Laporan
Perekonomian ini. Akhirnya, semoga publikasi ini memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga
Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi langkah kita dalam berkarya untuk negeri.

Padang, Agustus 2025
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT

(ttd)

Mohamad Abdul Majid Ikram
Kepala Perwakilan
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Ringkasan Eksekutif
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Perekonomian Sumatera
Barat pada triwulan Il 2025

melambat

Realisasi pendapatan dan
belanja Provinsi Sumatera
Barat pada triwulan Il 2025

mengalami penurunan

Inflasi Sumatera Barat pada
triwulan Il 2025 lebih tinggi
dibandingkan triwulan |
2025

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 melambat dengan
pertumbuhan sebesar 394% (yoy), lebih rendah dibandingkan 4,55% (yoy) pada triwulan
| 2025. Perlambatan ini bersumber dari melemahnya kinerja konsumsi domestik, baik
rumah tangga maupun pemerintah, di tengah ekspor luar negeri yang termoderasi
serta investasi yang tumbuh terbatas. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan
terjadi hampir di seluruh sektor utama, seiring dengan penurunan produksi hasil panen
serta terbatasnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Secara spasial, kinerja ekonomi
Sumatera Barat juga tercatat lebih rendah dibandingkan capaian Sumatera sebesar
4,96% (yoy) dan nasional 512% (yoy).

Realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Sumatera Barat pada triwulan 11 2025
mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan Il 2024. Realisasi pendapatan
daerah tercatat senilai Rp2,95 triliun atau sebesar 48,05% dari target yang dipengaruhi
oleh turunnya realisasi seluruh pos pendapatan. Sementara itu, realisasi belanja Provinsi
Sumatera Barat juga mencatatkan penurunan menjadi Rp2,43 triliun. Turunnya realisasi
belanja didorong oleh penurunan realisasi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan

Belanja Transfer.

Inflasi Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 sebesar 0,45% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan triwulan | 2025 yang sebesar 0,30% (yoy). Akselerasi laju inflasi
tersebut dipengaruhi oleh Iaju peningkatan harga emas perhiasan yang lebih tinggi
sejalan dengan harga emas global. Selain itu, berlanjutnya transmisi penyesuaian
harga yang diatur pemerintah, khususnya rokok, mendorong laju inflasi. Di sisi lain,
perkembangan harga komoditas pangan yang lebih stabil dibandingkan tahun 2024
mendukung realisasi inflasi triwulan Il 2025 terjaga rendah. Lebih lanjut, inflasi yang
terjaga rendah juga diperkuat oleh sinergi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan TPID
Kabupaten/Kota.
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Kinerja pembiayaan/kredit
di Sumatera Barat pada
triwulan Il 2025 melambat,
namun kualitas tetap

terjaga

Transaksi pembayaran tunai
dan non tunai mengalami

perlambatan

Kondisi lapangan
kerja membaik namun
kesejahteraan petani

menurun

Perekonomian Sumatera
Barat pada tahun 2025
diprakirakan tumbuh relatif
stabil dari tahun 2024

Agustus 2025

Kinerja pembiayaan/kredit di Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 melambat,
namun kualitas tetap terjaga. Penyaluran kredit Sumatera Barat tercatat senilai
Rp78,25 triliun dengan laju pertumbuhan1,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan
12025 senilai Rp78,22 triliun dengan laju 3,80% (yoy). Sementara itu, berdasarkan tahun
kalender, pertumbuhan kredit sebesar 0,15% (ytd). Dari sisi risiko, kualitas kredit tetap
baik meskipun meningkat dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,32%
atau berada di bawah ambang batas 5%.

Seiring dengan perlambatan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan Il 2025,
aktivitas sistem pembayaran non tunai dan tunai turut mengalami perlambatan.
Hal ini tercermin dari menurunnya transaksi baik di segmen besar maupun ritel yaitu
BI-RTGS, BI-FAST, SKNBI, dan QRIS, selaras dengan perlambatan konsumsi rumah
tangga dan belanja masyarakat pasca Ramadhan dan Idul Fitri. Kondisi ini semakin
terkonfirmasi pada sistem pembayaran tunai yang mencatatkan net inflow uang kartal
ke Bank Indonesia .

Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat membaik secara keseluruhan, namun
masih didominasi pada sektor informal. Perbaikan tercermin dari meningkatnya
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 70,95% serta menurunnya Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 5,69% meskipun masih di atas rata-rata nasional
berdasarkan data terkini Februari 2025. Peningkatan tenaga kerja sejalan dengan jumlah
ketersediaan lapangan pekerjaan yang terjaga. Sebagian besar tenaga kerja di Sumatera
Barat terserap di sektor pertanian sebesar 29,60%. Lebih lanjut, sebagian besar pekerja

masih didominasi sektor informal (64,14%).

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 tercatat 125,63,
menurun dibandingkan triwulan | yang mencapai 129,28, mengindikasikan
penurunan kesejahteraan relatif petani. Penurunan NTP terutama berasal dari
subsektor Perkebunan Rakyat dan Tanaman Pangan, seiring menurunnya harga
komoditas sawit, karet, dan produksi padi pasca puncak panen triwulan 12025, sedangkan
subsektor Peternakan juga mengalami tekanan karena harga jual hasil ternak menurun.
Disisilain, subsektor Hortikultura mencatatkan peningkatan NTP didorong oleh kenaikan
Indeks Harga yang Diterima Petani khususnya sayuran, dan subsektor Perikanan
menunjukkan perbaikan meskipun masih di bawah 100.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh danberada
pada kisaran 4,0% (yoy) - 4,8% (yoy), didukung oleh tumbuhnya permintaan
domestik serta pemulihan sektor pertanian yang turut menopang industri pengolahan.
Pertumbuhan juga didukung dari sektor pariwisata dan operasionalisasi JTTS seksi
Padang-Sicincin di tengah terjaganya harga dan permintaan global yang menjadi
dorongan ekspor. Namun demikian, prospek ekonomi masih dibayangi ketidakpastian
global, risiko cuaca, serta bencana alam yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi
masyarakat.
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Laju inflasi Sumatera
Barat pada tahun 2025
diprakirakan meningkat

LajuinflasiSumateraBarat padatahun 2025 diprakirakan meningkatdibandingkan
inflasi tahun 2024 namun tetap terjagaberada padarentangsasaraninflasi2,5+1%
(yoy). Peningkatan inflasi diprakirakan berasal dari naiknya harga emas perhiasan sejalan
dengan tren harga emas serta penyesuaian atas beberapa tarif yang diatur pemerintah,
seperti harga jual eceran rokok dan transportasi. Perkembangan harga komoditas
pangan diprakirakan tetap terjaga namun ke depan memiliki risiko tinggi seiring dengan
meningkatnya potensi gagal panen akibat kemarau. Sebagai upaya pengendalian
inflasi terjaga rendah dan stabil pada tahun 2025, TPID Sumatera Barat berkomitmen
melanjutkan berbagai strategi pengendalian inflasi daerah tetap berdasarkan pada
kerangka 4K serta peningkatan efektivitas Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi
Pangan (GNPIP).
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Tabel Indikator Ekonomi

A. PDRB

a. PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Sektoral) dalam triliun rupiah

Lapangan Usaha

1  Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian
3 Industri Pengolahan

4 Pengadaan Listrik, Gas
5  Pengadaan Air

6  Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8  Transportasi dan Pergudangan

9  Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi

11 Jasa Keuangan

12 Real Estate

13  Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib

14
15 Jasa Pendidikan

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17 Jasalainnya

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Sumber: BPS, diolah

10,16
1,76
4,28
0,05
0,05
4,24

7,82

4,90
0,54
4,17
1,41
0,95
0,21

2,51

1,96
0,78
0,88
46,66

10,24
1,77
4,22
0,05
0,05
4,25

7,89

5,12
0,55
4,27
1,40
0,95
0,21

1,99
0,77
0,98

47,51

10,29
1,90
4,54
0,05
0,05
4,41

8,16

5,02
0,54
4,33
1,42
1,00
0,22

1,95
0,82
0,87
47,90

8,15

5,09
0,56
4,34
1,41
1,01
0,22

2,47

1,99
0,84
0,88
49,01

32,03

20,13
2,19
17,12
5,64
3,90
0,85

10,12

7,89
3,21
3,61
191,07

10,40
1,86
4,39
0,05
0,05
4,40

5,18
0,57
4,45
1,49
1,01
0,22

2,76

1,99
0,82
091
48,71

10,46
1,86
4,43
0,05
0,05
4,49

8,29

5,41
0,59
4,53
1,50
1,01
0,22

3,00

2,03
0,80
1,02

49,74

b. PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran dalam triliun rupiah

Uraian

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Perubahan Inventori

Ekspor Luar Negeri

Impor Luar Negeri

00 N o s W N

Net Ekspor Antar Daerah
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Sumber: BPS, diolah

Agustus 2025

23,01
0,50
3,18

13,38
0,21
5,82
0,99
1,55

46,66
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191,07

23,99
0,60
3,40

13,30
0,46
4,49
1,25
3,73

48,71

24,70
0,55
4,45

13,87

-0,04
5,06
0,98
2,13

49,74

10,57
1,95
4,57
0,05
0,05
4,68

8,49

5,33
0,58
4,53
1,52
1,05
0,23

2,53

2,03
0,86
0,97
49,97

24,36
0,51
421

14,42

-0,27
4,54
1,26
3,46

49,97

11,04
1,99
4,50
0,05
0,05
4,82

5,33
0,57
4,55
1,47
1,06
0,23

2,73

2,10
0,91
0,97
50,98

23,90
0,56
5,37

15,71

-0,34
5,19
1,22
1,83

50,98

42,47
7,66
17,89
0,20
0,20
18,38

33,57

21,25
2,31
18,05
5,98
4,13
0,90

11,02

8,14
3,39
3,87
199,41

96,95
2,22
17,43
57,30
-0,19
19,27
4,72
11,15
199,41

11,06
1,92
4,65
0,05
0,05
4,38

5,38
0,59
4,65
1,54
1,06
0,23

2,91

2,09
0,87
0,95
50,93

10,88
1,96
4,58
0,05
0,05
4,49

8,60

5,58
0,59
4,96
1,57
1,09
0,23

3,05

2,10
0,83
1,10

51,70



B. INFLASI

a.

Makanan,
Minuman
Dan
Tembakau

Kota Padang 0,79 -3,12
Kota Bukittinggi 0,60 -1,91
gzlr)e;tPasaman 0,34 3,60
Kab. Dharmasraya -0,37 -2,25
Sumatera Barat 0,45 -3,03

Sumber: BPS, diolah

b.

Inflasi (%yoy)

Perumahan,
Pakaian Air, Listrik,

Dan Alas Gas Dan

Kaki Bahan Bakar
Lainnya

0,12 1,97

1,03 -0,02

1,55 1,03

0,25 0,28

0,44 1,52

Inflasi Spasial Tw-11 2025 (%yoy)

Perlengkapan,
Peralatan Dan
Pemeliharaan
Rutin Rumah
Tangga

0,31
0,03

0,03

1,21
0,35

Inflasi Kelompok Tw-II 2025 (% yoy)

Kelompok (%yoy)

Kesehatan | Transportasi

2,35 2,38
3,57 1,10
1,86 2,11
0,04 1,04
2,31 2,13

Informasi,
Komunikasi,
Dan Jasa
Keuangan

-0,01
-0,38

-0,81

-0,29
-0,18

Rekreasi,
Olahraga,
Dan
Budaya

0,23
1,75

0,95

0,28
0,47

Penyediaan
Makanan
Dan
Minuman/
Restoran

Pendidikan

3,53 2,29
1,54 2,96
1,51 3,18
1,08 0,02
2,99 2,31

Perawatan
Pribadi
DELNELE]
Lainnya

10,77

11,90
11,07

10,44
10,87

Kota Padang 3,24
Kota Bukittinggi 3,26
Kabupaten Pasaman Barat 0,00
Kabupaten Dharmasraya 0,00
Sumatera Barat 3,24

Sumber: BPS, diolah

C. PERBANKAN

a. Indikator Umum

Indikator

653 854
718 820
0,00 0,00
0,00 0,00
6,60 849

738 594
776 6,08
0,00 0,00
0,00 0,00
743 597

303 1,93 255 3,39
234 210 188 344
000 000 000 590
000 000 000 421
2,95 194 247 393

1,28 1,00 040
1,70 1,68 050
159 037 021
285 049 -0,39
1,52 089 0,30

Total Aset (Rp triliun)
Pertumbuhan (%yoy)

DPK (Rp triliun)

Pertumbuhan (%yoy)
Kredit/Pembiayaan (Rp triliun)
Pertumbuhan (%yoy)

LDR %

NPL-gross %

Sumber: Bank Indonesia, diolah

79,26 80,90 80,99 81,33
12,86 830 762 683
50,10 51,84 51,55 51,63
11,76 7,27 736 571
63,62 6513 66,60 67,88
638 741 516 930
126,99 125,63 129,20 131,48
1,87 1,92 1,8 1,69

79,72 81,84 83,06
058 1,16 256
49,16 50,49 50,69
1,88 261 -1,66
69,64 69,47 72,03
946 666 815
141,66 137,59 142,09
1,86 1,88 1,93

8513 84,58 88,12
467 610 7,68
51,01 51,64 5521
1,20 504 588
74,36 7536 78,25
954 822 12,64
145,78 145,94 143,93
1,74 2,13 227
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87,36 88,00 87,65 88,12
517 337 363 1,78

53,12 5324 54,79 5521
479 437 610 3,28

78,00 7814 78,23 78,25
830 508 38 1,70

146,85 146,77 142,79 141,73
211 191 222 232
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b. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan
Total DPK (Rp triliun) 50,10 51,84 51,55 51,63 49,16 5049 50,69 51,01 51,64 5521 53,12 53,24 54,79 55,21
g. DPK (%yoy) 11,76 7,27 7,36 571 -188 -2,61 -1,66 -1,20 5,04 5,88 4,79 4,37 6,10 3,28
Giro 821 902 863 740 733 671 726 664 812 757 802 637 802 812
g. Giro (%yoy) 28,20 11,59 9,14 3,94 -10,64 -25,66 -15,88 -10,32 4,75 12,94 10,41 -3,96 4,47 7,18
Tabungan 28,27 29,65 2893 30,61 28,10 29,79 29,02 30,90 32,73 31,45 31,11 32,70 32,62 32,73
g. Tabungan (%yoy) 10,99 7,96 6,09 3,32 0,57 0,46 0,33 0,96 6,32 5,57 7,20 5,80 9,19 4,09
Deposito 13,63 13,17 13,99 13,62 13,72 13,99 14,41 13,47 14,36 14,44 13,99 14,17 14,14 14,36
g. Deposito (%yoy) 514 3,07 89377 1258 068 627 300 -1,11 259 3,17 -287 521 042 -0,54

Sumber: Bank Indonesia, diolah

c. Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Kredit/Pembiayaan
Total Kredit (Rp triliun) 63,62 65,13 66,60 6788 69,64 6947 7203 7436 7536 7694 78,00 7814 7823 78,25
g. Total Kredit (% yoy) 6,38 7,41 5,16 9,30 9,46 6,66 8,15 9,54 8,22 10,76 8,30 5,08 3,80 1,70
Modal Kerja 2517 2578 26,59 26,56 27,24 27,02 2830 29,52 2827 30,01 29,64 2887 2827 2827
g. Kredit Modal Kerja (% yoy) 996 11,91 10,89 10,02 9,87 4,81 6,45 11,14 6,53 11,08 4,72 -2,20 -2,58 -5,80
Investasi 9,92 9,97 10,04 10,71 11,37 11,23 11,86 12,39 13,39 12,93 13,13 13,38 13,64 13,39
g. Kredit Investasi (% yoy) 5,67 7,02 -456 17,24 1859 12,65 18,13 15,73 14,03 15,10 10,72 7,97 5,23 3,61
Konsumsi 29,33 29,38 29,97 3061 31,03 31,22 31,87 3245 36,59 34,00 3524 3589 36,32 36,59
g. Kredit Konsumsi (% yoy) 4,66 3,86 3,93 6,19 6,11 6,26 6,32 5,99 7,57 8,93 10,59 10,61 8,80 7,59

Sumber: Bank Indonesia, diolah

d. Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp triliun)

Kredit/Pembiayaan
Total Kredit 63,62 6513 66,60 67,88 69,64 6947 72,03 7436 7536 7694 7825 78,14 78,23 78,25
Pertanian & Perikanan 999 10,46 10,55 11,21 11,99 11,35 12,25 12,79 13,16 13,16 13,16 12,85 13,18 13,16
Pertambangan dan Penggalian 0,14 0,14 0,15 0,17 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17
Industri Pengolahan 396 379 413 356 3,28 351 349 432 417 417 369 449 397 3,69
Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,23 0,24 0,26 0,23 0,22 0,22 0,23 0,22
Bangunan 0,53 0,60 0,66 0,62 0,63 0,72 0,73 0,62 0,62 0,67 0,59 0,61 0,60 0,59
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 16,99 17,86 18,06 1843 18,58 18,73 18,91 19,01 19,52 19,62 19,40 19,39 19,29 19,40
Pengangkutan dan Komunikasi 0,64 0,68 0,75 0,77 1,27 0,88 1,50 1,70 1,06 1,78 1,27 1,31 1,20 1,27
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 0,51 0,55 0,60 0,66 0,71 0,74 0,83 0,85 0,38 0,90 0,95 0,93 0,95 0,95
Jasa-jasa 1,37 1,43 1,49 1,63 1,72 1,92 2,06 2,22 2,16 2,24 2,22 2,29 2,33 2,22
Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kredit Rumah Tangga 29,25 29,38 29,97 3061 31,03 31,22 31,87 3245 33,38 3400 3659 3589 3632 36,59
Kredit Korporasi 34,38 3575 36,62 37,27 3860 38,25 40,16 41,91 4198 42,94 41,67 42,25 4191 41,67

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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+ Bab1-
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 melambat dengan
pertumbuhan sebesar 3,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan 4,55% (yoy) pada triwulan
1 2025. Perlambatan ini bersumber oleh melemahnya kinerja konsumsi domestik, baik
rumah tangga maupun pemerintah, di tengah ekspor luar negeriyang termoderasi serta
investasi yang tumbuh terbatas. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan terjadi
hampir di seluruh sektor utama, seiring dengan penurunan produksi hasil panen serta
terbatasnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Secara spasial, kinerja ekonomi Sumatera
Barat juga tercatat lebih rendah dibandingkan capaian Sumatera sebesar 4,96% (yoy)
dan nasional 5,12% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diprakirakan meningkat pada triwulan Il
2025. Perbaikan terutama bersumber dari peningkatan konsumsi domestik khususnya
belanja pemerintah yang berpotensi mendorong kinerja perdagangan melalui belanja
barang dan jasa, serta sektor konstruksi melalui realisasi belanja modal. Kinerja ekspor
juga diperkirakan tetap terjaga seiring peningkatan produksi komoditas utama yang
lebih baik. Namun demikian, prospek perekonomian Sumatera Barat masih dibayangi
sejumlah tantangan. Dari sisi domestik, erupsi Gunung Marapi berpotensi menekan
aktivitas ekonomi, sementara dari sisi global, peningkatan ketidakpastian ekonomi turut

menjadi risiko yang harus diperhitungkan.
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11. PERKEMBANGAN UMUM

PDRB Sumatera

PDB Indonesi 3
N

% (yoy) Y Barat % (yoy)

‘
N
\

Twl12024 Twll 2025
4,55% 3,94%

Twi2025 Twll2025
4,87% 512%

Perekonomian Indonesia triwulan Il 2025 tumbuh
sebesar 5,12% (yoy) di tengah dinamika global.
Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,87% (yoy),
ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik serta kinerja
ekspor yang meningkat. Konsumsi rumah tangga tumbuh
sebesar 4,97% (yoy) seiring dengan peningkatan
aktivitas dan mobilitas masyarakat selama periode
Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur/cuti
bersama. Kinerja investasi tumbuh akselerasi sebesar
6,99% (yoy) didukung oleh realisasi penanaman modal,
terutama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Pertumbuhan ekspor tercatat sebesar 10,67% (yoy)
ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang
terjaga serta kenaikan ekspor jasa sejalan dengan
peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.
Kinerja impor tumbuh sebesar 11,65% (yoy) sejalan
dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi domestik
dan industri. Sementara itu, konsumsi pemerintah
tumbuh meningkat namun masih terkontraksi sebesar
0,33% (yoy) seiring dengan normalisasi belanja
pemerintah dibandingkan tahun 2024 yang tercatat
tinggi sehubungan penyelenggaraan Pemilu.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada triwulan Il 2025 bersumber dari kinerja
LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, serta LU
Informasi dan Komunikasi. LU Industri Pengolahan yang
menyumbang andil sebesar 113% dari angka realisasi
perekonomian secara keseluruhan, tumbuh sebesar
5,68% (yoy) ditopang oleh kegiatan hilirisasi serta
peningkatan permintaan domestik dan eksternal. Kinerja
LU Perdagangan serta LU Informasi dan Komunikasi
tercatat masing-masing sebesar 5,37% (yoy) dan 792%
(yoy) didorong oleh ekspansi kegiatan dunia usaha

di tengah akselerasi konsumsi masyarakat. Secara
spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan 11 2025 tertinggi
tercatat di wilayah Jawa, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua
(Sulampua), Sumatera, Kalimantan, dan Bali-Nusa
Tenggara (Balinusra).

Di tengah peningkatan kinerja ekonomi Nasional,
ekonomi SumateraBarat mencatatkan perlambatan
pada triwulan Il 2025. Rilis data Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan
pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 3,94%
(yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan | 2025 sebesar
4,55% (yoy). Secara spasial, angka tersebut juga lebih
rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi
Sumatera sebesar 4,96% (yoy) dan Nasional 5,12% (yoy)

serta menjadi yang terendah sejak triwulan 11 2022.

Perlambatan pertumbuhan ekonomiSumatera Barat
didorong oleh penurunan konsumsi domestik di
tengahrealisasiinvestasi dan ekspor yang tertahan.
Konsumsi rumah tangga triwulan Il 2025 tumbuh
sebesar 0,94% (yoy), melambat dibandingkan triwulan
sebelumnya 4,08% (yoy) yang menjadi indikasi daya
beli masyarakat yang tertahan. Kinerja Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat kontraksi sebesar
0,27% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya kontraksi
0,31%% (yoy), didorong oleh penurunan investasi asing
di tengah terbatasnya belanja modal pemerintah.
Kinerja ekspor luar negeri tumbuh melambat menjadi
sebesar 3,86% (yoy) dari 12,96% (yoy) sejalan dengan
penurunan ekspor komoditas CPO terutama secara
volume. Lebih lanjut, perlambatan juga teramati pada
konsumsi pemerintah yang tercatat sebesar -2.19%
(yoy) dibandingkan triwulan | 2025 yang tumbuh positif
sebesar 591% (yoy) seiring dengan kontraksi pada
komponen belanja operasional dan belanja modal,
terutama dari sisi APBN. Di sisi lain, impor luar negeri
tumbuh signifikan sebesar 46,07% (yoy) dibandingkan
triwulan sebelumnya -30,78% (yoy), bersumber dari
peningkatan nilai impor migas maupun nonmigas.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan ||
2025 bersumber dari konsumsi rumah tangga dengan

andil 0,47% dan ekspor luar negeri sebesar 0,39%.
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Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

Lapangan Usaha

1] ‘ \") ‘Tahunan

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,85 3,49 1,50 4,37 3,54 2,38 2,16 2,75 1,00 2,05 6,34 4,06
Pertambangan dan Penggalian (0,90) 2,73 6,39 10,40 4,65 5,37 5,19 2,27 3,17 3,97 3,56 5,01
Industri Pengolahan 7,16 2,82 2,74 0,01 3,09 2,60 4,99 0,66 2,31 2,60 5,81 3,28
Pengadaan Listrik, Gas 5,55 4,68 2,20 4,29 4,16 2,09 5,84 4,69 4,94 4,40 1,94 0,65
Pengadaan Air (1,47) 0,15 5,73 7,49 2,29 6,97 0,95 3,18 3,74 3,66 0,89 3,38
Konstruksi 2,46 6,85 7,87 6,29 5,86 3,76 5,57 6,17 2,91 4,57 -0,42 -0,02
Perdagangan 4,58 3,79 6,28 4,31 4,75 4,47 511 4,03 5,64 4,81 4,62 3,67
Transportasi dan Pergudangan 4,46 5,94 7,19 5,46 5,77 5,63 5,81 6,04 4,79 5,56 3,96 3,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,70 8,79 7,40 5,26 7,71 5,60 6,81 7,09 2,01 5,37 4,20 -0,10
Informasi dan Komunikasi 7,96 6,99 7,82 7,80 7,64 6,52 5,98 4,46 4,90 5,45 4,59 9,51
Jasa Keuangan 0,57 2,55 2,93 5,17 2,78 5,69 7,14 7,30 4,07 6,06 3,16 5,08
Real Estate 5,97 5,25 6,94 7,06 6,32 6,21 6,24 5,47 5,60 5,87 4,94 8,31
Jasa Perusahaan 6,86 6,82 7,14 6,72 6,88 6,30 3,56 4,32 4,72 4,72 4,98 5,28
ﬁdnr:i'g;t;ji;ex;'irtaha”' Pertahanan dan 503 1412 7,70 -3,09 194 988 725 816 1029 88 547 156
Jasa Pendidikan 3,12 3,18 -0,01 1,11 1,83 1,68 2,04 3,85 5,34 3,23 4,92 3,71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,35 5,04 9,87 6,88 7,29 5,22 3,84 4,99 8,16 5,60 5,62 3,91
Jasa lainnya 9,98 10,76 10,85 1,05 8,06 4,11 4,06 11,75 9,60 7,27 4,51 7,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 4,30 5,13 4,28 4,30 4,62 4,40 4,71 4,33 4,04 4,36 4,55 3,94

Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan Sisi Pengeluaran (% yoy)

Pengeluaran

] ‘ \Y ‘Tahunan‘

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3,44 3,40 2,70 3,36 3,22 4,23 4,29 4,62 1,52 3,66 4,08 0,94
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,10 6,98 0,65 15,89 6,79 20,56 4,66 -1,89 0,21 5,61 -1,69 6,64
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5,25 5,49 -5,89 -1,02 0,44 7,01 -0,31 1,37 -0,33 1,44 5,91 -2,19
Pembentukan Modal Tetap Bruto 6,67 6,66 9,33 8,15 7,71 -0,65 2,90 3,06 8,55 3,56 -0,31 -0,27
Ekspor Luar Negeri -13,85  -10,88  -32,43  -14,09 -19,18  -22,71 -7,03  -26,72 -12,42 -17,56 12,96 3,86
Impor Luar Negeri 3,82 -31,43  -39,00 51,34 -11,58 27,51 4,01 65,37 21,06 26,47  -30,78 46,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 4,80 5,13 4,28 4,30 4,62 4,40 4,71 4,33 4,04 4,36 4,55 3,94

Sumber: BPS, diolah

Darisisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan ekonomi
Sumatera Barat bersumber dari seluruh kinerja LU
utama. LU pertanian yang menguasai pangsa terbesar
dari total ekonomi secara keseluruhan yaitu sebesar
21,76%, tidak menjadi kontributor utama pertumbuhan
pada triwulan laporan melainkan LU Informasi dan
Komunikasi (Infokom). Kinerja LU Infokom tersebut

— Nasional Sumatera Barat — Sumatera

tumbuh signifikan sebesar 9,51% (yoy) dibandingkan

—— —
. .. | Il 1] \% | ] I \% | 1] 1} \% | 1]
triwulan sebelumnya 4,59% (yoy) seiring dengan 2022 2023 2024 2025

peningkatan permintaan kuota internet haji dan umber: 8PS, cilah

umroh. Sementara itu, LU Pertanian tumbuh sebesar Grafik 11 Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat Sumatera, dan
) ) . ) Nasional Triwulan 112025

4,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya 6,34% (yoy) disebabkan oleh penurunan
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%yoy

Aceh  Sumut Sumbar Riau  Jambi Sumsel Bengkululampung Babel  Kepri

I Provinsi ——Sumatera = Nasional

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2  Pertumbuhan PDRB Seluruh Provinsi di Sumatera
Triwulan 112025

Lainnya; Pertanian;
17,80% 21,76%

Jasa - Jasa; Industri Pengolahan;

15,11% P — 8 26%
Konstruksi;

ransportasi dan 9,35%
Pergudangan; Perdagangan;
11,31% 16,41%

Sumber: BPS, diolah

Grafik13  Pangsa PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha
Berdasarkan Harga Berlaku Triwulan 11 2025

panen tanaman pangan. LU Perdagangan tumbuh
sebesar 3,67% (yoy), menurun dibandingkan triwulan
sebelumnya 4,62% (yoy) sejalan dengan tertahannya
konsumsi rumah tangga . Kinerja LU Transportasi dan
Pergudangan tercatat menurun menjadi sebesar 3,03%
(yoy) dari 396% (yoy) akibat perlambatan mobilitas
masyarakat serta kinerja kargo. Kinerja LU Industri
Pengolahan melambat dari 581% (yoy) menjadi 3,28%
(yoy) didorong oleh moderasi kinerja komoditas ekspor
utama. Sementara itu, kinerja LU Kontruksi tercatat
meningkat meskipun masih kontraksi sebesar 0,02%
(yoy) sejalan dengan terbatasnya pembangunan proyek
fisik pemerintah dan swasta. Secara keseluruhan, andil
utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan |
2025 yaitu LU Infokom 0,87%, LU Pertanian 0,85%, serta
LU Perdagangan 0,61%.

1.2. DINAMIKA SISI PENGELUARAN
PEREKONOMIAN SUMATERA
BARAT

1.21. Konsumsi Rumah Tangga

Padatriwulanll2025, konsumsirumahtanggatumbuh
melambat sebesar 0,94% (yoy), dibandingkan
triwulan | 2025 sebesar 4,08% (yoy). Moderasi

disebabkan oleh bergesernya momentum puncak HBKN

KONSUMSI
RUMAH TANGGA
% (YOY)

Twl12024 Twll 2025
4,08% 0,94%

Ramadhan dan Idul Fitri di tengah tertahannya daya
beli masyarakat seiring dengan penurunan berbagai
indikator.

Penurunan kinerja konsumsi rumah tangga pada
triwulan Il 2025 dipengaruhi oleh perlambatan sektor
pertanian, mengingat mayoritas tenaga kerja Sumatera
Barat masih bergantung pada aktivitas pertanian.
Kondisi ini sejalan dengan perkembangan Nilai Tukar
Petani (NTP) umum yang tercatat 125,63, lebih rendah
dibandingkan triwulan sebelumnya 129,28, terutama
disumbang oleh penurunan NTP Tanaman Pangan
dan Perkebunan Rakyat - (Grafik 1.4). NTP Tanaman
Pangan bahkan tercatat pada level defisit atau di bawah
100 yaitu sebesar 96,96 pada triwulan Il 2025, menurun
dibandingkan sebelumnya 99,65.

Realisasi belanja pemerintah yang relatif terbatas juga
menekan sektor riil dan berdampak pada kesejahteraan
tenaga kerja secara umum. Realisasi APBD pada
triwulan 11 2025 tercatat kontraksi sebesar 13,35% (yoy)
sementara APBN kontraksi sebesar 14,18% (yoy). Selain
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itu, struktur tenaga kerja Sumatera Barat didominasi oleh
pekerja informal sehingga belum tentu mendapatkan
pengaruh atas pemberlakuan kenaikan UMP Sumatera
Barat sebesar 6,50% pada tahun 2025.

Kinerja kredit konsumsi yang tumbuh melambat
759% (yoy) dibandingkan 8,80% (yoy) pada triwulan
sebelumnya, juga menahan pertumbuhan konsumsi
masyarakat. Pelemahan ini bersumber dari seluruh
jenis kredit utama, yaitu kredit multiguna, kredit
pemilikan rumah (KPR), dan kredit kendaraan bermotor
(KKB) - (Grafik 1.5). Kontraksi kredit konsumsi jenis
KKB sejalan dengan data Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Sumatera Barat yang mencatat penurunan
tajam penjualan kendaraan bermotor sebesar 22,27%

(yoy) pada triwulan Il 2025. Kondisi ini menandakan
terbatasnya minat belanja masyarakat padabarang tahan
lama (durable goods). Lebih lanjut, penurunan kinerja
kredit turut diindikasikan seiring dengan terbatasnya
penyesuaian Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) meskipun
suku bunga acuan Bl-Rate telah diturunkan pada Januari
dan Mei 2025 akibat meningkatnya gejolak ekonomi.

Hasil survei liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Barat kepada pelaku usaha juga
menunjukkan tendensi serupa. Likert scale penjualan
domestik menurun dari 0,69 pada triwulan 12025 menjadi
-0,09 pada triwulan I 2025. Penurunan penjualan juga
diasosiasikan dengan melemahnya tingkat keyakinan

konsumen, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen

Indeks
180 r 140
170 4 L 120
160 4
100
150 4
140 A - 80
130 4 I 60
120 4
L 40
110 4
100 r20
—— NTP Perkebunan Rakyat ~ === NTP Umum = NTP Tanaman Pangan
90 — T[T 0
| 1 s | | A e | AV | R |y VA B [
2021 2022 2023 2024 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 14  Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

%yoy %Yoy
207 B g. Kredit RT- sisi kanan —g.KPR ri2
159 —gKkB g. Multiguna dIl .

104 A~ F10
\
51 =~ g
0 — T — T
-5 4 6

L | A | (] L L L L L A |
2021 2022 2023 2024 2025

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik15  Perkembangan Kredit Konsumsi

Indeks
1404

1204
w00 _— =Hlm_EumwEE_EmEN

TV

80
60
40
20
v v v v
2021 2022 2023 2024 2025
I Indeks Keyakinan Konsumen === Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini

—— Indeks Ekpektasi Konsumen Baseline (Batas Positif)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.6 Survei Konsumen

Indeks
1404

1204
w00d _— = Hwm _EumwEE_EmEN

“aV

80
60
40+
20
| L | A | L
2021 2022 2023 2024 2025
I Indeks Keyakinan Konsumen === Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini

—— Indeks Ekpektasi Konsumen Baseline (Batas Positif)

Sumber: Perusahaan Listrik Negara (PLN), diolah

Grafik 17 Konsumsi Listrik Rumah Tangga
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(IKK) yang turun dari 110,36 menjadi 106,57 pada
triwulan Il 2025 - (Grafik 1.6). Pelemahan keyakinan
konsumen ini pada akhirnya berimbas pada preferensi
masyarakat untuk menahan aktivitas ekonomi, salah
satunya terlihat dari kinerja konsumsi listrik rumah
tangga yang mengalami kontraksi 5,63% (yoy), berbalik
dari pertumbuhan positif 16,35% (yoy) pada triwulan
sebelumnya - (Grafik 1.7).

1.2.2. Konsumsi Pemerintah

KONSUMSI "
PEMERINTAH
% (YOY)

it

Twi12025 Twll 2025

591% -219%

Kinerja konsumsi pemerintah mengalami kontraksi
pada triwulan Il 2025. Pertumbuhan konsumsi
pemerintah tercatat sebesar -2,19% (yoy), lebih rendah
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif
591% (yoy). Penurunan realisasi belanja pemerintah
daerah pada operasional dan modal secara keseluruhan
menjadi penyebab perlambatan kinerja konsumsi

pemerintah pada triwulan laporan.

Miliar Rp

12,000

W Tw 112024 M Tw 12025

10,000
8,000 A
6,500
4,000 A
4,500 A

2,000 A

APBD APBN

Sumber: BPKAD & DJPb Sumbar, diolah

Grafik 1.8 Realisasi Belanja APBD dan APBN Sumatera Barat

Miliar Rp
10,000 -
9,000 A
8,000 -
7,000 ~
6,000 -
5,000 -
4,000 -
3,000 A
2,000
1,000
0 +4

o Tw [1-2024 W Tw 12025

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Modal

Sumber: BPKAD & DJPb Sumbar, diolah

Grafik19  Realisasi Total Belanja Pemerintah Berdasarkan Komponen

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset (BPKAD) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPb) Sumatera Barat, penurunan belanja pemerintah
teramati baik dari sisi APBD maupun APBN (Grafik
1.8). Realisasi APBD triwulan Il 2025 tercatat sebesar
Rp8,75 triliun dengan rincian Rp7,92 triliun untuk APBD
kabupaten/kota dan Rp0O,83 triliun untuk APBD provinsi.
Jumlah tersebut menurun dibandingkan triwulan yang
sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp10,09
triliun atau kontraksi sebesar 13,35% (yoy). Sementaraitu
darisisi APBN, penyerapan anggaran triwulan 12025 juga
menurun sebesar Rp7,06 triliun dibandingkan triwulan Il
2024 Rp8,22 triliun atau kontraksi sebesar 14,18% (yoy).

Berdasarkan komponen penyusunnya, belanja
pemerintah yang menurun bersumber dari penurunan
belanja operasional (pegawai serta barang dan jasa)
sertabelanjamodal (Grafik 19). Secara akumulasi (APBD
dan APBN), belanja pegawai yang menyumbang 54,34%
dari total porsi belanja, mengalami kontraksi sebesar
1,81% (yoy) dengan realisasi Rp8,59 triliun dibandingkan
tahun sebelumnya Rp8,75 triliun. Belanja barang dan
jasa triwulan Il 2025 menurun sebesar Rp3,10 triliun
dibandingkan posisi tahun sebelumnya Rp4,58 triliun
atau kontraksi sebesar 32,38% (yoy). Sementara itu,
kontraksi terdalam tercatat pada realisasi belanja modal
sebesar 55,21% (yoy) denganrincian RpO,36 triliun pada
triwulan 112025 dibandingkan RpO,80 triliun pada triwulan
[12024.
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PMDN
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Grafik 110  Realisasi Nilai dan Proyek PMDN
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Grafik 111 Realisasi Nilai dan Proyek PMA

1.2.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)

PMTB

% (YOY)

Twl2025 Twll2025
-0,31% -0,27%

Kinerja investasi Sumatera Barat terkontraksi,
meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan
triwulan sebelumnya. Pertumbuhan Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat terkontraksi 0,27%
(yoy), lebih baik dibandingkan kontraksi 0,31% (yoy) pada
triwulan | 2025. Perbaikan kinerja investasi terutama
didorong oleh realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) yang tumbuh positif sebesar 9,81% (yoy) atau
senilai Rp2,23 triliun, berbalik dari kontraksi 25,67% (yoy)
atau Rp1,14 triliun pada triwulan sebelumnya - (Grafik
110). Jumlah proyek PMDN juga meningkat menjadi
2.645 proyek, lebih tinggi dibandingkan 2.287 proyek
pada periode sebelumnya.

Namun demikian, perbaikan lebih lanjut tertahan oleh
pelemahan kinerja Penanaman Modal Asing (PMA).
Investasi asing tercatat terkontraksi 40,92% (yoy) dengan
nominal 13,32 juta USD, dibandingkan pertumbuhan
positif sebesar 180,25% (yoy) atau 56,65 juta USD
pada triwulan sebelumnya - (Grafik 111). Penurunan ini
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juga tercermin dari jumlah proyek PMA yang menurun
menjadi 343 proyek dibandingkan 479 proyek pada
periode sebelumnya. Melemahnya investasi asing tidak
terlepas dari tingginya ketidakpastian ekonomi global
dan fragmentasi geopolitik yang mendorong investor
internasional bersikap lebih risk-averse.

Perbaikan terbatas kinerja investasi tercermin dari
realisasi volume pengadaan semen triwulan laporan
yang tercatat tumbuh sebesar -16,33% (yoy), sedikit
lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya -18,21%
(yoy) - (Grafik 112). Data Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Sumatera Barat juga menangkap
peningkatan aktivitas investasi para pelaku usaha. Hasil
liasion mencatatkan peningkatan likert scale investasi
menjadi 0,70 pada triwulan Il 2025 dari 0,50 pada
triwulan | 2025. Sementara itu, hasil Survei Kegiatan
Dunia Usaha (SKDU) mencatatkan kenaikan Saldo Bersih
Tertimbang (SBT) kondisi investasi sebesar 0,15% dari
sebelumnya -1,59%. Namun demikian, kinerja investasi
di Sumatera Barat masih mencatatkan kontraksi salah
satunya dipengaruhi oleh penyaluran kredit produktif
yang lebih lambat. Kreditinvestasi tumbuh sebesar 3,61%
(yoy) pada triwulan Il 2025, lebih rendah dibandingkan
triwulan sebelumnya 5,23% (yoy) sementara kinerja
kredit modal kerja tercatat -5,80% (yoy), lebih rendah
dibandingkan -2,58% (yoy) - (Grafik 113).

Secara spasial, realisasi PMDN pada triwulan 1 2025
terbesar disumbang oleh Kota Padang, diikuti Kabupaten
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Grafik 112 Perkembangan Konsumsi Semen
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Grafik 113 Kinerja Kredit Produktif

Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung. Realisasi
PMDN Kota Padang tercatat senilai Rp547,40 miliar
atau 24,6% dari total realisasi PMDN Sumatera Barat.
Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman dan
Kabupaten Sijunjung masing-masing mencatat realisasi
sebesar Rp487,30 miliar dan Rp309,59 miliar. Dari sisi
PMA, realisasi tertinggi juga berasal dari Kota Padang
dengan nilai Rp120,24 miliar, mencakup 56,40% dari total
keseluruhan Sumatera Barat. Secara sektoral, realisasi
PMDN Sumatera Barat didominasi oleh sektor konstruksi,
industri makanan, serta tanaman pangan, perkebunan,
dan peternakan. Adapun sektor industri makanan juga
tercatat sebagai penyumbang utama kinerja PMA
Sumatera Barat pada triwulan Il 2025.

1.2.4. Ekspor Luar Negeri

EKSPOR
LUAR NEGERI

% (YOY)

Twi2025 Twll2025
12,96% 3,86%

Sejalan dengan menguatnya fragmentasi
perdagangan global, ekspor luar negeri Sumatera
Barat melambat pada triwulan Il 2025. Kinerja

ekspor tercatat tumbuh sebesar 3,86% (yoy), menurun

dibandingkan triwulan 12025 sebesar 12,96% (yoy) akibat
penurunan kinerja ekspor komoditas utama.

Kinerja ekspor non migas pada triwulan Il 2025 tumbuh
sebesar 10,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan
triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan
hingga 30,29% (yoy) - (Grafik 1.14). Perlambatan
ekspor non migas terutama berasal dari ekspor CPO
dan produk turunannya yang menurun sebesar 7,56%
(yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya 39,42% (yoy).
Deselerasi kinerja ekspor CPO tersebut bersumber
baik dari sisi harga maupun volume. Rata-rata harga
CPO dunia tercatat sebesar 944,04 USD/metric ton
pada triwulan pelaporan, turun dibandingkan rata-rata
sebelumnya 1059,70 USD/metric ton yang disebabkan
salah satunya kenaikan produksi negara eksportir utama
seperti Malaysia (Grafik 115). Sementara itu, realisasi
volume ekspor CPO melambat dengan laju -4,01% (yoy)
dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh positif
sebesar 703% (yoy). Selain disebabkan oleh sentimen
pasar global, kinerja ekspor CPO yang menurun juga
berpotensi dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan
tarif pungutan ekspor CPO sejak 17 Mei 2025 melalui
Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2025. Tarif
ekspor CPO mengalami kenaikan menjadi 10% dari
sebelumnya 7,5% yang menjadi disinsentif pelakuindustri
sehingga pada akhirnya berdampak pada produksi
domestik.
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Grafik 114 Kinerja Eskpor Non Migas dan CPO Sumatera Barat

Rp Juta %Yoy
1600,00 1 I Harga CPO Dunia (USD/MT) = g. Harga CPO Dunia (% yoy) -rhs r120,00
1400,00 100,00
1200,00 80,00
1000,00 6000
40,00
800,00
20,00
600,00
0,00
400,00 1 I-20,00
200,00 +-40,00
0,00 +-60,00
L 1 1 | |1 | {1 I A | VA B ||
2021 2022 2023 2024 2025

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 115  Perkembangan Harga CPO Dunia

India masih menjadi negara tujuan utama ekspor
dengan pangsa 24,81% dari total ekspor luar negeri
Sumatera Barat, diikuti Pakistan dengan pangsa
23,56% - (Grafik 116). Adapun pangsa ekspor non migas
Sumatera Barat pada triwulan 1 2025 secara berurutan
yaitu CPO 80,91%; diikuti dengan produk kimia 5,27%;
serta karet 3,42% (Grafik 117). Ekspor karet Sumatera
Barat juga mengalami penurunan kinerja dari tumbuh
230% (yoy) pada triwulan 12025 menjadi 20,50% (yoy)
pada triwulan Il 2025 di tengah isu domestik berupa
kebakaran pabrik karet PT Teluk Luas pada tanggal 18
Mei 2025 maupun isu eksternal berupa penerapan tarif
resiprokal Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor
utama karet Sumatera Barat.

1.2.5. Impor Luar Negeri

IMPOR I
Lu;l/\olz \r(q(l)z\c(;)lzm EE
Tw12025 Twll 2025

-30,78% 46,07%

Pada triwulan Il 2025, kinerja impor luar negeri
terakselerasi dengan tumbuh sebesar 46,07% (yoy)
dibandingkan periode sebelumnya -30,78% (yoy)
terutama didukung oleh komponen impor migas.

Lainnya

Singapura  13,76%

3,03%

Amerika Serikat

3,35%

Tiongkok
3,54%

India
24,81%

Saudi Arabia
4,72%

Myanmar

7,04% Pakistan
23,56%
Bangladesh

7,48%

Egypt
8,71%

Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Grafik 116 Negara Tujuan Ekspor Sumatera Barat Triwulan 11 2025

Kopi, teh, dan ~ Lainnya
rempah-rempah  5,32%
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3,42%
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kimia
5,27%

CPO
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Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Grafik 117 Pangsa Ekspor Komoditas Triwulan I 2025
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US$Juta %yoy
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Sumber: Bea dan Cukai, diolah Sumber: Bea dan Cukai, diolah
Grafik 118  Perkembangan Nilai Impor Migas Sumatera Barat Grafik 120 Pangsa Komoditas Impor Non Migas
menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan
60.000.000 1 r 100,00 19,45% (yoy), berbalik arah dari kontraksi 19,33% (yoy)
- 80,00 . '
50.000.000 | 6000 pada triwulan sebelumnya - (Grafik 119). Percepatan
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L 0,00
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Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Grafik 119  Perkembangan Nilai Impor Non Migas Sumatera Barat

Kinerja impor migas pada triwulan Il 2025 tercatat
tumbuh sebesar 43,25% (yoy), meningkat signifikan
dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami
kontraksi 42,06% (yoy) — (Grafik 118). Peningkatan impor
migas, yang memiliki pangsa 75% dari total nilai impor
Sumatera Barat, didorong oleh kenaikan impor Bahan
Bakar Mineral (BBM) setelah pada triwulan sebelumnya
relatif terbatas. Sementara itu, impor nonmigas juga

yang solid, masing-masing sebesar 56,04% (yoy) dan
79,.33% (yoy).

Dominasi impor Sumatera Barat pada triwulan Il 2025
berasal dari Singapura mencapai 46,31%; diikuti oleh
Malaysia 29,38%; dan Brazil 10,23% dari total impor.
Impor asal Singapura dan Malaysia terutama berupa
impor migas yaitu BBM. Sementara, impor asal Brazil
didominasi oleh impor non migas. Adapun pangsa impor
non migas diantaranya limbah industri makanan yang
mencapai hingga 48,66% dari total impor; diikuti pupuk
20,36%; bahan kimia organik 9,75%; dan mesin 9,61%
(Grafik 1.20).
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1.3. DINAMIKA LAPANGAN USAHA
EKONOMI UTAMA SUMATERA
BARAT

1.3.1. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan

PERTANIAN

% (YOY)

Twi2025 Twll2025
6,34% 4,06%

LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh
melambat pada triwulan Il 2025 seiring dengan
penurunan produksi tanaman pangan di tengah
siklus tanam. Kinerja LU Pertanian tercatat sebesar
4,06% (yoy), menurun dibandingkan triwulan 12025 yang
tumbuh sebesar 6,34% (yoy).

Berdasarkan data Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Sumatera Barat, produksi padi pada
triwulan 1l 2025 tercatat sebesar 338,26 ribu ton atau
terkontraksi sebesar 5,00% (yoy). Angka ini lebih rendah
dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai
461,30 ribu ton dengan pertumbuhan positif 25,17%
(yoy) - (Grafik 1.21). Moderasi produksi padi ini terjadi
seiring puncak panen yang berlangsung pada triwulan

sebelumnya, sehingga lahan pertanian memasuki
siklus periode tanam. Selain itu, aktivitas pertanian juga
menghadapi tantangan akibat gejolak musim kemarau
yang berdampak pada produktivitas lahan padi pada

triwulan laporan.

Selain tanaman pangan, perlambatan kinerja Lapangan
Usaha (LU) Pertanian juga dipengaruhi oleh subsektor
perkebunan. Ekspor CPO yang melambat pada triwulan
[1 2025 berpotensi menekan kinerja perkebunan kelapa
sawit, tercermin dari rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP)
perkebunan yang menurun menjadi159,32, dibandingkan
triwulan sebelumnya 168,69. Penurunan ini sejalan
dengan harga CPO global yang lebih rendah, yaitu
944,04 USD/metric ton dibandingkan 1.059,70 USD/
metric ton pada triwulan sebelumnya, sehingga menjadi
disinsentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas
kelapa sawit - (Grafik 1.22). Lebih lanjut, kinerja kredit
LU Pertanian yang melambat dan terkontraksi 0,01%
(yoy) - (Grafik 1.23), turut menekan aktivitas budidaya
pertanian secara keseluruhan. Akibatnya, rata-rata NTP
umum Sumatera Barat menurun dari 129,28 menjadi
125,63. Kondisi perlambatan ini juga terkonfirmasi
melalui hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang
mencatat penurunan Saldo Bersih Tertimbang (SBT)
atas kapasitas produksi terpakai serta kondisi kegiatan
usaha pertanian secara umum pada triwulan laporan -
(Grafik 1.24).
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Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

— g. Produksi Padi(yoy) -rhs

Grafik 1.21 Tren Produksi Padi Triwulanan
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Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 122 Tren Harga CPO Global
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Troliun Rp %yoy Indeks Indeks
14 4 I Pertanian — g. Pertanian - rhs r2s 180,00 - 108,00
12 4 2 160,00 +106,00
10 140,00 - L104,00
N 15 120,00 102,00
100,00 10000
6 10 ' 98,00
80,00 1
4 96,00
B 60,001 94,00
0 )
40,00
) Lo 4 92,00
20,009 _ NTP Umum ——NTP Perkebunan Rakyat == NTP Tanaman Pangan (-rhs) 90,00
01 = 00 +——"—"—"F—+——F 7718800
| 1 A | 11 V| | Y Y | A | A2 B 1 T T Y 2 T T Y 2 T O 1T L 2 O T Y I 1}
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Sumber: Bank Ind ia, diolah
umber: bankindonesta, diola Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 123 Kinerja Kredit Pertanian Grafik 124 Perkembangan NTP Umum, Tanaman Pangan, dan

Perkebunan

Tabel 1.3. Kinerja Produksi Padi 19 Kabupaten/Kota Triwulan Il 2025

Produksi (Ton)

Pangsa Produksi

Wilayah
Tw 1 2025 Tw 11 2025 (%)
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 117,83 241,28 123,45 0,07
KAB. PESISIR SELATAN 72.615,41 52.607,13 -20.008,28 15,55
KAB. SOLOK 70.804,65 40.748,42 -30.056,23 12,05
KAB. SHUNJUNG 24.440,76 10.779,32 -13.661,44 3,19
KAB. TANAH DATAR 44.200,98 43.774,92 -426,06 12,94
KAB. PADANG PARIAMAN 44.750,99 35.760,88 -8.990,11 10,57
KAB. AGAM 38.275,00 37.122,75 -1.152,25 10,97
KAB. LIMA PULUH KOTA 33.235,62 31.975,40 -1.260,22 9,45
KAB. PASAMAN 54.964,73 19.274,49 -35.690,24 5,70
KAB. SOLOK SELATAN 15.982,22 17.724,23 1.742,01 5,24
KAB. DHARMASRAYA 13.297,17 10.607,74 -2.689,43 3,14
KAB. PASAMAN BARAT 21.176,44 10.518,24 -10.658,20 3,11
KOTA PADANG 11.059,25 8.218,12 -2.841,13 2,43
KOTA SOLOK 4.144,90 2.185,85 -1.959,05 0,65
KOTA SAWAHLUNTO 3.893,86 2.868,70 -1.025,16 0,85
KOTA PADANG PANJANG 1.544,08 1.209,45 -334,63 0,36
KOTA BUKITTINGGI 655,45 998,97 343,52 0,30
KOTA PAYAKUMBUH 2.661,81 7.605,19 4.943,38 2,25
KOTA PARIAMAN 3.478,27 4.042,98 564,71 1,20
PROVINSI SUMATERA BARAT 461.299,42 338.264,06 -123.035,36 100%

Sumber: Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, diolah

Jika diamati secara spasial, terdapat 14 kabupaten/kota
yang mengalami penurunan produksi padi pada triwulan
I 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan
produksi terutama teramati pada daerah sentra utama
yaitu Kab. Pesisir Selatan dengan pangsa 15,55%, yang
mencatatkan produksi sebanyak 52,61 ribu ton dan luas
panen 10,67 ribu ha. Daerah sentra selanjutnya yaitu Kab.

Tanah Datar dan Kab. Solok dengan pangsa masing-
masing sebesar 12,94% dan 12,05% serta produksi 43,78
ribu ton dan 40,75 ribu ton. Lebih lanjut, penurunan
produksi terdalam terjadi pada Kab. Pasaman yang
mencatatkan selisih produksi hingga 35,69 ribu ton.
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Agustus 2025 13



+ Bab1-
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.3.2. Lapangan Usaha Perdagangan Besar
dan Eceran serta Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

PERDAGANGAN

% (YOY)

Twi2025 Twll2025
4,62% 3,67%

Pada triwulan 112025, kinerja LU Perdagangan Besar
dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
melambat. LU Perdagangan tumbuh sebesar 3,67%
(yoy), lebih rendah jika dibandingkan triwulan 1 2025 yang
tumbuh sebesar 4,62% (yoy).

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Perdagangan pada
triwulan 112025 mengalami perlambatan, sejalan dengan
melemahnya konsumsi rumah tangga maupun konsumsi
pemerintah. Penurunan konsumsi domestik terutama
bersumber dari komponen barang tahan lama (durable
goods), tercermin dari data Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Sumatera Barat yang mencatat penurunan
signifikan pada penjualan kendaraan bermotor. Penjualan
kendaraan secara total terkontraksi 22,27% (yoy),
berbalik dari pertumbuhan positif 3,09% (yoy) pada
triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama

disumbang oleh kontraksi penjualan mobil sebesar

4791% (yoy), setelah sebelumnya juga kontraksi 13,56%
(yoy). Sementara itu, penjualan sepeda motor turut
melemah dengan kontraksi 19,50% (yoy), setelah pada
triwulan sebelumnya masih tumbuh 4,93% (yoy) - (Grafik
1.25). Selain penurunan daya beli, pelemahan penjualan
kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh kenaikan
harga kendaraan pasca implementasi Kebijakan Opsen
Pajak mulai Januari 2025.

Geliat dunia usaha perdagangan yang melambat
turut tercermin dari penyaluran kredit perdagangan
yang masih mengalami kontraksi sebesar 113% (yoy),
meskipun sedikit membaik dibandingkan kontraksi

117% (yoy) pada triwulan sebelumnya - (Grafik 1.26).
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- 0,50%
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200 I -2,00%
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— SBT Kondisi Kegiatan Usaha Umum
-3,00 T T T T T T T T T -3,00%
| 1 I \% | I I vV | 1
2023 2024 2025

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 127 Likert Scale Penjualan Domestik dan SBT Kondisi
Kegiatan Usaha LU Perdagangan
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Sumber: DPKD, diolah

Grafik 125 Perkembangan Penjualan Kendaraan

Triliun Rp %Yoy
25 14
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B Perdagangan, Hotel, dan Restoran

— g.Perdagangan - rhs

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 126 Perkembangan Kredit Perdagangan
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Lebih lanjut, perlambatan kinerja perdagangan juga
dikonfirmasi melalui hasil liaison dan Survei Kegiatan
Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, yang menunjukkan
penurunan penjualan domestik dari 1,00 menjadi -2,33
serta melemahnya kondisi kegiatan usaha secara umum
dari -0,49% menjadi -148% - (Grafik 1.27).

1.3.3. Lapangan Usaha Transportasi dan
Pergudangan

TRANSPORTASI
% (YOY)

Twl12025 Twll2025
396% 3,03%

Di tengah momentum HBKN dan libur sekolah,
pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan
mencatatkan perlambatan. LU Transportasi dan
Pergudangan pada triwulan Il 2025 tumbuh sebesar
3,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan 3,96% (yoy)
pada triwulan sebelumnya.

Dampak musiman Hari Raya Idul Adha serta periode libur
dan cuti bersama mendorong peningkatan kunjungan
wisatawan nusantara (wisnus) yang tumbuh signifikan
sebesar 46,6% (yoy) pada triwulan Il 2025, jauh lebih

tinggi dibandingkan pertumbuhan 9,8% (yoy) pada
triwulan sebelumnya - (Grafik 1.28). Namun demikian,
jumlah penumpang angkutan udara justru mengalami
penurunan. Berdasarkan data PT Angkasa Pura Il
jumlah penumpang domestik tercatat terkontraksi
13,70% (yoy) atau sebanyak 523 ribu orang, berbalik
arah dari pertumbuhan positif 2,54% (yoy) pada triwulan
sebelumnya. Penumpang internasional juga melemah
dengan kontraksi 6,26% (yoy) atau sebanyak 120 ribu
orang, setelah pada triwulan sebelumnya masih tumbuh
signifikan 22,31% (yoy) - (Grafik 1.29).

Kinerja kargo turut menekan Lapangan Usaha (LU)
Transportasi dan Pergudangan. Perlambatan kargo
sejalan dengan tingginya belanja masyarakat pada
triwulan sebelumnya untuk persiapan Hari Raya Idul
Fitri. Kargo domestik tumbuh 10,04% (yoy), melambat
dibandingkan pertumbuhan 33,31% (yoy) pada triwulan
| 2025. Sementara itu, penurunan kinerja ekspor juga
berkontribusi pada melemahnya kargo internasional,
meskipun masih tumbuh sebesar 52,44% (yoy) pada
triwulan laporan - (Grafik 1.30). Kondisi ini diperburuk
oleh perkembangan kredit transportasi yang tertahan
hingga mengalami kontraksi 29,07% (yoy), setelah
sebelumnya mencatatkan pertumbuhan positif 13,22%
(yoy) - (Grafik 1.31).
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Grafik 128 Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara
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Sumber: PT Angkasa Pura Il, diolah

Grafik 129 Perkembangan Jumlah Penumpang Bandara Internasional
Minangkabau
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Grafik 130 Perkembangan Kinerga Kargo
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Grafik 131 Kinerja Kredit Transportasi

1.3.4. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

INDUSTRI
PENGOLAHAN

% (YOY)

Twi2025 Twll2025
581%  3,28%

Kinerja industri pengolahan pada triwulan Il 2025
melambat sebesar 5,81% (yoy), dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar 3,28% (yoy). Perlambatan
bersumber dari penurunan kinerja industri CPO dan
pengolahan beras (Rice Milling Unit).

Penurunan kinerja industri CPO disebabkan oleh
turunnya volume ekspor CPO yang mencatatkan
kontraksi sebesar 4,01% (yoy) dibandingkan triwulan
sebelumnya tumbuh solid 7,03% (yoy) di tengah
meningkatnya ketidakpastian global - (Grafik 1.32).
Pengumuman penerapan tarif resiprokal oleh Amerika
Serikatmemperbesar risiko disrupsi perdagangan global.
Kondisiiniyang mendorong Purchasing Managers’Index
(PMI) negara mitra dagang utama melemah, di mana
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rata-rata PMI Amerika Serikat dan Tiongkok masing-
masing turun menjadi 51,40 dan 49,40 dari 5195 dan
49,93 pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, PMI
India masih terjaga sejalan dengan prospek ekonomi
yang menguat - (Grafik 1.33). Dari sisi harga, rata-rata
CPO global juga melemah menjadi 944,04 USD/metric
ton, lebih rendah dibandingkan 1.059,70 USD/metric ton
pada periode sebelumnya.

Perlambatan sektor industri turut dipengaruhi moderasi
aktivitas pengolahan pascapanen padi, baik melalui Rice
Milling Unit (RMU) maupun penggilingan kecil, sejalan
dengan penurunan produksi padi pada triwulan Il 2025.
Kondisi tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan
Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Sumatera Barat
yang mencatat terjadinya penurunan kapasitas produksi
terpakai sektor industri pengolahan, dari 69,07% pada
triwulan | 2025 menjadi 56,22% pada triwulan 11 2025 -
(Grafik 1.34). Lebih lanjut, laju penyaluran kredit industri
yang melambat memperdalam tekanan pada kinerja
Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan, dengan
kontraksi11,72% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi
4,85% (yoy) pada triwulan sebelumnya - (Grafik 1.35).
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Grafik .32 Perkembangan Volume Ekspor CPO
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Grafik 133 PMI Manufaktur Negara Mitra Dagang Utama
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Grafik .34 Kapasitas Produksi Terpakai LU Industri Pengolahan
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Grafik 135 Kinerja Kredit Industri Pengolahan
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Stabilitas harga pangan merupakan pilar penting
bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Pencapaian stabilitas ini sangat ditentukan oleh
dinamika produktivitas pertanian di tingkat nagari
atau desa. Fluktuasi hasil panen kerap menimbulkan
kesenjangan antara permintaan dan pasokan, sehingga

memicu tekanan inflasi pada komoditas strategis.

Produksivitas Bawang Merah

Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca

Produksivitas Padi
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Grafik 2 : Perkembangan Produktivitas Cabai Merah
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Grafik 3 : Perkembangan Produktivitas Bawang Merah

dan pola tanam, tetapi juga semakin diperburuk oleh
menurunnya kualitas tanah akibat penggunaan
pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan.
Degradasi kesuburan lahan yang terjadisecara bertahap
mengancam keberlanjutan produksi, sehingga tanpa
adanya intervensi yang tepat, kapasitas sektor pertanian
nagari untuk mendukung stabilitas harga pangan akan
semakin rentan.

Perkembangan produktivitas pangan strategis di
Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan
dinamika yang beragam. Produktivitas padi tercatat
menurun dari1,48 juta ton menjadi1,35juta ton (-8,8%),
meski luas lahan relatif stabil. Kondisi ini mencerminkan
penurunan kesuburan lahan yang berpotensi menekan
pasokan beras - (Grafik 1). Sementara itu, cabai merah
mengalami fluktuasi signifikan dengan penurunan dari
139,9 ribu ton menjadi 103,6 ribu ton (-26,0%). Sebagai
komoditas utama kelompok volatile food, gejolak
produksi cabai secara langsung memicu lonjakan harga
di pasar - (Grafik 2). Berbeda dengan dua komoditas
tersebut, bawang merah justru menunjukkan tren
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positif dengan peningkatan produksi dari 122,4 ribu ton
menjadi 230,7 ribu ton (+88,5%). Peningkatan ini lebih
banyak ditopang oleh perluasan lahan, yang dalam
jangka pendek mampu memperkuat pasokan sekaligus
meredam tekananinflasi. Namun demikian, keberlanjutan
tren positif bawang merah tetap perlu dicermati,
mengingat potensi keterbatasan lahan baru dapat
menjadi faktor penghambat di masa depan - (Grafik 3).

Secara keseluruhan, ketiga komoditas ini menegaskan
bahwa fluktuasi hasil panen berpotensi menimbulkan
kesenjangan antara pasokan dan permintaan, yang
pada akhirnya memicu tekanan inflasi. Faktor cuaca,
pola tanam, serta degradasi kualitas tanah akibat
penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan
menjadi penyebab utama. Tanpa intervensi melalui
inovasi pertanian berkelanjutan, kapasitas nagari dalam
mendukung stabilitas harga pangan akan semakin
terbatas.

Di sisi lain, tantangan jangka menengah muncul dari
potensi degradasi kualitas tanah, akibat penggunaan
pupuk kimia berlebihan, erosi lahan, dan keterbatasan
rotasi tanaman. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan
kesuburan tanah dan meningkatnya ketergantungan
petani terhadap input eksternal yang mahal. Jika
tidak diantisipasi, degradasi tanah dapat menurunkan
produktivitas rata-rata hingga 20-30% dalam jangka
panjang, sekaligus melemahkan fondasi ketahanan
pangan daerah.

Menjawab tantangan ini, Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Sumatera Barat menginisiasi Sekolah Lapang
DAUN (Dari nAgari UntUk Negeri). Pelaksanaan
Sekolah Lapang DAUN merupakan upaya strategis
untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah
melalui pengembangan kapasitas petani berbasis nagari.
Program ini dirancang tidak hanya sebagaisarana transfer
pengetahuan, tetapi juga sebagai pendekatan holistik
yang memadukan pendidikan tani, perkembangan
inovasi teknologi, penguatan SDM khususnya generasi

millenial dan penguatan kelembagaan nagari. Sekolah
Lapang DAUN berfokus pada empat pilar yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan petani milenial/
petanimudatermasukdilingkunganpesantren.
Pilar ini diarahkan untuk memperkuat regenerasi
petani melalui peningkatan kapasitas kelompok
milenial dan santri pesantren. Keterlibatan generasi
muda dipandang krusial mengingat tingkat
partisipasi tenaga kerja muda di sektor pertanian
terus menurun. Melalui Sekolah Lapang DAUN,
peserta dibekali pengetahuan teknis budidaya,
kewirausahaan pertanian, serta orientasi pasar
agar pertanian dapat lebih produktif, dan berdaya
saing. Integrasi dengan pesantren menjadi katalis
pembentukan ekosistem pertanian berbasis
komunitas menekankan kemandirian pangan

keberlanjutan.

2. Peningkatan digitalisasi di sisi hulu melalui
digital farming. Sekolah Lapang DAUN
mendorong petani mengadopsi sensor tanah,
irigasi cerdas, remote sensing, serta analisis big
data untuk meningkatkan efisiensi produksi,
pengendalian hama, serta perencanaan panen
yang lebih adaptif terhadap iklim. Transformasi
digital tidak hanya meningkatkan produktivitas
tetapijuga memperkuat resiliensi pertanian nagari

terhadap berbagai risiko.

3. Peningkatan produktivitas pertanian dan
hilirisasi pertanian. Petani didorong mengadopsi
praktik budidaya efisien berbasis standar mutu,
sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya
hilirisasi. Pengolahan pascapanen menjadi
produk turunan (seperti cabai bubuk, bawang
goreng, pasta bawang) meningkatkan nilai
tambah serta mengurangi ketergantungan pada
harga komoditas segar yang fluktuatif, serta
meningkatkan pendapatan petani.
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4, Penerapan pertanian organic berbasis
Good Agricultural Practices melalui inovasi
Mulsa Tanpa Olah Tanah (MTOT) atau Sawah
Pokok Murah. Metode ini membantu menjaga
kelembaban tanah, menekan gulma, mengurangi
erosi, serta memulihkan kesuburan lahan secara
alami. Selain meningkatkan produktivitas, metode
ini jJuga mendukung konservasi ekosistem dan
mengurangi ketergantungan pada input kimia,
sehingga mendukung keberlanjutan produksi
pangan strategis.

Program Sekolah Lapang DAUN telah dilaksanakan
sebanyak tiga kali selama tahun 2025 di nagari yang
berbeda sebagai wujud nyata penguatan kapasitas
petani sekaligus pengendalian inflasi berbasis ketahanan
pangan. Kegiatan ini melibatkan 210 peserta dari
kelompok tani dan pondok pesantren di berbagai
kabupaten/kota Sumatera Barat. Dengan pelaksanaan
yang konsisten, Sekolah Lapang DAUN semakin
memperkuat perannya sebagai program unggulan dalam
mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan nagari,
akses pembiayaan, dan mendukung pembangunan
inklusif di Sumatera Barat. Beberapa kegiatan yang telah
diselenggarakan sebagai berikut:

1. Nagari Sungai Gayo, Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan diselenggarakan pada 24-27 Februari 2025,
dengan fokus pada penguatan pemahaman petani
terhadap praktik pertanian organik serta penerapan
metode inovatif Mulsa Tanpa Olah Tanah (MTOT) atau
Sawah Pokok Murah.

2. Nagari Koto Baru Saribu Rumah Gadang,
Kabupaten Solok Selatan

Kegiatan dilaksanakan pada 20-25 Mei 2025, dengan
penekanan pada peningkatan kapasitas digital farming,
serta pemberdayaan petani muda dan lingkup pesantren

sebagai agen perubahan di sektor pertanian.

Gambar 1: Panen Padi Hasil Penerapan Mulsa Tanpa Olah Tanah

Gambar 2: Penjelasan Penerapan Metode Organik bagi Petani Nagari

Gambar 3: Penjelasan Teknik Penerapan Metode Mulsa Tanpa Olah
Tanah oleh Udara Bersih Indonesia
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Gambar 4: Penjelasan Prinsip Dasar dan Manfaat Pertanian Organik Gambar 7: Proses Belajar Membuat Pestisida Organik dari Cangkang
oleh Akademisi Universitas Andalas Keong

Gambar 5: Penerapan Metode Mulsa Tanpa Olah Tanah di Lahan Gambar 8: Replikasi Program Kegiatan oleh Pemda Kabupaten Agam
Petani Peserta Sekolah Lapang DAUN mengenai Penerapan MTOT/Sawah Pokok Murah

3. Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2-6 Juli 2025, dengan
fokus pada hilirisasi produk pertanian, penguatan
kelembagaan kelompok tani, serta penerapan Good
Agricultural Practices untuk mendukung produktivitas
berkelanjutan. Program inijuga berfokus pada penerapan
digitalisasi di sisi hulu hingga hilir, meliputi pemanfaatan
teknologi digital untuk budidaya hingga optimalisasi
digital marketing untuk memperluas akses pasar.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini juga disertai dengan

Gambar 6: Pelatihan Praktik Lapangan bersama Kelompok Tani dan
Pesantren Peserta mengenai Metode MTOT
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Grafik 4 : Perkembangan Hasil Panen

fasilitasi akses pembiayaan perbankan kepada petani
guna mendukung meningkatkan kapasitas produksi

sekaligus memperkuat daya saing usaha tani.

Dampak Implementasi Program Sekolah Lapang
DAUN

Pelaksanaan Sekolah Lapang DAUN mulai menunjukkan
dampak nyata bagi kelompok tani peserta, dengan

perubahan produksi per komoditas sebagai berikut:
1. Kelompok Tani Komoditas Cabai Merah

Produksi cabai merah pada triwulan IV 2024
sempat mencapai 20 ton, namun kemudian
pada triwulan | 2025 turun hingga menjadi 11
ton. Hal ini mencerminkan kerentanan produksi
sebelum penerapan program khususnya Mulsa
Tanpa Olah Tanah (MTOT). Setelah program
diimplementasikan, produksi mulai menunjukkan
tanda pemulihan dengan peningkatan sekitar 18%
menjadi 13 ton pada triwulan 11 2025.

Kelompok Tani Komoditas Bawang Merah

Produksi bawang merah pada triwulan IV 2024
sebesar 231 ton, turun menjadi 185 ton pada
triwulan | 2025 akibat pola musim tanam yang
lebih rendah. Setelah penerapan MTOT, produksi
kembali meningkat sekitar 5% menjadi 194 ton
pada triwulan Il 2025 yang turut memperkuat

ketersediaan stok pasokan daerah.
Kelompok Tani Komoditas Padi

Padi menjadi komoditas yang menunjukkan
respons paling jelas terhadap implementasi
program, khususnya MTOT. Pada triwulan IV
2024, produksi padi tercatat 243 ton, kemudian
turun 51% menjadi 119 ton pada triwulan | 2025,
mencerminkan kerentanan pasokan pada
komoditas strategis yang berpengaruh pada
stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Setelah
penerapan MTOT pada triwulan Il 2025, produksi
Kembali meningkat hingga 406 ton. Capaian ini
tidak hanya melampaui produksi sebelumnya,
tetapi juga memberikan tambahan stok yang
memperkuat ketahanan pangan daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025
turun dibandingkan dengan tahun 2024. Anggaran pendapatan tercatat mengalami penurunan
dari Rp6,59 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp6,14 triliun pada tahun 2025 atau menurun sebesar
6,76% (yoy). Sementara itu, anggaran belanja turut menurun dari Rp6,82 triliun menjadi senilai
Rp6,39 triliun atau terkontraksi 6,27% (yoy) dibandingkan dengan pagu tahun 2024. Turunnya
anggaran pendapatan terutama disebabkan oleh lebih rendahnya target Pendapatan Daerah
terutama PAD dan Pendapatan Transfer masing-masing sebesar -9,17% (yoy) dan -4,64% (yoy).
Pada anggaran belanja daerah, penurunan anggaran belanja didorong oleh berkurangnya pagu
Belanja Transfer senilai Rp278,36 miliar atau sebesar 2139% (yoy) dan penurunan pagu Belanja
Operasi senilai Rp115,19 miliar atau 2,46% (yoy).

Realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 mengalami
penurunan dibandingkan dengan triwulan Il 2024. Realisasi pendapatan daerah pada triwulan
Il 2025 tercatat senilai Rp2,95 triliun atau sebesar 4805% dari target yang dipengaruhi oleh
turunnya realisasi seluruh pos pendapatan. Sementara itu, realisasi belanja Provinsi Sumatera Barat
juga mencatatkan penurunan dari Rp2,48 triliun menjadi Rp2,43 triliun. Turunnya realisasi belanja
didorong oleh penurunan realisasi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

APBD gabungan di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2025 turun
dibandingkan dengan tahun 2024. Anggaran pendapatan tercatat menurun senilai Rp259,83
miliar atau sebesar -122% (yoy), sementara anggaran belanja menurun senilai Rp733,88 miliar atau
sebesar -3,23% (yoy). Turunnya pendapatan kabupaten/kota disebabkan oleh penurunan target
Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Dari sisi realisasi, Pendapatan Daerah
19 kabupaten/kota telah mencapai 46,14% dari target yang ditetapkan, didorong oleh perbaikan
realisasi Pajak dan Retribusi Daerah. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah kabupaten/kota
sebesar 35,98% dari pagu anggaran. Realisasi belanja kabupaten/kota didukung oleh peningkatan
realisasi pada pos Belanja Operasi dan Belanja Transfer.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan
112025 tercatat menurun dibandingkan dengan triwulan 112024. Realisasi belanja APBN pada
triwulan laporan tercatat senilai Rp7,06 triliun atau sebesar 40,91% dari pagu anggaran. Capaian
tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang realisasinya tercatat
senilai Rp8,22 triliun atau sebesar 44,82% dari pagu anggaran.
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21. APBD PROVINSI SUMATERA
BARAT
211. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Provinsi Sumatera Barat 2024-2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025
turun dibandingkan dengan tahun 2024. Anggaran
pendapatan tercatat mengalami penurunan dari Rp6,59
triliun pada tahun 2024 menjadi Rp6,14 triliun pada tahun
2025 atau menurun sebesar 6,76% (yoy). Sementaraiitu,
anggaran belanja juga mengalami penurunan dari Rp6,382
triliun menjadi senilai Rp6,39 triliun atau turun 6,27%

(yoy) dibandingkan dengan pagu tahun 2024 (Tabel 211).
Penurunan ini merupakan implementasi atas Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan
untuk melakukan rekalkulasi kebutuhan dan melakukan
efisiensi terutama pada komponen belanja operasi,

kecuali belanja pegawai.

Penurunan anggaran belanja terbesar terjadi pada
komponen Belanja Transfer senilai Rp278,36 miliar

atau sebesar -2139% (yoy). Belanja Modal mengalami

Tabel 2.1. Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2024-2025

Anggaran Pendapatan ‘

Uraian 2024 ‘ 2025 ‘ Nominal ‘
(Miliar Rp) ‘ (Miliar Rp) ‘ (Miliar Rp) ‘
Pendapatan Daerah 6,588.08 6,142.70 -445.38 -6.76
Pendapatan Asli Daerah 3,118.24 2,832.39 -285.85 -9.17 47.33 46.11
Pajak Daerah 2,554.34 2,114.43 -439.91 -17.22 38.77 34.42
Retribusi Daerah 384.30 418.15 33.86 8.81 5.83 6.81
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 125.50 145.00 19.50 15.54 1.90 2.36
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah 54.11 154.81 100.70 186.08 0.82 2.52
Pendapatan Transfer 3,452.81 3,292.43 -160.38 -4.64 52.41 53.60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3,422.90 3,283.63 -139.27 -4.07 51.96 53.46
Pendapatan Transfer Antar Daerah 29.91 8.80 -21.11 -70.57 0.45 0.14
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 17.02 17.88 0.85 5.00 0.26 0.29
Hibah 17.02 17.88 0.85 5.00 0.26 0.29
Dana Darurat - - - 0,00 0.00 0.00
Penerimaan Lain-Lain Yang Sah - - - 0,00 0.00 0.00
Anggaran Belanja ‘ Pangsa ‘ Pangsa
Uraian 2024 ‘ 2025 ‘ Nominal ‘ m
(MiliarRp) | (MiliarRp) | (MiliarRp) | W (%
Belanja Daerah 6,819.52 6,392.04 -427.48 -6.27
Belanja Operasi 4,687.48 4,572.29 -115.19 -2.46 68.74 71.53
Belanja Pegawai 2,596.15 2,761.16 165.01 6.36 38.07 43.20
Belanja Barang dan Jasa 1,808.87 1,654.65 -154.22 -8.53 26.52 25.89
Belanja Bunga - - 0.00 0,00 0.00 0.00
Belanja Subsidi 6.50 2.93 -3.58 -55.00 0.10 0.05
Belanja Hibah 275.96 153.55 -122.41 -44.36 4.05 240
Belanja Bantuan Sosial - - 0.00 0,00 0.00 0.00
Belanja Modal 805.02 759.63 -45.39 -5.64 11.80 11.88
Belanja Tidak Terduga 25.38 36.84 11.46 45.15 0.37 0.58
Belanja Transfer 1,301.64 1,023.28 -278.36 -21.39 19.09 16.01
Belanja Bagi Hasil 1,253.49 989.97 -263.52 -21.02 18.38 15.49
Belanja Bantuan Keuangan 48.15 3331 -14.84 -30.82 0.71 0.52
Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah
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penurunan Rp45,39 miliar atau sebesar -5,64% (yoy) yang sebelumnya tercatat sebagai pendapatan Provinsi,
khususnya untuk belanja modal gedung dan bangunan kini langsung tercatat sebagai pendapatan Kabupaten
serta belanja modal peralatan dan mesin. Kemudian, dan Kota.

anggaran Belanja Operasi mengalami penurunan Rp115,19

miliar atau sebesar -2,46% (yoy). Menurunnya anggaran
Belanja Operasi disebabkan terutama oleh penurunan 2.1.2. Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera

alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa (-8,53% yoy) Barat Tahun 2025

jaland t tert dalam| No.1 S A
sejalan denganamanatyang tertuang dalaminpres o Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Barat pada

Tarl‘nun 2025 untuk mela;kukan eﬁ?ena pirjalanan dinas. triwulan 112025 mengalami penurunan dibandingkan
o - . o

Selain |tL.J,.anggaran Belanja Hibah turun |r?gg.]a 44,36% triwulan Il 2024. Realisasi pendapatan daerah pada
(yoy) seiring dengan adanya perubahan prioritas dalam triwulan 12025 tercatat senilai Rp2,95 triliun atau sebesar

rangka efisiensi anggaran. 48,05% dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi

Sebagai respon atas penurunan anggaran be|anjal periodeyang sama tahun 2024yang senilai Rp3,02triIiun
dilakukan penyesuaian anggaran pendapatan terutama atau sebesar 45,91% dari target. Penurunan realisasi
pada target Pendapatan Transfer sebesar 4,64% (yoy) tersebut dipengaruhi oleh turunnya realisasi pada

atau senilai Rp160,38 miliar dan target Pendapatan seluruh pos pendapatan (Tabel 2.2).
Asli Daerah (PAD) sebesar 9,17% (yoy) atau senilai

Rp285,85 miliar. Penurunan pada kedua komponen

Pada triwulan Il 2025, realisasi PAD tercatat senilai
Rp1,28 triliun atau sebesar 45,22% dari target.
Realisasi PAD tersebut lebih rendah dibandingkan
triwulan Il 2024 yang terealisasi senilai Rp1,35 triliun

pendapatan tersebut disebabkan oleh pajak daerah dan
pendapatan transfer antar daerah yang diperkirakan
turun hingga 17,22% (yoy) dan 70,57% (yoy). Hal ini

atau sebesar 43,32% dari target yang ditetapkan.
antara lain disebabkan adanya kebijakan peralihan

Turunnya realisasi PAD dipengaruhi oleh penurunan

sebagian pendapatan pajak provinsi ke kabupaten dan realisasi komponen Pajak Daerah. Pajak Daerah sebagai

kota akibat implementasi opsen pajak. Opsen Pajak komponen PAD dengan kontribusi terbesar mengalami

Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu jenis penurunan realisasi dari Rp1,04 triliun pada triwulan Il

pajak yang dialihkan, sehingga sebagian pendapatan

Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan 2025

Tw 11-2024 Tw 11-2025 Pangsa Pangsa

Uraian Anggaran ‘ Realisasi Anggaran ‘ Realisasi Tw 11-2024 | Tw 11-2025

(Miliar Rp) | (MiliarRp) | % | (MiliarRp) | (MiliarRp) | % % %
Pendapatan Daerah 6,588.08 3,024.54 45.91 6,142.70 2,951.59 48.05 100.00 100.00
Pendapatan Asli Daerah 3,118.24 1,350.90 43.32 2,832.39 1,280.94 45.22 44.66 43.40
Pajak Daerah 2,554.34 1,036.22 40.57 2,114.43 892.01 42.19 34.26 30.22
Retribusi Daerah 384.30 164.66 42.85 418.15 183.79 43.95 5.44 6.23
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 125.50 122.02 97.23 145.00 126.84 87.48 4.03 4.30
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah 54.11 28.00 51.74 154.81 78.30 50.58 0.93 2.65
Pendapatan Transfer 3,452.81 1,673.14 48.46 3,292.43 1,670.16 50.73 55.32 56.59
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3,422.90 1,647.38 48.13 3,283.63 1,670.16 50.86 54.47 56.59
Pendapatan Transfer Antar Daerah 29.91 25.76 86.15 8.80 - 0.00 0.85 0.00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 17.02 0.50 2.95 17.88 0.48 2.69 0.02 0.02
Hibah 17.02 0.50 2.95 17.88 0.48 2.69 0.02 0.02
Dana Darurat - - 0,00 - - 0,00 0.00 0.00
Penerimaan Lain-Lain Yang Sah - - 0,00 - - 0,00 0.00 0.00

Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah
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2024 menjadisenilai RpO,89 triliun atau sebesar 30,22%
dari target anggaran pada triwulan Il 2025. Penyebab
penurunan kinerja tersebut salah satunya berasal dari
penurunan penjualan kendaraan baru di Sumatera
Barat. Lebih lanjut, turunnya penerimaan pajak daerah
merupakan dampak atas implementasi kebijakan opsen
pajak sehingga realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) masing-masing turun 35,01% (yoy) dan 36,26%

(yoy).

Disisilain, komponen Retribusi Daerah Provinsi Sumatera
Barat mencatatkan realisasi yang lebih tinggi senilai
Rp183,79 miliar atau sebesar 43,95% dari target. Realisasi
tersebut turun lebih tinggi dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp164,66

miliar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan mencatatkan realisasi senilai Rp126,84 miliar
dan telah mencapai 87,48% dari target yang ditetapkan,
sejalan dengan pembagian dividen dari Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) Sumatera Barat. Realisasi tersebut
lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya yang senilai Rp122,02 miliar. Sementaraity,
komponen Lain-lain PAD yang Sah hingga triwulan I
2025 mencatatkan realisasi senilai Rp78,30 miliar, lebih
tinggi dibandingkan triwulan 112024 yang senilai Rp28,00
miliar. Peningkatan ini ditopang oleh adanya akselerasi
dari sisi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Daerah dan Pendapatan BLUD.

Realisasi Pendapatan Transfer lebih rendah
dibandingkan triwulan Il tahun 2024. Realisasi pos
Pendapatan Transfer mengalami sedikit penurunan
dari Rp1.673,14 miliar atau sebesar 48,46% pada triwulan

m 2024 m 2025
94,39
71,04
45,91 48,05
23,06
17,04
Tw Tw il Tw il w v

Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah

Grafik 21  Realisasi Pendapatan Pemprov Sumbar per
Triwulan 2024-2025

m 2024 H 2025

87,75

64,96

4325 45,22

19,98
13,45

Twl Twll Tw I Tw IV

Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah

Grafik 22 Realisasi PAD Pemprov Sumbar per Triwulan 2024-2025

% %
W 2024 W 2025 W 2024 W 2025
83,97
100,8
76,82
48,46 50,73
20,36 25,82 13,36
122 159 2,95 2,69 .
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Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah

Grafik 23 Realisasi Pendapatan Transfer Pemprov Sumbar per
Triwulan 2024-2025

Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah

Grafik 24 Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pemprov Sumbar per
Triwulan 2024-2025
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H Tw 2024 o Tw [I-2025

55,32 56,59

0,02 0,02

PAD Pendapatan Transfer Lain Lain Pendapatan yg Sah

Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah

Grafik 25 Komposisi Pendapatan (%) Pemprov Sumatera Barat
Tahun 2025

Il tahun 2024, menjadi Rp1.670,16 miliar atau sebesar
50,73% pada triwulan Il 2025. Seluruh Pendapatan
Transfer ditopang oleh realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dengan nilai yang sama. Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami
peningkatan dari Rp1.647,38 miliar pada triwulan [l tahun
2024 menjadi Rp1.670,16 miliar pada triwulan Il tahun
2025.

Pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah mencatatkan
realisasisenilaiRp89,75jutaatausebesar 0,50%, turun
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
yang senilai Rp481,09 juta atau 2,69% dari target yang
ditentukan. Realisasi pendapatan pos tersebut secara

keseluruhan berasal dari penerimaan Hibah.

Kinerja pendapatan Provinsi Sumatera Barat pada
triwulan 11 2025 sebagian besar masih ditopang oleh pos
Pendapatan Transfer dengan pangsa sebesar 56,59%,
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang
sebesar 55,32% dari total Pendapatan Daerah. Kondisi
ini dipengaruhi oleh penurunan PAD yang lebih dalam
dibandingkan dengan peningkatan Pendapatan Transfer.
Pos PAD menunjukkan pangsa yang mengecil sebesar
43,40%, sementara pangsa pos Lain-lain Pendapatan
yang Sah relatif stabil sebesar 0,02% (Grafik 2.5).
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2.1.3. Realisasi Belanja Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025

Realisasi belanja daerah Provinsi Sumatera Barat
pada triwulan Il tahun 2025 mengalami penurunan
dibandingkan triwulan Il tahun 2024. Realisasi belanja
Provinsi Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 turun
menjadi Rp2,43 triliun atau sebesar 38,08% dari Rp2,48
triliun (atau 36,35% dari pagu anggaran) pada triwulan
[ 2024. Turunnya belanja daerah pada tahun laporan
dipengaruhi oleh penurunan realisasi komponen Belanja
Modal dan Belanja Transfer. Sementara itu, realisasi
Belanja Tidak Terduga belum mencatatkan realisasi
hingga triwulan Il tahun 2025 (Tabel 2.3).

Secara lebih rinci, realisasi pada pos Belanja Operasi
senilai Rp2,05 triliun atau 44,75% dari anggaran,
meningkat dibandingkan dengan periode yang sama
tahun 2024 yang senilai Rp2,02 triliun atau 43,13%
dari pagu. Realisasi pos Belanja Modal tercatat senilai
Rp132,43 miliar atau 17,43% dari anggaran, lebih rendah
dibandingkan triwulan Il 2024 yang tercatat sebesar
Rp151,17 milair atau 18,78% dari pagu. Belanja Transfer
mencatatkan realisasi Rp255,33 miliar atau 24,95% dari
pagu, turun dibandingkan periode yang sama tahun
2024 senilai Rp301,10 miliar atau 2313% dari anggaran.
Sementaraitu, pos Belanja Tidak Terduga tercatat belum

memiliki realisasi.

Turunnya kinerja Belanja Operasi dipengaruhi oleh
penurunan realisasi komponen Belanja Barang dan
Jasa serta Belanja Hibah. Realisasi komponen Belanja
Barang dan Jasa pada periode berjalan sebesar 35,84%
dari pagu atau senilai Rp593,09 miliar, lebih rendah
dibandingkan triwulan Il tahun 2024 yang tercatat senilai
Rp661,35 miliar. Komponen Belanja Hibah juga mengalami
penurunan dari Rp156,93 miliar pada triwulan Il tahun
2024 menjadi Rp54,03 miliar pada triwulan Il 2025.

Penurunan tersebut salah satunya dikarenakan dana
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Tabel 2.3. Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan 2025

Tw 11-2024 Tw 11-2025

Uraian Realisasi

(Miliar Rp) ‘ (Miliar Rp)

Belanja Daerah 6.819,52 2.478,99 36,35 6.392,04 2.433,90 38,08
Belanja Operasi 4.687,48 2.021,48 43,13 4.572,29 2.046,13 44,75
Belanja Pegawai 2.596,15 1.203,20 46,35 2.761,16 1.398,91 50,66
Belanja Barang dan Jasa 1.808,87 661,35 36,56 1.654,65 593,09 35,84
Belanja Bunga - - 0,00 - 0,11 0,00
Belanja Subsidi 6,50 - 0,00 2,93 - 0,00
Belanja Hibah 275,96 156,93 56,87 153,55 54,03 35,19
Belanja Bantuan Sosial - - 0,00 - - 0,00
Belanja Modal 805,02 151,17 18,78 759,63 132,43 17,43
Belanja Tidak Terduga 25,38 5,23 20,62 36,84 0,00 0,00
Belanja Transfer 1.301,64 301,10 23,13 1.023,28 255,33 24,95
Belanja Bagi Hasil 1.253,49 299,90 23,93 989,97 247,52 25,00
Belanja Bantuan Keuangan 48,15 1,20 2,49 33,31 7,81 23,45

Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah

% %
2024 M 2025 92,85 2024 M 2025
96,23
55,65 68,31
50,66
36,35 38,08 46,36
11,63 17,68 19,66
7,82 -
L T T T 1 L T T T 1
Twl Twll Tw Il Twiv Twl Twll Twlil Tw IV
Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah
Grafik 2.6 Realisasi Belanja Pemprov Sumbar per Triwulan 2024-2025 Grafik 2.7 Realisasi Belanja Pegawai Pemprov Sumbar per Triwulan
2024-2025
% %
M 2024 M 2025 92,63 W 2024 M 2025 8962
53,03
36,56 35,84 39,90
18,78 17,43
10,29
L T T T 1 T T 1
Twl Twll Twlil Tw IV Twl Twll Tw il Tw IV
Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah
Grafik 28 Realisasi Belanja Barang/Jasa Pemprov Sumbar Grafik 29 Realisasi Belanja Modal Pemprov Sumbar per Triwulan
per Triwulan 2024-2025 2024-2025
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hibah dalam rangka Pilkada sudah tidak lagi diberikan.
Di sisi lain, realisasi komponen Belanja Pegawai tercatat
senilai Rp1,40 triliun atau terealisasi sebesar 50,66%,
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yang tercatat senilai Rp1,20 triliun atau sebesar 46,35%
dari pagu anggaran. Kinerja Belanja Pegawai yang lebih
tinggi dipengaruhi oleh peningkatan besaran tunjangan
dan adanya kenaikan gaji sejalan dengan penyesuaian
yang telah ditetapkan di samping penambahan ASN
baru. Adapun komponen Belanja Subsidi dan Belanja
Bantuan Sosial belum mencatatkan adanya realisasi pada
triwulan laporan (Grafik 2.6 - Grafik 2.7).

Realisasi Belanja Modal pada triwulan Il 2025
tercatat senilai Rp132,43 miliar atau terealisasi 17,43%.
Perkembangan tersebut lebih rendah dibandingkan
dengan realisasi pada triwulan Il 2024 yang tercatat
senilai Rp151,17 miliar atau sebesar 18,78% (Grafik 2.8).
Turunnya realisasi Belanja Modal utamanya disebabkan
oleh penurunan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang terealisasi
masing-masing turun sebesar 49,32% dan 75,70% (yoy).
Di sisi lain, Belanja Modal Tanah mencatatkan realisasi
senilai Rp1,96 triliun atau 11,33% dari pagu, lebih baik
dibandingkan dengan triwulan Il tahun 2024 yang belum
mencatatkan realisasi.

Pada triwulan laporan, komponen Belanja Tidak Terduga
masih belum mencatatkan adanya realisasi. Hal ini sejalan
dengan pola historis pada periode yang sama tahun
2024 yang juga menunjukan kondisi serupa. Sementara
itu, Belanja Transfer mencatatkan realisasi senilai
Rp255,33 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan
periode yang sama tahun 2024. Kondisi ini dipengaruhi
oleh penurunan Belanja Bagi Hasil dari Rp299,90 miliar
pada triwulan Il tahun 2024 menjadi Rp247,52 miliar pada
periode laporan. Di sisi lain, Belanja Bantuan Keuangan

mengalami peningkatan menjadi Rp7,81 miliar.

Secara keseluruhan, kinerja belanja daerah Provinsi
Sumatera Barat triwulan I 2025 turun dipengaruhi oleh
penurunan realisasi Belanja Modal, Belanja Transfer, dan
Belanja Tidak Terduga yang lebih dalam dibandingkan
dengan peningkatan Belanja Operasi. Realisasi Belanja
Operasi yang memiliki pangsa terbesar yaitu mencapai
84,07%. Pada Belanja Operasi, realisasi didominasi
oleh Belanja Pegawai yang sebesar 57,48%, diikuti oleh
Belanja Barang dan Jasa sebesar 24,37%, dan Belanja
Hibah sebesar 2,22%. Selain Belanja Operasi, kinerja
Belanja Daerah pada triwulan 11 2025 lebih lanjut didorong
oleh Belanja Transfer dengan pangsa 10,49% (Grafik
2.9-Grafik 210).

%

M Pangsa 2024 M Pangsa 2025

(DN [N i [

Belanja Belanja Belanja Bunga Belanja Belanja Hibah Belanja
Pegawai Barang dan Subsidi Bantuan
Jasa Sosial

Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah

Grafik 210 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Provinsi Sumatera
Barat

%

M Pangsa 2024 M Pangsa 2025

Belanja Operasi

Belanja Modal Belanja Tidak

Terduga

Belanja Transfer

Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah

Grafik 211 Komposisi Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Barat

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

32 Agustus 2025




+Bab2 -
Keuangan Pemerintah

2.2. APBD 19 KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT

APBD gabungan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera
Barat pada triwulan Il 2025 mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2024. Anggaran pendapatan
tercatat turun senilai Rp259,83 miliar atau sebesar
1,22% (yoy). Sejalan dengan pendapatan, anggaran
belanja turun senilai Rp733,88 miliar atau sebesar
3,23% (yoy). Turunnya target pendapatan dipengaruhi
oleh penurunan target pos Pendapatan Transfer dan

pos Lain-lain Pendapatan yang Sah masing-masing
sebesar 3,74% (yoy) dan 58,16% (yoy). Disisi lain, target
Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan
sebesar 16,46% (yoy).

Target Pendapatan Asli Daerah meningkat seiring
dengan meningkatnya seluruh komponen PAD terutama
didorong oleh peningkatan signifikan pada komponen
Pajak Daerah pada 19 kabupaten/kota yang meningkat
hingga Rp435,30 miliar atau tumbuh 40,51% (yoy) dari
periode yang sama pada tahun 2024. Hal ini sejalan

Tabel 2.4. Perubahan APBD Pemerintah Daerah 19 Kabupaten/Kota 2024-2025

Anggaran Pendapatan ‘ Perubahan (2024-2025) Pangsa Pangsa
(VIEIET 2024 ‘ 2025 ‘ Nominal
(Miliar Rp) ‘ (Miliar Rp) ‘ (Miliar Rp) (%)
Pendapatan Daerah 21.261,68 21.001,84 -259,83 -1,22
Pendapatan Asli Daerah 2.767,47 3.223,01 455,54 16,46 13,02 15,35
Pajak Daerah 1.074,51 1.509,81 435,30 40,51 5,05 7,19
Retribusi Daerah 1.162,10 1.100,10 -62,01 -5,34 5,47 5,24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 236,96 264,03 27,06 11,42 1,11 1,26
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah 293,89 349,07 55,18 18,78 1,38 1,66
Pendapatan Transfer 18.449,09 17.759,95 -689,13 -3,74 86,77 84,56
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 17.317,92 16.985,35 -332,57 -1,92 81,45 80,88
Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.131,17 774,60 -356,57 -31,52 5,32 3,69
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 45,12 18,88 -26,24 -58,16 0,21 0,09
Hibah 18,47 0,10 -18,37 99,46 0,09 0,00
Dana Darurat - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Lain-Lain Yang Sah 26,65 18,78 -7,87 -29,54 0,13 0,09
Anggaran Belanja ‘ Perubahan (2024-2025) Pangsa ‘ Pangsa
2024 ‘ 2025 ‘ Nominal ‘
(Miliar Rp) ‘ (Miliar Rp) ‘ (Miliar Rp) ‘ (%) ‘ (%)
Belanja Daerah 22.747,45 22.013,56 -733,88 -3,23 100,00 100,00
Belanja Operasional 18.188,18 18.061,90 -126,29 -0,69 79,96 82,05
Belanja Pegawai 11.075,06 11.969,52 894,47 8,08 48,69 54,37
Belanja Barang dan Jasa 6.073,04 5.615,13 -457,91 -7,54 26,70 25,51
Belanja Bunga 3,06 7,91 4,84 158,17 0,01 0,04
Belanja Subsidi 57,01 83,08 26,07 45,74 0,25 0,38
Belanja Hibah 920,32 345,44 -574,87 -62,46 4,05 1,57
Belanja Bantuan Sosial 59,70 40,81 -18,89 -31,64 0,26 0,19
Belanja Modal 2.402,74 1.703,05 -699,69 -29,12 10,56 7,74
Belanja Tidak Terduga 101,19 185,87 84,69 83,69 0,44 0,84
Belanja Transfer 2.055,33 2.062,75 7,42 0,36 9,04 9,37
Belanja Bagi Hasil 52,92 68,81 15,89 30,02 0,23 0,31
Belanja Bantuan Keuangan 2.002,41 1.993,94 -8,47 -0,42 8,80 9,06
Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah
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dengan implementasi regulasi opsen pajak yang
berpotensi mendorong penerimaan pajak daerah. Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah turut meningkat
masing-masing senilai Rp27,06 miliar dan Rp55,18
miliar dibandingkan triwulan Il 2024. Di sisi lain, target
komponen penerimaan retribusi daerah turun Rp62,01
miliar atau 5,34% (yoy).

Target Pendapatan Transfer mencatatkan penurunan
senilai Rp689,13 miliar. Penurunan komponen ini
disebabkan oleh turunnya target Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat sebesar 1,92% (yoy) dan komponen
Pendapatan Transfer Antar Daerah yang turun hingga
31,52% (yoy). Sementara itu, komponen anggaran Lain-
lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan yang
signifikan sebesar 5816%, terutama disebebkan oleh
penurunan hibah di berbagai daerah yang mencapai
99,46%.

Dari sisi anggaran belanja 2025, terdapat penurunan
pada Belanja Operasi dan Belanja Modal kabupaten/
kota masing-masing sebesar 0,69% dan 29,12% (yoy).
Penurunan Belanja Operasi dipengaruhi oleh turunnya
belanja barang dan jasa sejalan dengan implementasi
efisiensi anggaran. Disisi lain, komponen belanja pegawai
mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan
ASN dan PPPK di tingkat pemerintah daerah. Penurunan

anggaran belanja yang lebih dalam tertahan oleh
peningkatan pos Belanja Tidak Terduga dan Belanja
Transfer masing-masing tumbuh 83,69% dan 0,36%
(yoy). Peningkatan Belanja Transfer didorong oleh
naiknya anggaran Belanja Bagi Hasil (Tabel 2.4).

2.2.1. Realisasi Pendapatan 19 Kabupaten/
Kota di Sumatera Barat Tahun 2025

Realisasi pendapatan kabupaten/kota gabungan
di Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 menurun
dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi
pendapatan konsolidasi 19 kabupaten/kota di Sumatera
Barat pada triwulan Il 2025 senilai Rp9,69 triliun atau
sebesar 46,14% dari target yang ditetapkan. Realisasi
tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan Il 2024
yang senilai Rp10,46 triliun (49,19% dari target) yang
disebabkan oleh penurunan realisasi pada komponen
Pendapatan Transfer. Meski demikian, penurunan
realisasi pendapatan yang lebih dalam tertahan oleh
realisasi PAD dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang

mengalami peningkatan.

Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh
Pendapatan Transfer dengan pangsa mencapai 84,65%
terhadap total realisasi pendapatan, nilai ini menurun
dibandingkan pangsa tahun sebelumnya yang sebesar

Tabel 2.5. Pendapatan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2024 dan 2025

Tw 11-2024

Pangsa Pangsa

| Tw 11-2025

Anggaran ‘ Realisasi ‘ Anggaran ‘ Realisasi Tw11-2024 | Tw 11-2025

(Miliar Rp) | (MiliarRp) |~ % | (MiliarRp) | (MiliarRp) | % (%) (%)
Pendapatan Daerah 21.261,68  10.457,83 49,19  21.001,84 9.690,21 46,14 100,00 100,00
Pendapatan Asli Daerah 2.767,47 1.110,94 40,14  3.223,01 1.468,29 45,56 10,62 15,15
Pajak Daerah 1.074,51 381,12 35,47 1.509,81 643,44 42,62 3,64 6,64
Retribusi Daerah 1.162,10 393,07 33,82 1.100,10 411,66 37,42 3,76 4,25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 236,96 239,68 101,15 264,03 229,66 86,98 2,29 2,37
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah 293,89 97,06 33,03 349,07 183,54 52,58 0,93 1,89
Pendapatan Transfer 18.449,09 9.329,84 50,57 17.759,95 8.202,47 46,19 89,21 84,65
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 17.317,92 9.088,05 52,48 16.985,35 7.992,91 47,06 86,90 82,48
Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.131,17 241,79 21,38 774,60 209,55 1,23 2,31 2,16
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 45,12 17,06 37,80 18,88 19,45 103,03 0,16 0,20
Hibah 18,47 9,28 50,23 0,10 1,14 1.137,25 0,09 0,01
Dana Darurat - - 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Lain-Lain Yang Sah 26,65 7,78 29,19 18,78 18,31 97,52 0,07 0,19

Sumber: BPKAD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, diolah

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

34 Agustus 2025



+Bab2 -
Keuangan Pemerintah

89,21%. Realisasi PAD menyumbang 1515% dari total
realisasi pendapatan daerah, lebih besar dibandingkan
tahun sebelumnya yang sebesar 10,62%. Adapun
kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,20%
dari pendapatan daerah secara keseluruhan (Tabel 2.5).

Penurunan realisasi Pendapatan Transfer disebabkan
oleh turunnya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat yang pada triwulan Il 2024 sebesar Rp9,33 triliun
menjadi Rp8,20 triliun pada triwulan Il 2025. Kondisi
ini sejalan dengan Instruksi Presiden untuk melakukan
efisiensi yang berdampak pada menurunnya aliran
dana dari pemerintah pusat. Sementara itu, komponen
Pendapatan Transfer Antar Daerah mencatatkan realisasi
senilai Rp209,55 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan
triwulan 1 2024 yang senilai Rp241,79 miliar.

B Tw 1I-2024 B Tw [1-2025

103,03

Realisasi Realisasi PAD Realisasi Realisasi Lain Lain
Pendapatan Kab/Kota Pendapatan Pendapatan yg
Kab/Kota Transfer Sah

Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah

Grafik 212 Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target 19 Kab/
Kota Sumbar 2024-2025

Realisasi PAD tercatat senilai Rp1.468,29 miliar atau
sebesar 45,56% dari target, lebih tinggi dibandingkan
realisasi triwulan Il 2024 yang senilai Rp1.110,94 miliar.
Kinerja tersebut dipengaruhioleh pendapatan komponen
realisasi Pajak Daerah yang mengalami peningkatan dari
Rp381,12 miliar pada triwulan Il 2024 menjadi Rp643,44
miliar. Selain itu, realisasi penerimaan Retribusi Daerah
turut tumbuh sebesar 4,73% (yoy) menjadi Rp643,44
miliar pada triwulan Il 2025. Realisasi Lain-Lain PAD
yang Sah juga meningkat menjadi Rp183,54 miliar atau
sebesar 52,58% dari target. Di sisi lain, realisasi Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sedikit
mengalami penurunan yaitu, dari Rp239,68 miliar pada
triwulan 112024 menjadi Rp229,66 miliar pada triwulan i
2025. Namun, realisasi tersebut telah mencapai 86,98%
dari target tahun 2025.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah senilai Rp19,45
miliar dan telah mencapai 103,03% dari target yang
ditetapkan, lebih tinggi dibandingkan triwulan Il tahun
2024 yang terealisasi senilai Rp17,06 miliar atau 37,80%
dari target. Peningkatan kinerja Lain-Lain Pendapatan
yang Sah sejalan dengan terakselerasinya realisasi
komponen Penerimaan Lain-Lain yang Sah senilai
Rp18,31 miliar di tengah penurunan realisasi Hibah senilai
Rp1,14 miliar pada triwulan 112025 (Tabel 2.5). Meski turun,
realisasi Hibah telah mencapai1137,25% dari target yang
ditetapkan.

60,00 ~

50,00
40,00 - ;
30,00
20,00 Y]

10,00

0,00

Kab. Agam Kab. Pasaman Kab.lima  Kab.Solok Kab.Padang Kab. Pesisir ~Kab.Tanah  Kab.Kep. Kab.

Puluh Kota Pariaman Selatan Datar
Sumber: BPKAD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, diolah

Grafik 213 Realisasi Pendapatan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
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Persentase realisasi pendapatan sebagian besar
kabupaten/kota di Sumatera Barat tercatat lebih
tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik
2.12). Di antara 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat,
15 (lima belas) daerah mencatatkan persentase
realisasi pendapatan yang lebih tinggi. Kota Bukittinggi
mencatatkan realisasi tertinggi yakni sebesar 52,58%
dari target. Kinerja tersebut didukung oleh akselerasi
realisasi Pajak Daerah (54,94% yoy), Retribusi Daerah
(24,59% yoy), dan Hasil PAD yang Dipisahkan (1,59%
yoy). Sementara realisasi pendapatan terendah tercatat
di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan realisasi
sebesar 37,73%. Hal ini disebabkan oleh tertahannya
realisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah, di tengah akselerasi realisasi PAD
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pendapatan 19 kabupaten/kota secara umum masih
didominasi oleh realisasi pendapatan Kota Padang
senilai Rp1.342,78 miliar yang berkontribusi sebesar
13,86% terhadap total pendapatan kabupaten/kota di

Sumatera Barat. Pendapatan Kota Padang ditopang
oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang
mencapai 65,33% dari total Pendapatan, sementara
sisanya disumbang oleh PAD. Sebesar 77,53% dari
realisasi PAD Kota Padang bersumber dari Pajak Daerah
yang senilai Rp331,11 miliar. Sementara itu, Kota Solok
memberi kontribusi terendah yaitu sebesar 2,67% dari
total pendapatan 19 kabupaten/kota. Sebesar 86,07%
pendapatan Kota Solok berasal dari Pendapatan
Transfer. Sementara realisasi PAD Kota Solok ditopang
oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan senilai
Rp21,03 miliar (58,29% dari total PAD) yang merupakan
hasil penyertaan modal daerah.

Kemandirian fiskal 19 Kabupaten/Kota di Sumatera
Barat tahun 2025 tercatat masih rendah, tercermin
darirasio Pendapatan Daerah yang masih didominasi
oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
Secara rata-rata, pangsa realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat di 19 kabupaten/kota sebesar 83,76%
dari total pendapatan daerah. Rasio transfer pemerintah

Tabel 2.6. Rincian Pendapatan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Hingga Triwulan 11 2025

Pendapatan Tw 11-2025

Pangsa Realisasi

Tw 11-2025

Miliar (Rp) %

Uraian Anggaran Realisasi

Miliar (Rp)

1 Kota Padang 2.798,26 1.342,78 47,99 13,86
2 Kab. Pesisir Selatan 1.660,53 694,45 41,82 7,17
3 Kab. Agam 1.536,19 804,69 52,38 8,30
4 Kab. Padang Pariaman 1.454,69 550,96 37,87 5,69
5 Kab. Lima Puluh Kota 1.286,75 611,64 47,53 6,31
6 Kab. Tanah Datar 1.273,35 615,52 48,34 6,35
7 Kab. Solok 1.268,90 508,36 40,06 5,25
8 Kab. Pasaman Barat 1.257,42 610,57 48,56 6,30
9 Kab. Pasaman 1.076,44 461,27 42,85 4,76
10 Kab. Sijunjung 994,24 519,45 52,25 5,36
11 Kab. Dharmasraya 963,02 486,57 50,53 5,02
12 Kab. Solok Selatan 819,71 327,91 40,00 3,38
13 Kab. Kep. Mentawai 767,68 289,61 37,73 2,99
14 Kota Payakumbuh 747,50 370,43 49,56 3,82
15 Kota Bukittinggi 727,15 382,33 52,58 3,95
16 Kota Pariaman 628,13 273,35 43,52 2,82
17 Kota Solok 589,15 258,98 43,96 2,67
18  Kota Sawahlunto 580,02 297,98 51,37 3,08
19 Kota Padang Panjang 572,72 283,37 49,48 2,92

TOTAL 21.001,84 9.690,21 878,37 100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, diolah
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Grafik 214 Komposisi Realisasi Pendapatan 19 Kab/Kota di Sumatera Barat Triwulan Il Tahun 2025

pusat terendah adalah Kota Padang dengan pangsa
sebesar 65,33%. Selainitu, daerah dengan rasio dibawah
80% adalah Kabupaten Solok Selatan yang sebesar
7738%, Kota Payakumbuh sebesar 77,45%, dan Kota
Bukittinggi sebesar 76,69%. Sementara rata-rata pangsa
realisasi PAD kabupaten/kota di Sumatera Barat sebesar
14,00% yang didukung oleh Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Rasio PAD tertinggi tercatat di Kota Padang yang
sebesar 31,80% (Grafik 2.13).

2.2.2. Realisasi Belanja 19 Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat Tahun 2025

Pada triwulan Il 2025, kinerja realisasi belanja 19
kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami
peningkatan dibandingkan periode yang sama
tahun 2024. Realisasi belanja tercatat senilai Rp7,92
triliun atau sebesar 35,98% dari pagu anggaran. Kinerja
belanja daerah terutama didukung oleh realisasi yang
meningkat pada Belanja Operasi dan Belanja Transfer.
Peningkatan Belanja Operasi didorong oleh peningkatan
realisasi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
dan Belanja Bunga. Sementara itu, Belanja Subsidi,

Belanja Hibah, serta Belanja Bantuan Sosial (Bansos)

mencatatkan realisasi yang lebih rendah dibandingkan

tahun sebelumnya (Tabel 2.7).

Belanja Operasi menjadi kompenen utama belanja
daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat
dengan pangsa mencapai 87,35%. Berdasarkan nilai
realisasinya, Belanja Operasi triwulan Il 2025 tercatat
senilai Rp6,92 triliun atau sebesar 38,31%. Kinerja Belanja
Operasi terutama didukung oleh realisasi Belanja Pegawai
yang senilai Rp5,14 triliun, meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya yang senilai Rp4,70 triliun. Realisasi
Belanja Barang dan Jasa juga meningkat dari Rp1,63
triliun pada triwulan Il 2024 menjadi senilai Rp1,65 triliun
pada triwulan Il 2025. Demikian pula pada komponen
realisasi Belanja Bunga yang mencatatkan realisasi
lebih tinggi dibandingkan triwulan Il 2024, yakni senilai
Rp22,58 miliar seiring dengan realisasi pembayaran
bunga utang pinjaman terhadap pemerintah pusat dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Sementaraitu,
Belanja Hibah dan Belanja Subsidi yang masing-masing
memiliki pangsa sebesar 1,27% dan 0,01% terhadap total
realisasi belanja, mencatatkan realisasi yang lebih rendah
dibandingkan dengan triwulan Il 2024, yakni sebesar
Rp101,00 dan Rp1,08 miliar.
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Tabel 2.7. Belanja 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024-2025

Tw 11-2024

Uraian

‘ (Miliar Rp) ‘ (Miliar Rp)

Belanja Daerah 22.747,45 7.617,35
Belanja Operasi 18.188,18 6.681,32
Belanja Pegawai 11.075,06 4.696,76
Belanja Barang dan Jasa 6.073,04 1.628,66
Belanja Bunga 3,06 4,10
Belanja Subsidi 57,01 20,48
Belanja Hibah 920,32 322,55
Belanja Bantuan Sosial 59,70 8,79
Belanja Modal 2.402,74 197,09
Belanja Tidak Terduga 101,19 17,36
Belanja Transfer 2.055,33 721,58
Belanja Bagi Hasil 52,92 2,04
Belanja Bantuan Keuangan 2.002,41 719,55

Sumber: BPKAD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, diolah

Selanjutnya, Belanja Transfer yang memiliki pangsa
sebesar 10,69% mencatatkan realisasi senilai Rp847,01
miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnyayang
senilai Rp721,58 miliar. Kinerja Belanja Transfer tersebut
masih didominasi oleh komponen Belanja Bantuan
Keuangan. Peningkatan realisasi juga tercatat pada pos
Belanja Modal yang memiliki pangsa 1,83% dari total
realisasi. Pada periode laporan, realisasi Belanja Modal
mencapai Rp145,16 miliar (8,52% dari pagu), lebih rendah
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024
yang senilai Rp197,09 miliar. Di sisi lain, Belanja Tidak
Terduga yang memiliki pangsa 0,13% mencatatkan
realisasi senilai Rp10,24 miliar (5,51% dari pagu), lebih
rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya baik
dari segi nilai maupun persentase (Grafik 2.14).

Total realisasi belanja daerah 19 kabupaten/kota
di Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 tercatat
sebesar 35,93% dari pagu. Secara Spasial, sebagian
besar kabupaten/kota masih mencatatkan serapanyang
lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik
215). Realisasi belanja tertinggi dicatatkan oleh Kota
Sawahlunto dengan capaian realisasi sebesar 43,89%
dari pagu. Sebagian besar belanja Kota Sawahlunto
digunakan untuk Belanja Operasi senilai Rp226,81 miliar.
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Tw 11-2025 Pangsa ‘ Pangsa

Realisasi Twil-2024 | Twil-2025

% ‘ (Miliar Rp) ‘ (Miliar Rp) (VA] (%)

33,49 22.013,56 7.921,56 35,98 100,00 100,00
36,73 18.061,90 6.919,15 38,31 87,71 87,35
42,41 11.969,52 5.136,95 42,92 61,66 64,85
26,82 5.615,13 1.653,95 29,46 21,38 20,88
133,74 7,91 22,58 285,59 0,05 0,29
35,92 83,08 1,08 1,30 0,27 0,01
35,05 345,44 101,00 29,24 4,23 1,27
14,72 40,81 3,59 8,80 0,12 0,05
8,20 1.703,05 145,16 8,52 2,59 1,83
17,15 185,87 10,24 5,51 0,23 0,13
35,11 2.062,75 847,01 41,06 9,47 10,69
3,85 68,81 8,32 12,09 0,03 0,11
35,93 1.993,94 838,69 42,06 9,45 10,59

Di sisi lain, capaian realisasi belanja terendah tercatat
di Kabupaten Solok Selatan dengan capaian realisasi
belanja daerah sebesar 29,00% yang didominasi oleh

Belanja Operasi dengan nilai Rp232,66 miliar.

Berdasarkan nilai pangsa belanja daerah, Kota Padang
merupakan wilayah dengan pangsa realisasi belanja
tertinggi sebesar 13,62% dari total belanja 19 kabupaten/
kota. Adapun pangsa realisasi belanja terendah
dicatatkan Kota Padang Panjang dengan pangsa sebesar
2,38% — (Tabel 2.8).

B Twll-2024 = Tw [I-2025

41,06

38,31

Realisasi Belanja  Realisasi Belanja  Realisasi Belanja  Realisasi Belanja  Realisasi Belanja
Kab/Kota Operasi Modal Tidak Terduga Transfer

Sumber: BPKAD Prov. Sumatera Barat, diolah

Grafik 215 Realisasi Belanja 19 Kab/Kota Sumbar Tahun 2024-2025
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Grafik 216 Realisasi Belanja 19 Kab/Kota di Sumatera Barat 2024-2025

Apabila dilihat dari komposisinya, komponen yaitu, Kota Bukittinggi (99,28%), Kota Padang Panjang
utama Belanja Daerah di 19 Kabupaten/Kota di (98,44%), dan Kota Solok (98,34%). Adapun pada

Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Operasi Belanja Modal, Kota Padang memiliki nilai pangsa
yang memberikan sumbangan rata-rata sebesar tertinggi (4,76%), diikuti oleh Kabupaten Pasaman
88,05% terhadap total belanja daerah. Beberapa (4,26%), dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (3,85%).
wilayah dengan nilai pangsa Belanja Operasi tertinggi Selanjutnya, pangsa realisasi tertinggi pada komponen

Tabel 2.8. Rincian Belanja 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Triwulan Il 2025

Belanja Tw-Il 2025 Pangsa Realisasi
Uraian* Anggaran Realisasi Tw 11-2025
Miliar (Rp) Miliar (Rp) %

1 Kota Padang 2.819,35 1.079,19 38,28 13,62
2 Kab. Pesisir Selatan 1.780,15 642,28 36,08 8,11
3 Kab. Agam 1.593,17 616,57 38,70 7,78
4 Kab. Padang Pariaman 1.554,28 507,26 32,64 6,40
5 Kab. Tanah Datar 1.371,38 473,56 34,53 5,98
6 Kab. Solok 1.313,90 381,33 29,02 4,81
7 Kab. Lima Puluh Kota 1.308,43 455,39 34,80 5,75
8 Kab. Pasaman Barat 1.301,36 517,50 39,77 6,53
9 Kab. Pasaman 1.155,37 433,89 37,55 5,48
10 Kab. Sijunjung 1.054,40 407,11 38,61 5,14
11 Kab. Dharmasraya 1.016,80 400,76 39,41 5,06
12 Kab. Solok Selatan 884,19 256,40 29,00 3,24
13 Kab. Kep. Mentawai 850,13 249,18 29,31 3,15
14 Kota Payakumbuh 817,60 302,31 36,98 3,82
15  Kota Bukittinggi 734,39 277,73 37,82 3,51
16  Kota Solok 633,30 189,39 29,91 2,39
17 Kota Pariaman 626,45 255,30 40,75 3,22
18 Kota Sawahlunto 601,31 263,90 43,89 3,33
19 Kota Padang Panjang 597,60 212,49 35,56 2,68

TOTAL 22.013,56 7.921,56 35,98 100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, diolah
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Grafik 217 Komposisi Realisasi Belanja 19 Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025

Belanja Transfer adalah Kabupaten Pesisir Selatan
(20,08%), Kabupaten Lima puluh Kota (19,27%), dan
Kabupaten Agam (17,29%). Adapun pangsa realisasi
komponen Belanja Tak Terduga masih sangat terbatas
dengan rata-rata menyumbang O,11% dari total belanja.
Pada komponen Belanja Tidak Terduga, tercatat baru
9 (sembilan) daerah yang mencatatkan realisasi, di
mana daerah dengan pangsa realisasi tertinggi yaitu,
Kabupaten Padang Pariaman (1,01%) (Grafik 216).

2.3. ALOKASI APBN PROVINSI
SUMATERA BARAT

Belanja APBN Provinsi Sumatera Barat pada
triwulan Il 2025 mencatatkan penyerapan yang
lebih rendah dibandingkan dengan triwulan 11 2024.
Realisasi belanja APBN pada triwulan laporan tercatat
senilai Rp7,06 triliun atau sebesar 40,91%, lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya yang realisasinya
tercatat senilai Rp8,22 triliun atau sebesar 44,82% -
(Tabel 2.9).

Penyerapan Belanja APBN menurut jenis dengan
persentase realisasi tertinggi pada triwulan Il 2025
dicatatkan oleh komponen Belanja Pegawai dengan
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capaian 55,77% dari anggaran atau senilai Rp2,90
triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan [12024.
Peningkatan ini seiring dengan adanya penyesuaian
gaji dan tunjangan ASN sebagaimana peraturan yang
berlaku. Selain itu, belanja Bantuan Sosial, Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan Dana Desa juga mengalami sedikit
peningkatan masing-masing tercatat realisasi senilai
Rp22,46 miliar, Rp2.027]10 miliar, dan Rp593,38 miliar
pada triwulan Il tahun 2025. Di sisi lain, Belanja Barang
dan Belanja Modal mengalami penurunan realisasi sejalan
dengan penurunan anggaran ditengah Inpres mengenai
efisiensi.

Berdasarkan pangsa, alokasi belanja didominasi oleh
komponen Belanja Pegawai sebesar 41,05%, seiring
dengan peningkatan gaji dan jumlah ASN pasca
pengangkatan ASN angkatan 2024. DAK menempati
posisi kedua dengan pangsa sebesar 28,73% dan
menekan pangsa Belanja Barang menjadisebesar 19,29%
dari total belanja APBN di Sumatera Barat. Sementara
itu, Belanja Modal hanya memiliki pangsa 2,20% dari total
belanja APBN.
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Tabel 2.9. Rincian Belanja Kementrian/Lembaga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2025

Tw 11-2024 Tw 11-2025 ‘ Pangsa ‘ Pangsa Realisasi Growth
Uraian | Twil-2024 | Tw1l-2025 | Tw 11-2025

Berdasarkan Jenis Belanja 18.344,85 8.222,12 44,82 17.251,04 7.056,61 40,91 100,00 100,00 -14,18
Pegawai 4.959,46 2.845,93 57,38 5.194,08 2.896,84 55,77 34,61 41,05 1,79
Barang 5.391,59 2.290,23 42,48 4.112,52 1.361,45 33,11 27,85 19,29 -40,55
Modal 1.955,07 457,12 23,38 1.632,43 155,38 9,52 5,56 2,20 -66,01
Bantuan Sosial 35,12 19,27 54,87 47,12 22,46 47,67 0,23 0,32 16,55
DAK 4.982,50 2.024,86 40,64 5.210,49 2.027,10 38,90 24,63 28,73 0,11
Dana Desa 1.021,11 584,71 57,26 1.054,40 593,38 56,28 7,11 8,41 1,48

Sumber: DJPb Sumatera Barat, diolah

Tw 1-2025

M Pegawai ﬂ

M Barang 19,30
™ Modal

1166 Tw 1-2024

M Bantuan Sosial
DAK

M Dana Desa

4

)

Sumber: DJPb Sumatera Barat, diolah

Grafik 218 Komposisi Belanja Kementrian/Lembaga berdasarkan
Jenis Belanja 2024-2025
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Inflasi Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 sebesar 0,45% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan triwulan | 2025 yang sebesar 0,30% (yoy). Akselerasi laju inflasi
tersebut dipengaruhi oleh laju peningkatan harga emas perhiasan yang lebih tinggi
sejalan dengan harga emas global. Selain itu, berlanjutnya transmisi penyesuaian
harga yang diatur pemerintah, khususnya rokok, mendorong laju inflasi. Di sisi lain,
perkembangan harga komoditas pangan yang lebih stabil dibandingkan tahun 2024
mendukung realisasi inflasi triwulan Il 2025 terjaga rendah. Lebih lanjut, inflasi yang
terjaga rendah juga diperkuat oleh sinergi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan TPID
Kabupaten/Kota.

Inflasi Sumatera Barat triwulan Ill 2025 diprakirakan tetap terkendali dan berada
dalam sasaran inflasi 2,5%1. Laju inflasi yang terjaga ditopang oleh stabilnya harga
komoditas pangan strategis sejalan dengan prakiraan panen raya bawang merah
di sejumlah sentra nasional dan lokal. Tarif transportasi diperkirakan terjaga rendah
pada momentum low season. Sumber inflasi diperkirakan berasal dari peningkatan
penyesuaian harga jual eceran rokok dan berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan
sejalan dengan tren penguatan harga emas acuan global.

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat
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3.1. PERKEMBANGAN INFLASI
TRIWULAN 112025

Inflasi Sumatera Barat pada triwulan 11 2025 terjaga
rendah sebesar 0,45% (yoy), namun lebih tinggi
dibandingkan triwulan | 2025 yang sebesar 0,30%
(yoy). Laju inflasi Sumatera Barat pada triwulan Il 2025
didorong oleh peningkatan harga komoditas non
makanan, khususnya emas perhiasan, mobil, Sigaret
Kretek Mesin (SKM), santan segar, kontrak rumah,
akademi/perguruan tinggi, Sigaret Putih Mesin (SPM),
dan sewa rumah. Akselerasi laju inflasi tersebut terjadi
di tengah meningkatnya permintaan masyarakat pada
momentum HBKN Idul Fitri dan Iduladha. Di sisi lain,
pasokan komoditas pangan tetap mencukupikebutuhan
masyarakat sehingga inflasi tetap terkendali.

Di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi,
sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat, sehingga
Sumatera Barat mencatatkan perkembangan
harga bulanan yang terkendali sepanjang
triwulan Il 2025 yaitu, 1,77% (mtm) pada April,
-0,98% (mtm) pada Mei, serta -0,26% (mtm) pada
Juni 2025. Lonjakan inflasi bulanan pada bulan April
didorong oleh normalisasi tarif listrik pasca diskon yang
diberikan pada Januari dan Februari 2025. Selain itu,
inflasi juga didorong oleh peningkatan tarif transportasi,

khususnya angkutan udara dan mobil sejalan dengan
tingginya permintaan pada HBKN Idul Fltri. Sementara
itu, deflasi pada bulan Mei dipengaruhi oleh normalisasi
tarif angkutan dan turunnya harga cabai merah. Deflasi
berlanjut hingga bulan Juni sejalan dengan tingginya
pasokan komoditas pangan dan penyesuaian harga
bensin. Dengan perkembangan tersebut, inflasi kumulatif
Sumatera Barat hingga triwulan I1 2025 tercatat sebesar
1,41% (ytd), masih berada di bawah sasaran inflasi nasional
sebesar 2,5+1% - (Grafik 3.2).

Jika dilihat berdasarkan komoditas penyumbang
utama, inflasi Sumatera Barat pada triwulan |11 2025
didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan,
mobil, dan SKM (Tabel 3.1). Emas perhiasan mencatat
inflasi tahunan sebesar 43,84% (yoy) sejalan dengan
kenaikan harga emas global. Kenaikan harga emas
ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi global seperti
peningkatan tarif perdagangan, risiko pelemahan dolar
AS, dan peningkatan permintaan emas global. Disisi lain,
naiknya harga aneka jenis rokok merupakan dampak dari
penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE), dengan rata-
rata peningkatan harga jenis SKM sebesar 6,34% (yoy).
Sementara itu, peningkatan harga sewa dan kontrak
rumah dipengaruhi oleh penyesuaian harga tahunan.
Adapun kenaikan harga mobil terutama didorong oleh
peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejalan

dengan implementasi opsen.
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Grafik 31  Perkembangan Inflasi Tahunan (% yoy) Sumatera Barat
dan Nasional
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Grafik 32 Perkembangan Inflasi Tahun Kalender (% ytd) Sumatera
Barat
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Tabel 3.1. Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Sumatera Barat Triwulan Il 2025 (% yoy)

EMAS PERHIASAN
MOBIL
SIGARET KRETEK MESIN (SKM)
SANTAN SEGAR
KONTRAK RUMAH
MINYAK GORENG
AKADEMI/PERGURUAN TINGGI
SIGARET PUTIH MESIN (SPM)
KELAPA
SEWA RUMAH

Sumber: BPS, diolah

Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan
harga sejumlah komoditas pangan terutama aneka
cabai, bawang merah, dan beras. Turunnya harga
cabai merah didukung oleh pasokan yang tetap kuat
yang berasal dari produksi lokal daerah sentra Sumatera
Barat serta masuknya pasokan tambahan dari Sumatera
Utara dan Jawa. Penurunan harga bawang merah juga
didukung oleh pasokan yang stabil dari sentra lokal
Sumatera Barat, terutama Kabupaten Solok, sejalan
dengan impementasi jadwal tanam. Sementara ity,
turunnya harga beras dipengaruhi oleh ketersediaan
hasil panen yang mencukupi. Diluar komoditas pangan,
bensin mengalami penurunan harga sebesar 0,78% (yoy)

seiring dengan pelemahan harga minyak dunia.

3.2. INFLASIBERDASARKAN
KELOMPOK BARANG DAN JASA

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya
mencatatkan inflasi sebesar 10,87% (yoy) dengan
andil 0,51% (yoy), meningkat dibandingkan dengan
triwulan |1 2025 sebesar 10,00% (yoy) dengan andil
0,46% (yoy). Inflasi kelompok perawatan pribadi dan
jasa lainnya didorong oleh peningkatan harga komoditas
emas perhiasan dengan andil 0,42% (yoy). Kenaikan
harga emas perhiasan yang terjadi pada tahun berjalan
sejalan dengan tren penguatan harga acuan emas dunia

CABAI MERAH
BAWANG MERAH
CABAI RAWIT
BERAS
KENTANG
CABAI HIJAU
TELUR AYAM RAS
BENSIN
DAGING AYAM RAS
TERONG

akibat gejolak kondisi makroekonomi dan geopolitik
global. Selain itu, fluktuasi harga komoditas global lainnya
berdampak pada naiknya harga bahan baku impor
(imported inflation) sehingga mendorong kenaikan harga
berbagai kebutuhan pokok seperti pasta gigi, sabun
mandi, dan shampo yang menyumbang inflasi dengan
andil masing-masing sebesar 0,01% (yoy).

Kelompok kedua penyumbanginflasi tertinggiyaitu,
kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar
rumah tangga dengan andil 0,27%. Inflasi kelompok
tersebut sebesar 1,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya yang deflasi 194% (yoy).
Komoditas yang dominan menyumbang inflasi adalah
kontrak rumah dengan andil O,11%, sewa rumah 0,06%,
tarif air minum PAM 0,06%, dan iuran pembuangan
sampah 0,04%. Peningkatan tarif air minum PAM berlaku
di Kota Padang pada tahun 2025 dengan rata-rata senilai
Rp754 dan akan disesuaikan kembali secara bertahap
hingga tahun 2030.

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/
restoran menjadi penyumbang inflasi selanjutnya
dengan realisasi inflasi sebesar 2,31% (yoy) dan
andil 0,25% (yoy). Inflasi kelompok ini bersumber dari
kenaikan harga ketupat/lontong sayur, ayam goreng,
kue kering berminyak, sate, dan bakso siap santap
yang didorong oleh tingginya permintaan msyarakat,
khususnya saat periode HBKN Iduladha.
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Grafik 34 Distribusi Andil Inflasi per Kelompok Pengeluaran (% yoy)

Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi
pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau
serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa
keuangan. Kelompok makanan, minuman dan tembakau
mencatatkan deflasi sebesar 3,03% (yoy) dengan andil
-103%, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya
yang deflasi 110% (yoy) - (Grafik 3.3 dan Grafik 3.4).
Deflasi kelompok ini disumbang oleh komoditas cabai
merah, bawang merah, dan cabai rawit dengan andil
masing-masing sebesar 116%; 0,34% (yoy); dan 0,10%
(yoy). Penurunan harga komoditas tersebut disebabkan
oleh normalisasi dan peningkatan pasokan yang
berasal dari panen lokal pasca terjadinya bencana pada
tahun 2024 lalu. Sementara itu, kelompok informasi,
komunikasi, dan jasa keuangan tercatat deflasi 0,18%
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(yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan 11 2025
yang deflasi 0,19% (yoy). Telepon seluler merupakan
komoditas dominan yang mempengaruhi laju deflasi
tersebut. Penurunan harga tersebut sejalan dengan
siklus bisnis industri yang menurunkan harga produk

keluaran lama.

3.3. INFLASISPASIAL

Kota Padang dan Kota Bukittinggi tercatat
inflasi, sementara Kabupaten Pasaman Barat dan
Kabupaten Dharmasraya deflasi pada triwulan Il
2025. Berdasarkan perkembangan inflasi spasial triwulan
Il 2025, Kota Padang mencatatkan laju inflasi tahunan
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tertinggi sebesar 0,79% (yoy), diikuti Kota Bukittinggi
sebesar 0,60% (yoy), Kota Pasaman Barat deflasi 0,34%
(yoy), serta Kabupaten Dharmasraya deflasi 0,37% (yoy).

Inflasi Kota Padang mengalami peningkatan dari
0,40% (yoy) pada triwulan | 2025 menjadi 0,79%
(yoy) pada triwulan Il 2025. Inflasi Kota Padang
didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa
lainnya yang tercatat inflasi 10,77% (yoy) dan andil 0,53%
(yoy), disumbang terutama oleh kenaikan harga emas
perhiasan serta komoditas kebutuhan harian seperti
pasta gigi dan shampo akibat kenaikan harga bahan baku.
Kelompok dengan sumbangan besar berikutnya yaitu,
kelompok perumahan, air, listrik, dan gas dengan realisasi
inflasi sebesar 1,97% (yoy) dan andil 0,38% yang didorong
oleh peningkatan harga kontrak rumah, tarif air minum
PAM, sewa rumah, dan iuran pembuangan sampah.
Selanjutnya, kelompok ketiga penyumbang inflasi
terbesar Kota Padang adalah kelompok transportasi
denganinflasisebesar 2,38% (yoy) dan andil 0,28% (yoy).
Laju inflasi kelompok ini disumbang oleh komoditas
mobil, sepeda motor, dan angkutan udara sejalan dengan
peningkatan permintaan pada periode HBKN Idul Adha.
Laju inflasi lebih tinggi tertahan oleh deflasi kelompok
makanan, minuman, dan tembakau sebesar -3,12% (yoy)
sejalan dengan turunnya harga cabai merah, bawang
merah, dan beras.

Kota Bukittinggi mencatatkan inflasi yang lebih
tinggi dibandingkan triwulan | 2025 yang sebesar
0,50% (yoy). Inflasi pada triwulan Il 2025 terutama
bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa
lainnya dengan inflasi sebesar 11,90% (yoy) dan andil
0,55% yang didorong oleh komoditas emas perhiasan,
tarif gunting rambut pria, dan pasta gigi. Selain itu, juga
didorong oleh inflasi kelompok penyediaan makanan
dan minuman/restoran sebesar 2,96% (yoy) dan andil
0,38% yang didominasi oleh kenaikan harga kue kering
berminyak, ketupat/lontong sayur, dan ayam goreng.
Selanjutnya, kelompok penyumbang terbesar ketiga
yaitu, kelompok kesehatan dengan inflasi sebesar 3,57
% (yoy) dan andil 0,12%. Inflasi pada kelompok tersebut
bersumber dari kenaikan tarif rumah sakit, tarif bidan, tarif

dokter spesialis, dan obat dengan resep. Peningkatan
tersebut merupakan transmisi lanjutan atas penyesuaian
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54 Tahun
2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif
Indonesian-Case Based Group. Rumah Sakit di Sumatera
Barat yang termasuk salah satunya adalah Rumah Sakit
Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi yang termasuk dalam
zona Il. Laju inflasi lebih tinggi tertahan oleh deflasi
kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar
-191% (yoy) sejalan dengan harga yang lebih rendah
pada komoditas cabai merah, beras, dan bawang merah.

Kabupaten Pasaman Barat pada triwulan Il 2025
mencatatkan deflasi sebesar 0,34% (yoy), lebih
rendah dibandingkan dengan triwulan | 2025 yang
inflasi 0,21% (yoy) - (Grafik 3.5). Deflasi Kabupaten
Pasaman Barat bersumber dari deflasi kelompok
makanan, minuman, dan tembakau sebesar -3,60% (yoy)
dan andil -1,59%. Perkembangan tersebut dipengaruhi
oleh turunnya harga komoditas cabai merah, bawang
merah, dan cabai rawit sejalan dengan distribusi pasokan
yanglebih baik dibandingkan tahun 2024. Selain itu,
kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan
juga tercatat deflasi 0,81% (yoy) yang dipengaruhi oleh
penurunan harga telepon seluler. Deflasi yang lebih
dalam tertahan oleh inflasi kelompok perawatan pribadi
dan jasa lainnya sebesar 11,07% (yoy) dengan andil
0,48%, disumbang terutama oleh peningkatan harga

emas perhiasan.

Padatriwulanll2025, deflasiKabupaten Dharmasraya
lebih rendah dibandingkan dengan triwulan | 2025
yang sebesar -0,39% (yoy). Realisasi deflasi tersebut
didominasi oleh deflasi kelompok makanan, minuman,
dan tembakau sebesar -2,25% (yoy) dengan andil
-0,99% sejalan dengan penurunan harga komoditas
cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
Turunnya harga komoditas tersebut dipengaruhi oleh
peningkatan pasokan dari daerah sentra. Penahan
deflasi yang lebih dalam bersumber dariinflasi kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,44%

(yoy) dengan andil 0,41% (yoy) dan inflasi kelompok
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Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Spasial Sumatera Barat (% yoy)

transportasi sebesar 1,04% (yoy) dengan andil 0,09%.
Komoditas emas perhiasan menjadi pendorong inflasi
kelompok perawatan pribadi danjasa lainnya sedangkan
komoditas mobil, sepeda motor, dan tarif kendaraan
travel mendorong inflasi kelompok transportasi sejalan
dengan peningkatan permintaan.

3.4. TRACKING INFLASI TRIWULAN I
2025

Berdasarkan realisasi inflasi pada Juli 2025, inflasi
tahunan Sumatera Barat tercatat sebesar 2,19%
(yoy), meningkat dibandingkan Juni 2025 yang
sebesar 0,45% (yoy) - (Grafik 3.6). Kenaikan ini
terutama disumbang oleh komoditas emas perhiasan
dengan andil 0,40%, mobil 0,20%, SKM 0,18%, santan
segar 0,12%, dan kontrak rumah 0,12%. Kenaikan harga
emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya tren
peningkatan harga emas acuan global. Peningkatan
harga mobil didorong oleh penyesuaian atas opsen Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB). Adapun kenaikan harga
SKM sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 mengenai
penyesuaian harga jual eceran rokok. Harga santan
segar mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh
tingginya harga permintaan ekspor kelapa sehingga
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turut mempengaruhi harga jual lokal. Sementara
itu, peningkatan harga kontrak rumah merupakan
penyesuaian tahunan.

Secara spasial, inflasi pada Juli 2025 terjadi di
seluruh daerah sampel IHK Sumatera Barat (Tabel
3.2). Kabupaten Pasaman Barat inflasi sebesar 2,57%
(yoy), merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan
daerah sampel Sumatera Barat lainnya. Inflasi Kota
Padang sebesar 2,14% (yoy), Kabupaten Dharmasraya
sebesar 2,09% (yoy), sementara Kota Bukittinggi sebesar
1,.85% (yoy). Secara umum, peningkatan inflasi tahunan
di kabupaten/kota sampel didorong oleh peningkatan
harga komoditas non makanan, khususnya emas
perhiasan dan SKM. Sementara komoditas makanan
yang dominan mendorong inflasi di seluruh kabupaten/
kota sampel adalah santan segar. Laju inflasi Kabupaten
Pasaman Barat didominasi oleh peningkatan harga
SKM, emas perhiasan, ikan kembung, kelapa, dan santan
segar. Inflasi Kota Padang didorong oleh peningkatan
harga emas perhiasan, mobil, kontrak rumah, akademi/
perguruan tinggi, dan santan segar. Inflasi Kabupaten
Dharmasraya didorong oleh peningkatan harga bawang
merah, emas perhiasan, beras, minyak goreng, dan
santan segar. Sementara ity, laju inflasi Kota Bukittinggi
didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan, mobil,
SKM, jengkol, dan jeruk.

Inflasi Sumatera Barat pada triwulan Ill 2025
diprakirakan tetap rendah dan stabil. Secara bulanan,
harga komoditas pangan diprakirakan tetap terjaga
didukung oleh panen bawang merah di sejumlah sentra
nasional dan lokal Sumatera Barat. Selain itu, beberapa
komoditas yang diatur pemerintah diprakirakan tetap
stabil. Meskipun demikian, risiko inflasi pada triwulan |l
2025 harus tetap diwaspadai. Masih terdapat potensi
peningkatan beberapa komoditas pangan seperti,
telur dan daging ayam ras seiring peningkatan harga
pakan. Lebih lanjut, peningkatan harga emas perhiasan
diprakirakan berlanjut sejalan dengan tren kenaikan harga
emas acuan global.
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%mtm

SN

o /A

Jan | Feb | Mar | Apr [ May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
B Rata-rata | 0,26 | 0,17| 0,53 0,42 0,30| 0,17 0,14|-0,30| 0,30 0,09 | 0,31| 0,50

2025 0,03(-0,16| 1,03| 1,77 -0,98|-0,26
— 2024 -0,32|1,17| 0,64|-0,30( 0,51 0,14|-1,07|-0,16|-0,44| 0,11 | 0,27 | 0,35
- 2023 0,44 0,13|-0,09|-0,03 | 0,38|-0,03| 0,48| 0,05| 0,13| 0,10 0,57| 0,28
— 2022 1,02|0,07(0,77| 0,66 | 1,40| 1,18| 1,22 {-0,95 | 1,39|-0,22 |-0,27 | 0,94

2021 0,12{-0,38| 0,31-0,01| 0,19|-0,17|-0,09|-0,13 | 0,10| 0,36 | 0,65 | 0,42

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.6 Historis Inflasi Tahunan Sumatera Barat
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Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
W Rata-rata | 3,13| 3,34| 3,40| 3,32 3,31 3,10 2,79 2,77| 2,77 | 2,84 2,82 2,86

2025 1,241-0,09| 0,301 2,38| 0,85| 0,45
= 2023 6,81| 6,87| 597| 524 4,19 2,95 2,20 3,23 | 1,94 2,27 | 3,14 2,47
= 2022 2,30| 2,77| 3,24| 3,93 5,18 6,60 8,00( 7,11 8,49 7,87 | 6,87 | 7,43

2021 1,63| 1,45| 1,78| 2,19 1,74| 1,74| 1,79| 1,59| 1,75| 1,50 | 1,64 | 1,40
= 2024 2,57|3,32| 393| 3,81 4,17 4,04 2,44| 2,22 1,52 1,65| 0,80 | 0,89

Sumber: BPS, diolah

Grafik 37 Historis Inflasi Bulanan Sumatera Barat

Tabel 3.2. Realisasi Inflasi Sumatera Barat dan Kab/Kota Sampel Inflasi pada Juli 2025

%mtm 0,64 0,45
%ytd 2,06 1,96
%yoy 2,19 2,14

Sumber: BPS, diolah

3.5. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH

Laju inflasi Sumatera Barat keseluruhan tahun 2025
diprakirakan terkendali dalam rentang sasaran 2,50+1%.
Hal tersebut didukung oleh pasokan pangan yang
mencukupi, harga BBM yang stabil, dan permintaan
yang relatif terjaga. Sumbangan inflasi diprakirakan
berasal dari kenaikan harga emas perhiasan, peningkatan
harga aneka rokok, serta transportasi yang terdampak
peningkatan tarif PPnBM dan opsen pajak. Selain itu,
terdapat faktor risiko yang berpotensi meningkatkan
lajuinflasi yang berasal dari komoditas pangan, di tengah
musim kemarau yang menurunkan hasil panen atau
menyebabkan gagal panen.

TPID Provinsi Sumatera Barat terus berkomitmen
dalam melaksanakan pengendalian inflasi melalui
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

0,64 0,91 1,12
1,99 2,39 2,22
1,85 2,09 2,57

(GNPIP) serta upaya lainnya yang berlandaskan
pada kerangka pengendalian inflasi 4K: Kestabilan
Harga, Kelancaran Distribusi, Kecukupan Pasokan,
dan Komunikasi Efektif. Sinergi dan kolaborasi
antarpemangku kebijakan terus diperkuat sehingga
inflasi tetap berada dalam rentang sasaran tahun 2025.
Adapun sejumlah langkah pengendalian inflasi yang telah
dilaksanakan TPID Provinsi Sumatera Barat pada triwulan
[ 2025, antara lain:

D) High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumatera
Barat

Penyelenggaraan HLM TPID se-Sumatera
Barat diselenggarakan pada 17 Juni 2025 yang
dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi
pengendalian inflasi. Kegiatan ini juga dihadiri

oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
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Sumatera Barat, 19 kepala daerah (bupati/walikota,
wakil bupati/wakil walikota, sekretaris daerah, dan
bagian perekonomian), instansi vertikal, serta OPD
terkait di tingkat provinsi.

Rapat Koordinasi Teknis TPID Provinsi Sumatera
Barat

Penyelenggaraan rapat ini bertujuan untuk
menyusun strategi dan kebijakan serta rencana
aksi pengendalian inflasi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan Gerakan Pasar Murah (GPM)

GPM tetap dilakukan di 19 kabupaten/kota yang
bersinergi dengan Toko Tani Indonesia Center
(TTIC), Bulog, dan gapoktan guna memastikan
kelancaran distribusi pangan dengan harga yang
terjangkau.

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat
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4)

S)

6)

Dukungan kepada Petani

Pendampingan implementasi best practices
pertanian serta penyaluran bantuan alat dan mesin
pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok
tani di Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan
produktivitas komoditas beras, cabai merah, dan

bawang merah.
Rapat Koordinasi dan HLM di Daerah

Penyenggaraan HLM dan rapat koordinasi teknis
rutin di tingkat kabupaten/kota.

Edukasi dan Sosialisasi ke Masyarakat

Penyelenggaraan edukasi/sosialisasi belanja bijak,
himbauan diversifikasi pangan, hingga publikasi
media massa dalam rangka menjaga ekspektasi
inflasi masyarakat Sumatera Barat.
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Kinerja pembiayaan/kredit di Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 melambat,
namun kualitas tetap terjaga. Penyaluran kredit Sumatera Barat tercatat senilai
Rp78 25 triliun dengan laju pertumbuhan 170% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan
12025 senilai Rp78,22 triliun dengan laju 380% (yoy). Sementara itu, berdasarkan tahun
kalender, pertumbuhan kredit sebesar O,15% (ytd). Dari sisi risiko, kualitas kredit tetap
baik meskipun meningkat dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,32%
atau berada di bawah ambang batas 5%.

Pada sektor korporasi, kredit mengalami kontraksi lebih dalam. Kinerja kredit
korporasi tercatat -2,87% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya -0,17% (yoy).
Terkontraksinya kinerja kredit korporasi disumbang dari seluruh lapangan usaha
terutama industri pengolahan. Risiko kredit korporasi pada triwulan Il 2025 meningkat
namun masih relatif terjaga, ditunjukkan oleh rasio NPL yang berada di bawah ambang
batas 5%, yaitu sebesar 3.36%

Kredit sektor rumah tangga tumbuh positif namun mengalami perlambatan.
Darisisipengunaan, perlambatan berasal dari seluruh jenis baik kredit multiguna, kredit
perumahan rakyat, kredit kendaraan bermotor, serta kredit lainnya. Risiko kredit sektor
rumah tangga meningkat meski tetap baik karena berada jauh dari ambang batas

dengan rasio NPL sebesar 114% pada triwulan Il 2025.

Di tengah perlambatan kinerja kredit secara keseluruhan, penyaluran kredit
UMKM meningkat. Pertumbuhan kredit UMKM tercatat sebesar 0,69% (yoy), lebih
tinggi dibandingkan sebelumnya 0,44% (yoy) yang bersumber dari kategori UMKM
kecil dan menengah. Menurut lapangan usaha utama, peningkatan kinerja penyaluran
kredit UMKM berasal dari lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan. Namun
demikian, kualitas kredit UMKM menurun meskipun masih terjaga pada level NPL 4,25%
meningkat dari 4,14%.
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PN

M INDIKATOR TOTAL PERBANKAN

Total Kredit Total NPL Total DPK
Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat
1,70% 2,32% 3,28%
Tw. [1 2025, yoy Tw. [12025 Tw. [1 2025, yoy

£?)} INDIKATOR RUMAH TANGGA

Kredit Rumah Tangga DPK Rumah Tangga
Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat
7.59% 114% 011%

Tw. [1 2025, yoy Tw. [12025 Tw. [1 2025, yoy

HHHE INDIKATOR KORPORASI/SWASTA

Kredit Korporasi NPL Korporasi DPK Korporasi
Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat
-2,97% 3,36% 27,73%
Tw. 112025, yoy Tw. 112025 Tw. 112025, yoy

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat
Agustus 2025

57



+Bab4 -
Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

4]. KONDISIUMUM

Kinerja intermediasi perbankan Sumatera Barat
melambat pada triwulan Il 2025. Penghimpunan
Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan
yang lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya.
Perlambatan DPK diikuti dengan kinerja penyaluran
kredit/pembiayaan yang juga melambat. Di tengah
melambatnya intermediasi, risiko kredit mengalami
peningkatan meski masih berada di bawah ambang
batas 5%.

Penyaluran kredit sektor korporasi Sumatera
Barat pada triwulan Il 2025 terkontraksi. Penurunan
pertumbuhan kredit sektor korporasi terutama
disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan pada
lapangan usaha utama yakni perdagangan dan industri
pengolahan. Dari sisi risiko, kualitas kredit korporasi
menurun tercermin dari rasio NPL yang lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya meski masih berada dibawah 5%.

Penyaluran kredit sektor rumah tangga melambat.
Pada triwulan 11 2025, kinerja kredit kepada rumah tangga
tumbuh positif meski sedikit melambat dibanding
periode sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh
penurunan pada kredit multiguna dan kredit lainnya.
Risiko kredit rumah tangga meningkat terbatas namun

masih jauh dari nilai ambang batas 5%.

4.2. ASESMEN SEKTOR PERBANKAN

4.21. Kinerja Perbankan Secara Umum

Kinerjaintermediasi perbankan menurun merespon
ketidakpastian ekonomi. Hal ini tercermin dari kinerja
penyaluran kredit dan penghimpunan dana yang lebih
rendah dibandingkan triwulan | 2025. Berdasarkan
jenis penggunaan, melambatnya pertumbuhan kredit
didorong oleh seluruh komponen baik kredit modal
kerja, investasi, hingga konsumsi. Perlambatan kredit
turut diikuti dengan kualitas kredit yang melemah sejalan
dengan NPL yang meningkat pada triwulan 11 2025.
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Grafik 41 Aset Perbankan Sumatera Barat

Perkembangan aset perbankan tumbuh melambat.
Total aset perbankan Sumatera Barat pada triwulan
[I 2025 tercatat tumbuh 1,78% (yoy), melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh
3,63% (yoy) meskipun secara nominal naik menjadi
Rp88,12 triliun dibandingkan Rp87,65 triliun (Grafik 4.1).
Berdasarkan jenisnya, perlambatan aset bank bersumber
baik dari aset bank konvensial maupun syariah. Kinerja
aset konvensional bahkan mencatatkan kontraksi O,17%
(yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh
positif sebesar 1,72% (yoy). Sementara itu, aset bank
syariah tumbuh sebesar 14,01% (yoy), lebih rendah
dari 15,67% (yoy) pada triwulan | 2025. Dilihat dari
komposisinya, aset bank konvensional mendominasi
total nilai aset perbankan Sumatera Barat dengan pangsa
84,64%.

4.2.2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
(DPK)

Sejalan dengan perkembangan aset perbankan
Sumatera Barat, kinerja DPK perbankan pada
triwulan 1l 2025 mengalami penurunan. Nilai DPK
tercatat sebesar Rp55,21 triliun atau tumbuh sebesar
3,28% (yoy) (Grafik 4.2), menurun dari triwulan
sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,10% (yoy).

Berdasarkan jenisnya, perlambatan pertumbuhan
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Grafik 4.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)
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Grafik 4.3 Komposisi DPK

ini didorong DPK jenis tabungan dan deposito yang
masing-masing menyumbang share sebesar 59,29% dan
26,01% dari total nilai DPK. Simpanan bentuk tabungan
tercatat tumbuh 4,09% (yoy) pada triwulan [1 2025, lebih
rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,19%
(yoy). Simpanan bentuk deposito terkontraksi sebesar
0,54% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang
masih mencatatkan pertumbuhan terbatas sebesar
0,42% (yoy). Di sisi lain, kinerja simpanan dalam bentuk
giro yang menyumbang pangsa terkecil sebesar 14,70%
dari total DPK mengalami percepatan dengan tumbuh
sebesar 718% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya
4.47% (yoy) - (Grafik 4.3).

4.2.3. Penyaluran Kredit dan Pembiayaan

Penyaluran kredit perbankan mengalami
perlambatan sejalan dengan melambatnya kinerja
ekonomi Sumatera Barat pada triwulan Il 2025.
Pertumbuhan kredit pada triwulan Il 2025 tercatat
sebesar 1,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan
triwulan sebelumnya sebesar 3,80% (yoy) - (Grafik
4.4). Berdasarkan jenis penggunaannya, tertahannya
pertumbuhan kredit bersumber dari seluruh komponen
kredit. Kredit modal kerja pada periode laporan
mencatatkan kontraksi yang lebih dalam sebesar
5,80% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang

terkontraksi sebesar 2,58% (yoy), Sementara itu, kredit
investasi dan kredit konsumsi mencatatkan perlambatan
pertumbuhan masing-masing sebesar 3,61% (yoy) dan
759% (yoy), lebih rendah dibandingkan 5,23% (yoy)
dan 8,80% (yoy) pada triwulan | 2025. Kinerja kredit
modal kerja dan investasi yang menurun dalam 4 kuartal
terakhir mengindikasikan terbatasnya perkembangan
kinerja dunia usaha di Sumatera Barat. Kredit konsumsi
yang juga tumbuh melambat menjadisinyal tertahannya
daya beli masyarakat sejalan dengan perlambatan
pertumbuhan kinerja konsumsi rumah tangga sebesar
0,94% (yoy) pada triwulan 112025 dibandingkan triwulan
sebelumnya 4,08% (yoy). Namun demikian, kredit
konsumsi rumah tangga tersebut masih mendominasi
total kredit di Sumatera Barat dengan pangsa sebesar
46,75% (Grafik 4.5).

Risiko kredit perbankan Sumatera Barat pada
triwulan Il 2025 meningkat namun tetap terjaga.
Rasio NPL pada triwulan Il 2025 berada di angka 2,32%,
lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar
2,22% (Grafik 4.6). Berdasarkan jenis penggunaannya,
peningkatan rasio NPL bersumber dari komponen kredit
modal kerja dan konsumsi masing-masing sebesar 3,43%
dan 114%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya
sebesar 3,30% dan 1,02%. Sementara ity, rasio NPL kredit
investasi menunjukkan sedikit perbaikan menjadisebesar
3,19% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,21%.
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Grafik 44 Pertumbuhan Kredit
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Grafik 4.5 Komposisi Kredit
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Grafik 46 Rasio NPL Berdasarkan Penggunaan

4.3. ASESMEN SEKTOR KORPORASI

4.3.1. Sumber Kerentanan

Kinerja sektor korporasi di Sumatera Barat sangat
dipengaruhi oleh perkembangan konsumsi domestik
yang menurun di tengah meningkatnya ketidakpastian
perekonomian global. Hal ini dikarenakan sektor korporasi
Sumatera Barat dominan berasal dari lapangan usaha
yang memiliki dependensi kuat terhadap aktivitas dan
geliat masyarakat seperti lapangan usaha perdagangan
serta akomodasi makan dan minum. Kedua sektor
tersebut menunjukkan perlambatan pertumbuhan di

tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional
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(HBKN) Idul Fitridan Idul Adha serta periode libur dan cuti
bersama yang secara historis berhasil mengakselerasi
konsumsi masyarakat.

Menguatnya ketidakpastian global juga mendorong
menguatnya sikap kehati-hatian korporasi dalam
melakukan ekspansi usaha. Pasar global konsisten
menghadapi dinamika salah satunya berasal dari
implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat yang
diumumkan sejak April 2025. Kebijakan tarif tersebut
menyebabkan gejolak perdagangan dunia yang pada
akhirnya berpotensi meningkatkan risiko kinerja korporasi
karena perdagangan internasional/ekspor menyumbang
sebesar 12,12% dari struktur ekonomi Sumatera Barat
pada triwulan laporan. Pada kondisi ini, preferensi
korporasi untuk menunda ekspansi usaha atau memilih
self-financing menguat untuk menghindari kerugian

usaha maupun gagal bayar kewajiban.

4.3.2. Eksposur Perbankan pada Sektor
Korporasi

Pada triwulan 11 2025, kinerja pembiayaan korporasi
Sumatera Barat masih terkontraksi. Pertumbuhan
kredit korporasi tercatat kontraksi sebesar 2,97%
(yoy), lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya
yang kontraksi 0,17% (yoy) - (Grafik 4.7). Dari sisi
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Grafik 47 Kredit Korporasi
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Grafik 48 Komposisi Kredit Korporasi

lapangan usaha, terkontraksinya kinerja kredit korporasi
disumbang dari seluruh lapangan usaha terutamaindustri
pengolahan. Kredit lapangan usaha industri pengolahan
pada triwulan laporan mengalami kontraksi sebesar
11,72% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan
sebelumnya 4,85% (yoy). Jika diamati lebih lanjut,
tertahannya kredit industri pengolahan bersumber dari
kredit industri Crude Palm Oil (CPO) yang mengalami
kontraksi hingga 27,62% (yoy) pada triwulan Il 2025.
Selain dipengaruhi oleh konsumsi domestik yang
terbatas, perlambatan kredit industri CPO juga terjadi
seiring dengan kinerja penjualan ekspor CPO sebesar
756% (yoy) menurun dari sebelumnya 39,42% (yoy)
sehingga mempengaruhi optimisme akan prospek masa
mendatang. Selain itu, kinerja kredit lapangan usaha
perdagangan juga terkontraksi sebesar 113% (yoy),
meskipun sedikit membaik dibandingkan triwulan 12025
yang kontraksi sebesar 1,17% (yoy). Lapangan usaha
pertanian mencatatkan pertumbuhan kredit korporasi
yang relatif stabil -0,01% (yoy) sementara lapangan
usaha jasa-jasa kontraksi 0,53% (yoy). Dari komposisinya,
kredit korporasi Sumatera Barat masih didominasi oleh
lapangan usaha perdagangan dan akmamin sebesar
46,56%, diikuti oleh lapangan usaha pertanian sebesar
31,58% (Grafik 4.8).

DPK korporasi Sumatera Barat tumbuh terbatas.
DPK korporasi Sumatera Barat tercatat tumbuh
sebesar 2773% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan
pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 26,11%
(yoy) - (Grafik 4.9). Berdasarkan jenisnya, DPK jenis giro
dan tabungan tumbuh terakselerasi masing-masing
sebesar 26,45% (yoy) dan 26,37% (yoy) pada triwulan
112025 dari 21,94% (yoy) dan 15,17% (yoy) pada triwulan
| 2025. Namun, DPK korporasi jenis deposito tumbuh
melambat sebesar 29,87% (yoy) dibandingkan triwulan
sebelumnya 3713% (yoy). Dari segi komposisinya DPK
korporasi didominasi oleh simpanan jenis giro dengan
komposisi sebesar 40,38% dari total DPK, diikui deposito
dan tabungan (Grafik 4.10).
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Grafik 411 NPL Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha

Risiko kredit korporasi SumateraBarat pada triwulan
Il 2025 meningkat namun masih di bawah ambang
batas 5%. Rasio NPL kredit korporasi tercatat berada di
angka 3,36%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan
| 2025 sebesar 3,27%. Peningkatan rasio NPL ini terjadi
pada lapangan usaha pertanian, industri pengolahan,
serta jasa jasa sementara NPL perdagangan mengalami
penurunan. Rasio NPL korporasi sektor pertanian,
industri pengolahan, dan jasa-jasa masing-masing
tercatat sebesar 2,44%, 2,34%, dan 3,22%, lebih tinggi
dibandingkan 2,42%, 1,93%, dan 2,76% pada triwulan
sebelumnya. Sementara itu, NPL lapangan usaha
perdagangan dan akmamin tercatat sebesar 3,89%,
membaik dibandingkan triwulan sebelumnya 4,00%
(Grafik 41).

4.4. ASESMEN SEKTOR RUMAH
TANGGA

4.4.1. Sumber Kerentanan

Perkembangan sektor rumah tangga di Sumatera
Barat sedikit melambat karena daya beli masyarakat
tertahan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS),
Kinerja konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan
pada triwulan Il 2025 yang menjadi indikasi daya beli
yang tertahan sehubungan dengan menguatnya

instabilitas perekonomian global. Berdasarkan hasil
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Survei Konsumen oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Barat, Indeks Keyakinan Konsumen
(IKK) pada triwulan [1 2025 mengalami penurunan yaitu
sebesar 106,75 dibandingkan triwulan sebelumnya
108,00 meskipun masih dalam kondisi optimis (>100) -
(Grafik 412). Penurunan IKK bersumber darimelemahnya
ekspetasi masyarakat akan kondisi masa depan dengan
Indeks Ekspetasi Konsumen (IEK) menurun dari 120,50
menjadi 112,67 pada triwulan laporan (Grafik 413). Namun
demikian, penurunan keyakinan konsumen lebih dalam
tertahan oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)
yang membaik sejalan dengan kondisi penghasilan yang
meningkat di tengah penyaluran Tunjangan Hari Raya
(THR) pada triwulan I 2025. IKE teramati berada pada
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Grafik 412 Indeks Keyakinan Konsumen
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Grafik 413 Indeks Ekspetasi Konsumen
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Grafik 414 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini

level optimis sebesar 100,83, lebih tinggi dibandingkan
triwulan 1 2025 yang masih dalam angka pesimis yaitu
95,50 (Grafik 4.14).

4.4.2. Eksposur Perbankan pada Sektor
Rumah Tangga

Pertumbuhan DPK sektor rumah tangga diSumatera
Barat melambat pada triwulan Il 2025. DPK sektor
rumah tangga tercatat tumbuh terbatas sebesar
ON% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan | 2025
yang tumbuh sebesar 4,49% (yoy) - (Grafik 4.15).
Berdasarkan jenisnya, perlambatan DPK rumah tangga

utamanya disebabkan oleh jenis simpanan tabungan
yang tumbuh sebesar 3,05% (yoy), menurun dibanding
triwulan sebelumnya sebesar 9,62% (yoy). Kondisi ini
menunjukkan sinyal mulai tergerusnya likuiditas jangka
pendek masyarakat di tengah kinerja konsumsi rumah
tangga yang tumbuh terbatas pada triwulan laporan.
Sedangkan, jenis simpanan deposito dan giro mengalami
kontraksi masing-masing sebesar 47,34% dan 4,82%
(yoy), meskipun sedikit membaik dibandingkan triwulan
sebelumnya yang terkontraksi sebesar 48,10% (yoy)
dan 5,87% (yoy). Dari komposisinya, DPK sektor rumah
tangga Sumatera Barat didominasi oleh DPK jenis
tabungan dengan nilai 76,62% dari total nilai DPK (Grafik
416).
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Grafik 415 DPK Sektor Rumah Tangga
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Kredit kepada sektor rumah tangga tetap tumbuh
meski melambat. Pada triwulan Il 2025, pertumbuhan
kredit rumah tangga sebesar 7,59% (yoy), lebih rendah
dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8 80% (yoy)
- (Grafik 417). Melambatnya kinerja kredit RT di tengah
perlambatan DPK menunjukkan preferensi sektor rumah
tangga menggunakan simpanan dalam melakukan
konsumsi dibandingkan pembiayaan. Hal ini berkaitan
dengan meningkatnya sikap kehati-hatian masyarakat
di tengah menguatnya kerentanan global, ditunjukkan
dari pelemahan ekspetasi konsumen akan kondisi 6 bulan

mendatang (IEK) pada triwulan laporan.

Melambatnya pertumbuhan ini disumbang dari seluruh
komponen kredit konsumsi. Kinerja kredit multiguna
dengan pangsa 78,53% dari total kredit sektor rumah
tangga (Grafik 4.18). tercatat sebesar 6,23% (yoy),
lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 713%
(yoy). Kinerja kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh
melambat dari 6,53% (yoy) menjadi 759% (yoy) pada
triwulan Il 2025. Penurunan penyaluran KKB sejalan
dengan data penjualan kendaraan jenis mobil dan
motor yang mencatatkan kontraksi 47,91% (yoy) dari
triwulan sebelumnya kontraksi 13,56% (yoy) - (Grafik
419). Sementara ity, kinerja kredit perumahan rakyat
(KPR) juga tumbuh melambat sebesar 14,47% (yoy)
dibandingkan periode sebelumnya sebesar 17,28% (yoy).

20% 1 - 200,00%
18%
16% 1 L 150,00%
14%
12% - 100,00%
10% 1
8% - 50,00%
600.
4% 1 - 0,00%
7/
0% I , , , -50,00%

[ T A T T R T T A T T AT

2021 2022 2023 2024 2025

Growth =——g. KPR g. Kredit Lainnya g. KKB -rhs == g. Multiguna (rhs)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 417 Pertumbuhan Kredit Sektor Rumah Tangga
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Grafik 418 Komposisi Kredit RT
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Grafik 419 Penjualan Kendaraan

Risiko kredit sektor rumah tangga terjaga, tercermin
dari rasio NPL yang tetap rendah. Pada triwulan ||
2025, rasio NPL sektor rumah tangga tercatat sebesar
114%, sedikit lebih tinggi dibanding dengan NPL pada
triwulan sebelumnya sebesar 1,02% disumbang dari
seluruh komponen (Gambar 4.20). Rasio NPL pada
kredit multiguna dan KKB mengalami peningkatan dari
0,79% dan 1,83% menijadi 0,91% dan 2,28%. Adapun NPL
KPR meningkat dari rasio 1,83% menjadi 1,89%. Namun
demikian, secara keseluruhan, rasio NPL kredit sektor
rumah tangga berada di bawah nilai ambang batas 5%
sehingga risiko kredit relatif terjaga.
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Grafik 4.20 Rasio NPL Rumah Tangga
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Grafik 4.22 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

4.5. PENGEMBANGAN AKSES
KEUANGAN KEPADA UMKM

UMKM memiliki peran besar terhadap perekonomian
dan perbankan di Sumatera Barat. Dilihat dari
komposisi kredit Sumatera Barat, sebesar 39,15% dari
total nilai kredit pada triwulan Il 2025 adalah kredit yang
disalurkan kepada UMKM lebih tinggi dibandingkan
triwulan sebelumnya sebesar 39,12% (Grafik 4.21).

Di tengah perlambatan kinerja kredit secara umum,
penyaluran kredit kepada UMKM menunjukkan
peningkatan. Pada triwulan Il 2025, kredit kepada
sektor UMKM tercatat tumbuh sebesar 0,69% (yoy),
lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar
0,44% (yoy) - (Grafik 4.22). Dilihat dari skala usahanya,

percepatan penyaluran kredit UMKM didorong dari
kelompok kecil dan menengah sebesar 6,31% (yoy) dan
2,73% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya
sebesar 5,02% (yoy) dan -111% (yoy). Namun demikian,
peningkatan lebih lanjut tertahan oleh kredit kelompok
UMKM mikro yang tercatat kontraksi 3,87% (yoy) lebih
dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya
sebesar 2,62% (yoy). Jika dilihat berdasarkan skala usaha,
kredit mikro masih mendominasi kredit UMKM secara
keseluruhan dengan komposisi sebesar 49,26%, diikuti
skala kecil 40,34% dan menengah 10,40% (Grafik 4.23)..

Dilihat dari lapangan usahanya, percepatan kinerja
kredit UMKM pada triwulan Il 2025 berasal dari
lapangan usaha pertanian sertaindustri pengolahan.
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Grafik 4.21 Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit
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Grafik 4.23 Komposisi Kredit Berdasarkan Skala Usaha
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Grafik 4.24 Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha
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Grafik 4.25 Komposisi Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha

Kredit UMKM pertanian tumbuh sebesar 6,11% (yoy)
pada triwulan [1 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan
sebelumnya 5,19% (yoy) - (Grafik 4.24). Dengan
kontribusi sebesar 30,98% dari total kredit secara
keseluruhan (Grafik 4.25), peningkatan kredit lapangan
usaha pertanian memberikan andil terbesar dari
peningkatan laju kredit UMKM pada triwulan laporan.
Selanjutnya, kredit UMKM industri pengolahan tumbuh
sebesar 3,98% (yoy) dari sebelumnya -3,31% (yoy).
Jika dilihat berdasarkan skala usaha, kredit mikro masih
mendominasi kredit UMKM secara keseluruhan dengan
komposisi sebesar 49,26%, diikuti skala kecil 40,34% dan
menengah 10,40% (Grafik 4.23).

Risiko kredit UMKM meningkat sejalan dengan
peningkatan kinerja pembiayaan UMKM, namun
tetap terjaga. Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan I
2025 tercatat 4,25% dibandingkan 4,14% pada triwulan
sebelumnya. Dilihat dari skala usahanya, peningkatan
NPL kredit UMKM terjadi pada seluruh skala usaha baik
mikro, kecil, maupun menengah. NPL masing-masing
tercatat sebesar 4,33%, 3,96%, dan 4,98% lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,15%,
3,92% dan 4,93% (Grafik 4.26). Berdasarkan lapangan
usahanya, peningkatan rasio NPL kredit UMKM juga
terpantau dari seluruh lapangan usaha utama. Rasio NPL
UMKM perdagangan dan industri pengolahan meningkat
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Grafik 4.26 NPL Berdasarkan Skala Usaha
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Grafik 4.27 NPL Berdasarkan Lapangan Usaha
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dari 4,70% dan 4,52% menjadi 4,76% dan 4,74%. Rasio
NPL UMKM pertanian & jasa-jasa juga turut meningkat
dari 3,36% dan 3,14% menjadi 3,37% dan 3,69% (Grafik
4.27).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sumatera Barat terus berupayauntuk meningkatkan
akses keuangan kepada UMKM Sumatera Barat.
Peningkatan akses keuangan dilakukan dengan
melakukan intermediasi antara pelaku UMKM dan
perbankan untuk mengatasi informasi yang tidak
seimbang antara UMKM dan perbankan. Upaya-upaya
tersebut termasuk melakukan pelatihan Sistem Informasi
Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) yang
dapat digunakan untuk mempermudah pencatatan
laporan keuangan guna mendukung peningkatan
akses pembiayaan dari perbankan. Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat juga memiliki
database profil UMKM (BISAID) yang berisi informasi
UMKM tersebut dan dapat digunakan oleh lembaga
keuangan bank dan bukan bank dalam melakukan fungsi
intermediasi dan melakukan pembiayaan. Selain itu
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Barat juga melakukan pembinaan, pendampingan,

sampai dengan business matching. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga dapat
bersaing di pasar global.

4.6. ASESMEN SPASIAL
4.6.1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Sebagian besar daerah di Provinsi Sumatera Barat
mengalami perlambatan kinerja penghimpunan
Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan Il 2025.
Terdapat 16 daerah yang menunjukan penurunan kinerja
DPK, termasuk Kota Padang sebagai daerah yang
menyumbang sebesar 51,40% dari total DPK Sumatera
Barat. Total DPK Kota Padang pada triwulan 12025 senilai
Rp28,17 triliun, mengalami perlambatan pertumbuhan
dari 797% (yoy) menjadi 6,84% (yoy). Kota Pariaman
menjadi daerah dengan tingkat pertumbuhan DPK
terendah hingga kontraksi sebesar 7,42% (yoy) dari
sebelumnya kontraksi 1,31% (yoy) pada triwulan | 2025.
Kinerja DPK mayoritas daerah lain juga terkontraksi
sepertiKab. Padang Pariaman, Kab. Kepulauan Mentawai,
Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Solok, Kota
Sawahlunto, Kota Payakumbuh, serta Kota Bukittinggi
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masing-masing sebesar 6,84% (yoy); 575% (yoy);
2,61% (yoy); 219% (yoy); 2,08% (yoy); dan 0,71% (yoy).
Sementara itu, 3 daerah mencatatkan akselerasi kinerja
DPK yaitu Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, dan
Kab. Sijunjung yang secara berurutan tumbuh sebesar
13,71% (yoy); 10,05% (yoy); dan 6,75% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya tercatat sebesar
6,44% (yoy); 8,53% (yoy); dan -0,09% (yoy) - (Gambar
4.28).

Berdasarkan jenisnya, mayoritas penempatan DPK pada
seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat merupakan
jenis tabungan dengan rata-rata pangsa terhadap DPK
sebesar 71,24%. Pada triwulan 1l 2025, Kabupaten Lima
Puluh Kota masih menduduki posisi sebagai daerah
dengan pangsa tabungan tertinggi yaitu mencapai
93,04% dari total DPK, meskipun menurun dari pangsa

sebelumnya 93,37%, lalu diikuti dengan 1,82% lainnya
pada giro dan 514% pada deposito (Gambar 4.29).
Sebagai wilayah dengan sumbangan terbesar, DPK di
Kota Padang didominasi oleh tabungan sebesar 46,61%
dari total DPK, diikuti dengan deposito sebesar 35,19%
dan giro 18,40%. Secara umum, konsentrasi komponen
DPK pada wilayah perkotaan menunjukan rata-rata
penghimpunan tabungan sebesar 6311% dan deposito
sebesar 23,54% dari total dana. Sementara itu pada
wilayah kabupaten, rata-rata penghimpunan tabungan
lebih tinggi yaitu mencapai 75,99% dengan komponen
deposito sebesar 11,09%. Kondisi ini mencerminkan
terdapat perbedaan preferensi dimana masyarakat
wilayah perkotaan memiliki kecenderungan lebih
tinggi dalam menempatkan dana ke tempat yang lebih
produktif dengan pengembalian hasil yang lebih tinggi.
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4.6.2. Penyaluran Kredit dan Pembiayaan

Penyaluran kredit pada mayoritas wilayah di Provinsi
Sumatera Barat mengalami perlambatan. Terdapat
15 daerah yang mencatatkan penurunan kinerja kredit
sehingga menyumbang perlambatan kredit Sumatera
Barat secara keseluruhan pada triwulan Il 2025. Kota
Padang dengan nilai penyaluran kredit tertinggi sebesar
Rp24,88 triliun atau menyumbang 31,80% dari total kredit
Sumatera Barat, mencatatkan perlambatan signifikan
dari tumbuh 8,59% (yoy) pada triwulan | 2025 menjadi
3,90% (yoy) pada triwulan laporan (Gambar 4.30).
Sementara itu, penyaluran kredit terendah berasal dari
Kab. Kepulauan Mentawai dengan nilai sebesar Rp636
miliar yang juga mencatatkan perlambatan pertumbuhan
dari 15,37% (yoy) menjadi 10,69% (yoy). Secara umum,
Kab. Pesisir Selatan menjadi daerah dengan tingkat
pertumbuhan kredit terendah hingga kontraksi sebesar
1311% (yoy) pada triwulan 1l 2025 dari sebelumnya
kontraksi 9,10% (yoy). Di sisi lain, terdapat beberapa
wilayah yang menunjukkan percepatan penyaluran

kredit yaitu Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kab.
Limapuluh Kota, dan Kab. Solok Selatan.

Ditinjau dari pangsa penggunaannya, hampir
seluruh daerah menunjukan penyaluran kredit yang
didominasi untuk tujuan konsumsi. Kab. Kepulauan
Mentawai, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh
merupakan tiga wilayah dengan pangsa kredit konsumsi
tertinggi masing-masing sebesar 77,94%; 66,90%; dan
64,52% dari total kredit yang disalurkan (Gambar 4.31).
Pangsa kredit modal kerja tertinggi yaitu Kab. Lima
Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Pesisir Selatan
dengan nilai 46,41%; 4116%; dan 39,59%. Sedangkan,
pangsa kredit investasi tertinggi berasal dari Kab.
Dharmasraya sebesar 30,55% dari total kredit yang
tersalur. Penggunaan kredit yang masih berfokus
pada tujuan konsumsi mengindikasikan bahwa masih
terbatasnya penyaluran pembiayaan kepada sektor
ekonomi yang produktif, yang memberikan efek

pengganda lebih besar kepada ekonomi Sumatera Barat.
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Seiring dengan perlambatan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan Il 2025,
aktivitas sistem pembayaran non tunai dan tunai turut mengalami perlambatan.
Hal ini tercermin dari menurunnya transaksi baik di sesgmen besar maupun ritel, selaras
dengan moderasi permintaan domestik. Transaksi sistem pembayaran non tunai melalui
BI-RTGS mencatatkan penurunan baik dari sisinominal maupun volume, terutama akibat
berkurangnya transaksi bernilai besar terkait aktivitas korporasi dan proyek konstruksi.
Kondisi ini konsisten dengan pelemahan lapangan usaha Konstruksi dan Industri
Pengolahan dalam PDRB triwulan Il 2025.

Perlambatan juga terjadi pada sistem pembayaran ritel non-tunai seperti BI-FAST,
SKNBI, dan QRIS. Meskipun infrastruktur dan adopsi digitalisasi pembayaran semakin
luas, kinerja transaksi pada triwulan Il 2025 ikut melambat selaras dengan perlambatan
konsumsirumah tangga dan moderasi belanja masyarakat pasca Ramadhan dan Idulfitri.
Hal ini menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi tidak hanya memengaruhi transaksi

bernominal besar, tetapi juga menekan dinamika transaksi ritel di tingkat masyarakat.

Kondisiinisemakin terkonfirmasi pada sistem pembayaran tunaiyang mencatatkan
net inflow uang kartal ke Bank Indonesia. Kondisi net inflow pada triwulan Il 2025
menunjukkan bahwa lebih besarnya uang kembali ke sistem perbankan dibandingkan yang
beredar di masyarakat. Hal ini sejalan dengan menurunnya kebutuhan uang tunai pasca

Ramadhan dan Idulfitri, serta konsisten dengan perlambatan konsumsi rumah tangga.

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

74 Agustus 2025



+ Bab5 -
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

51. KONDISIUMUM

Secara umum, kinerja sistem pembayaran di Sumatera
Barat pada triwulan Il 2025 mengalami perlambatan
sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dari
sisi non-tunai, transaksi BI-RTGS, BI-FAST, SKNBI, dan
QRIS mencatatkan perlambatan baik dari sisi nominal
maupun volume, meski instrumen pembayaran berbasis
kartu seperti kartu kredit dan kartu ATM/debit masih
mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa perlambatan tidak hanya terjadi
pada transaksi bernilai besar, tetapijuga ke transaksiritel.

Dari sisi tunai, pola serupa juga terlihat dimana setelah
mengalami peningkatan kebutuhan uang kartal pada
periode Ramadhan dan Idulfitri di triwulan | 2025,
permintaan uang tunai melemah pada triwulan Il 2025,
tercermin dari kondisi net inflow. Hal ini menandakan lebih
besarnya arus uang kembali ke perbankan dibandingkan
uang yang beredar di masyarakat, konsisten dengan
menurunnya aktivitas konsumsi. Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat tetap menjaga
kelancaran transaksi tunai melalui implementasi clean
money policy, kas keliling hingga ke wilayah 3T, serta
edukasi masyarakat tentang Rupiah, guna memastikan
ketersediaan uang layak edar dan menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap Rupiah dan sistem pembayaran
yang aman, efisien, dan inklusif.

5.2. PERKEMBANGAN TRANSAKSI
SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Aktivitas transaksi sistem pembayaran non tunai di
Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 secara umum
mengalami perlambatan, sejalan dengan melambatnya
kinerja ekonomi daerah. Instrumen sistem pembayaran
non-tunai seperti BI-RTGS, BI-FAST, SKNBI, dan QRIS
mencatatkan penurunan kinerja baik dari sisi nominal
maupun volume, selaras dengan moderasi konsumsi
rumah tangga pasca Ramadhan dan Idulfitri serta
melemahnya aktivitas korporasi di sektor konstruksi

dan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa
perlambatan ekonomi tidak hanya berdampak pada
transaksi berskala besar, tetapi juga ke transaksi ritel
masyarakat.

Namun, beberapa instrumen pembayaran masih
mencatatkan pertumbuhan. Instrumen berbasis
kartu seperti kartu debit/ATM dan kartu kredit tetap
meningkat. Peningkatan ini didukung oleh semakin
luasnya infrastruktur pembayaran digital serta upaya
literasi keuangan yang gencar dilakukan oleh Bank
Indonesia bersama pemerintah daerah, penyedia jasa

pembayaran, dan pelaku industri.

5.2.1. Transaksi Melalui Bank Indonesia - Real
Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Selama triwulan 1 2025, aktivitas transaksi keuangan
non tunai melalui BI-RTGS di Sumatera Barat masih
melanjutkan tren penurunan, baik dari sisi nilai
maupun volume. Total nilai transaksi tercatat sebesar
Rp21,72 triliun, turun sebesar 4799% (yoy) lebih rendah
dibandingkan triwulan | 2025 - (Grafik 51). Penurunan
nilai transaksi tersebut disertai oleh melemahnya volume
transaksi yang tercatat sebesar 11.295 transaksi, atau
turun 4,76% (yoy) - (Grafik 5.2).

Penurunan nilai transaksi RTGS yang lebih besar
dibandingkan volume transaksi mengindikasikan
bahwa penurunan terutama terjadi pada transaksi yang
bernominal besar. Hal ini tercermin dari turunnya rata-
rata nilai BI-RTGS per transaksi, dari sekitar Rp3,52
miliar pada triwulan Il 2025 menjadi hanya Rp1,92 miliar
pada triwulan I 2025 - (Tabel 5.1). Perkembangan ini
mengindikasikan perlambatan aktivitas ekonomi skala
besar, khususnya transaksi terkait proyek konstruksi
atau transaksi antar korporasi besar. Temuan ini sejalan
dengan capaian pertumbuhan PDRB triwulan Il 2025
yang mencatatkan penurunan aktivitas pada lapangan
usaha Konstruksi dan Industri Pengolahan, dua sektor
yang erat kaitannya dengan transaksi bernilai besar.
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Grafik 51 Perkembangan Nominal BI-RTGS di Sumatera Barat Grafik 5.2 Perkembangan Volume BI-RTGS di Sumatera Barat

Tabel 5.1. Perkembangan Transaksi Non Tunai Sumatera Barat

Nilai Transaksi (Rp Triliun) Rata-Rata Nilai / Volume
Pembayaran Non-Tunai
;‘(']"2": zT (‘)";; I‘(')"zg I‘(’]"z": ZT(‘)";; 2095 ‘ Tw 11 2024 Tw 12025 Tw 11 2025

BI-RTGS 41,76 23,50 21,72 11.859 11.321 11.295 3.521.352.068,99 2.075.948.188,51 1.922.728.707,93
SKNBI 1,27 1,16 1,16 21.806 19.748 19.309 58.160.356 58.591.590 59.928.799
BI-FAST 25,22 34,49 34,56 10.827.667 15.725.580 14.779.493 2.328.847 2.193.230 2.338.591
KARTU ATM/DEBIT 32,01 31,68 33,96 29.890.256 27.270.404 25.737.212 1.071.073 1.161.651 1.319.668
KARTU KREDIT 0,28 0,24 0,30 268.058 254.857 281.608 1.030.725 943.388 1.059.354
QRIS 1,00 1,50 1,65 8.122.856 11.649.876 14.615.427 123.496 128.684 112.820
UANG ELEKTRONIK 1,01 1,15 1,21 10.704.573 12.462.008 13.876.116 94.545 92.658 87.328

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selain perlambatan ekonomi, menurunnya penggunaan 5.2.2. Transaksi Melalui Sistem Kliring
BI-RTGS turut dipengaruhi oleh pergeseran perilaku Nasional Bank Indonesia
pengguna ke kanal BI-FAST. BI-FAST kini menjadi pilihan

utama bagi banyak pelaku usaha maupun individu, Selama triwulan Il 2025, transaksi keuangan melalui

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di
Sumatera Barat kembali menunjukkan tren penurunan,

khususnya untuk transaksi dengan nominal di bawah

Rp250 juta karena menawarkan biaya yang lebih murah,

S . memperkuat pola penurunan yang konsisten dalam
kecepatan tinggi, dan kemudahan akses. Sementaraiituy, P pola p yang

BI-RTGS yang memiliki batas minimum transaksi Rp100 lima tahun terakhir. Nilai transaksi kliring pada periode

. . o .
juta lebih difokuskan untuk transaksi keuangan berskala ini tercatat sebesar Rp116 triliun, turun 8,76% (yoy) lebih

besar dan bersifat sistemik, seperti transaksi antarbank, rendah dibandingkan triwulan | 2025 yang mengalami

o B ' Do
pasar uang, pasar modal, hingga pembayaran proyek penurunan 819% (yoy) - (Grafik 5.3). Dari sisi volume

. juga menunjukkan penurunan menjadi 19.309 lembar
infrastruktur.

warkat, atau turun 11,45% (yoy) - (Grafik 5.4). Penurunan
ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan konsumsi
rumah tangga di Sumatera Barat pada triwulan 11 2025,

yang turut menahan aktivitas transaksi domestik.
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Grafik 5.3 Perkembangan Nominal SKNBI di Sumatera Barat

Selain disebabkan oleh perlambatan aktivitas transaksi
domestic, penurunan transaksi kliring juga disebabkan
oleh pergeseran preferensi masyarakat terhadap
sistem pembayaran digital yang lebih modern, cepat,
dan efisien, khususnya BI-FAST dan QRIS. BI-FAST
menawarkan transaksi real-time dengan biaya rendah
untuk nominal di bawah Rp250 juta, menjadikannya
kanal utama bagi pembayaran ritel hingga menengah.
Sementara itu, QRIS memberikan fleksibilitas tinggi
karena dapat digunakan lintas aplikasi dan perangkat,

sehingga sangat diminati oleh UMKM dan konsumenritel.

5.2.3. Transaksi Melalui Bank Indonesia - Fast
Payment (Bl - FAST)

Selama triwulan Il 2025, transaksi keuangan melalui Bl-
FAST di Sumatera Barat menunjukkan perlambatan. Total
nilai transaksi mencapai Rp34,56 triliun, tumbuh sebesar
37,07% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan 1 2025
yang mampu tumbuh sebesar 65,98% (yoy) - (Grafik
5.5). Dari sisi volume transaksi, BI-FAST mencatat 14,78
juta transaksi, tumbuh sebesar 36,50% (yoy), lebih
rendah dibandingkan triwulan | 2025 yang tumbuh
sebesar 83,60% (yoy). Perlambatan terjadi setelah
tingginya frekuensi transaksi pada periode Ramadan
dan Idulfitri di triwulan 1 2025 - (Grafik 5.6).
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Grafik 54 Perkembangan Volume SKNBI di Sumatera Barat

Meski demikian, BI-FAST tetap menjadi kanal utama
masyarakat untuk transfer dana antarbank, karena
menawarkan efisiensi lebih tinggi dibandingkan sistem
sebelumnya, seperti SKNBI. Adopsi BI-FAST didorong
oleh transaksi real-time 24/7 termasuk hari libur,
biaya sangat terjangkau Rp2.500 per transaksi, serta
aksesibilitas luas melalui mobile banking dan internet
banking. Karakteristik inimenjadikan BI-FAST pilar utama
transformasi sistem pembayaran ritel, menciptakan
ekosistem transaksi digital yang lebih efisien, aman, dan

inklusif bagi masyarakat.

Adopsi BI-FAST juga diperkuat oleh upaya Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dalam
memperluas literasi digital dan edukasi keuangan. Sinergi
dengan perbankan dan pemerintah daerah mendorong
adopsi layanan ini, khususnya bagi UMKM dan sektor
ritel, sehingga memperkuat inklusi keuangan sekaligus
meningkatkan efisiensi transaksi. Secara keseluruhan,
BI-FAST telah berkontribusi dalam memperkuat
ekosistem pembayaran digital, mempercepat aliran
dana, mendukung produktivitas UMKM, dan mendorong
transformasi ekonomi digital yang lebih berdaya saing

serta merata.
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Grafik 55 Perkembangan Nominal Bl FAST di Sumatera Barat
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Grafik 56 Perkembangan Volume BI FAST di Sumatera Barat

5.2.4. Transaksi Alat Pembayaran
Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang
Elektronik

Selama triwulan Il 2025, transaksi pembayaran ritel
diSumatera Barat menunjukkan pergeseran perilaku
masyarakat menuju pemanfaatan instrument
non-tunai yang semakin kuat. Kartu ATM/debit
masih menjadi instrumen dominan, sementara kartu
kredit mencatatkan pertumbuhan yang positif. Di sisi
lain, instrumen uang elektronik tumbuh paling pesat
sejalan dengan akselerasi digitalisasi di sektor ritel
dan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap
instrumen pembayaran yang praktis, efisien, dan bernilai

relatif kecil hingga menengah.

Transaksi kartu ATM dan debit masih menjadiinstrumen
dominan dalam sistem pembayaran menggunakan kartu.
Pada triwulan Il 2025, nilai transaksi tercatat sebesar
Rp33,96 triliun, meningkat 6,09% (yoy) lebih tinggi
dibandingkan triwulan 1 2025 yang tumbuh 5,20% (yoy).
Darisisi volume, tercatat 25,73 juta transaksi, turun13,89%
(yoy) lebih rendah dari triwulan | 2025 yang turun 517%
(yoy). Mayoritas transaksi kartu ATM dan debit masih
didominasi oleh penarikan tunai, diikuti transaksi belanja

dan transfer intra/antar bank.

Sejalan dengan peningkatan transaksi menggunakan
kartu ATM/debit, transaksi kartu kredit juga menunjukkan
pertumbuhan pada triwulan Il 2025. Nilai transaksi kartu
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kredit tercatat sebesar Rp298,32 miliar, tumbuh 7.97%
yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan | 2025 yang
mengalami kontraksi 13,26% (yoy). Dari sisi volume,
tercatat 281608 transaksi, naik 5,06% (yoy) lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi 3,57%
(yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh transaksi
belanja dan pembayaran tagihan, menegaskan bahwa
kartu kredit tetap digunakan terutama untuk kebutuhan
konsumtif.

Di sisi lain, transaksi pembayaran menggunakan uang
elektronik mengalami perlambatan baik dari sisi nilai
maupun volume. Nilai transaksi pada triwulan Il 2025
mencapai Rp],21triliun, tumbuh 19,73% (yoy) lebih rendah
dibandingkan triwulan 12025 yang tumbuh 23,41% (yoy).
Sementara itu, volume transaksi mencapai 13,87 juta
transaksi, tumbuh 29,63% (yoy), namun lebih lambat
dibandingkan triwulan | 2025 yang mampu tumbuh
31,71% (yoy). Dominasi penggunaan uang elektronik
tetap berasal dari transaksi belanja ritel, transportasi,
dan makanan/minuman.

Adopsi instrumen non-tunai ini tetap didorong oleh
upaya Bank Indonesia bersama pemerintah daerah
dan perbankan, termasuk kampanye literasi keuangan
digital dan implementasi Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah (ETPD). Upaya tersebut memperluas
penggunaan uang elektronik dalam transaksi publik,
memperkuat inklusi keuangan, dan mendukung
akselerasi ekosistem pembayaran digital ritel.
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5.2.5. Perkembangan Merchant dan Pengguna
QR Code Indonesian Standard (QRIS)

Pada triwulan Il tahun 2025, nilai transaksi Quick Response
Code Indonesian Standard (QRIS) menunjukkan
perlambatan. Hal ini tercermin dari perlambatan baik
nominal maupun volume transaksi QRIS sejalan dengan
perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Nilai transaksi QRIS tercatat mencapai Rp1,65 triliun,
tumbuh 64,37% (yoy) lebih rendah dibandingkan
triwulan |1 2025 yang mampu tumbuh 142,31% (yoy).
Volume transaksi QRIS pada triwulan Il 2025 tercatat
sebesar 14,61 juta transaksi, tumbuh sebesar 79,93%
(yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan |
2025 yang tumbuh hingga 174,21% (yoy). Perlambatan
ini selaras dengan perlambatan konsumsi rumah tangga
dan moderasi belanja masyarakat pasca Ramadhan dan
Idulfitri.

Dari ekosistem, jumlah merchant QRIS di Sumatera Barat
tercatat sebanyak 624.737, meningkat 21,41% (yoy), lebih
tinggi dibandingkan dengan triwulan | 2025 sebesar
20,73% (yoy). Sementara itu, jumlah pengguna QRIS
mencapai 930.236 pengguna, tumbuh 12,90% (yoy)
sedikit lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya
yang sebesar 14,60%. Perkembangan inimencerminkan
tingginya adopsi QRIS di masyarakat, yang tidak

hanya didorong oleh faktor teknologi dan kemudahan

penggunaan, tetapi juga oleh berbagai program serta
kebijakan strategis yang dijalankan Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

Berbagai program seperti Pekan QRIS Nasional (PQN),
QRIS Goes to Schooland Campus, dan Pasar SIAP QRIS
(Sehat, Inovatif, Aman, Pakai QRIS) berkontribusi dalam
memperluas literasi digital, sekaligus meningkatkan
jumlah pengguna dan merchant, termasuk di kalangan
pelajar, mahasiswa, serta pelaku usaha tradisional. Selain
itu, kegiatan sosialisasi yang masif bersama Penyedia
Jasa Pembayaran (PJP) bank maupun nonbank, serta
dukungan pemerintah daerah, turut memperkuat
penetrasi adopsi QRIS. Upaya ini juga diperluas melalui
kampanye QRIS Jelajah Indonesia dan implementasi
QRIS lintas batas, yang memperluas layanan hingga ke

luar negeri.

Secara geografis, penggunaan QRIS menunjukkan
persebaran yang lebih konvergen dibandingkan dengan
distribusi merchant, yang masih relatif terkonsentrasi
di kawasan perkotaan. Untuk itu, Bank Indonesia terus
mendorong perluasan akseptasi QRIS ke wilayah rural
dan pedesaan melalui kerja sama dengan stakeholder
terkait dan penguatan literasi digital kepada masyarakat,
guna memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat
dapat mengakses manfaat dari sistem pembayaran
digital secara merata.
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Grafik 513 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Sumatera Barat
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Grafik 514 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Sumatera Barat
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5.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI
SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

Aktivitas transaksi sistem pembayaran tunai di Sumatera
Barat pada triwulan Il 2025 menunjukkan pergeseran
pola, dimana peredaran uang kartal didominasi oleh
aliran uang masuk (inflow) kembali ke sistem perbankan.
Kondisi net inflow ini mencerminkan menurunnya
kebutuhan uang tunai pasca Ramadhan dan Idulfitri,
serta konsisten dengan perlambatan konsumsi rumah
tangga. Selain itu, net inflow juga dipengaruhi oleh
semakin meluasnya penggunaan instrumen pembayaran

non-tunai dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Dalam menjaga kualitas uang yang beredar, Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat terus
memperkuat pelaksanaan Clean Money Policy melalui
kegiatan kas keliling, pemusnahan uang tidak layak edar,
serta kampanye Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah.
Selainitu, berbagailangkah edukatif dan preventif untuk
meminimalisir peredaran uang palsu juga dilakukan
secara berkesinambungan, termasuk melalui aktivasi
Tim Buru Sergap Uang Palsu (TIMBUL) dan kerja sama
erat dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah
Palsu (Botasupal).

5.3.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/
Outflow)

Pada triwulan Il 2025, kondisi peredaran uang kartal
di Sumatera Barat menunjukkan posisi net inflow
yang mencerminkan lebih besarnya aliran uang
kembali ke sistem perbankan dibandingkan dengan
uang kartal yang beredar ke masyarakat. Kondisi
peredaran uang kartal di Sumatera Barat mencatatkan
posisi net inflow sebesar Rp3,36 triliun. Kondisi ini sangat
berbeda dengan triwulan | 2025 yang mencatatkan
net outflow sebesar Rp399 miliar sejalan dengan
meningkatnya kebutuhan uang tunai selama momentum
Ramadhan dan Idulfitri 1446 H. Seiring dengan berlalunya
periode HBKN, maka kebutuhan uang tunai masyarakat
kembali normal sehingga mendorong terjadinya aliran
balik uang kartal ke sistem perbankan. Fenomena ini

selaras dengan perlambatan Konsumsi Rumah Tangga
pada triwulan Il 2025, dimana pola belanja masyarakat
cenderung lebih moderat pasca-Ildulfitri. Secara rinci,
selama triwulan 112025, cash inflow sebesar Rp4,54 triliun
meningkat signifikan sebesar 59,71% (qtq), sedangkan
cash outflow sebesar Rp1,17 triliun turun sebesar 63,74%

(qtq).

Selainitu, fenomena netinflow pada triwulan Il 2025 juga
selaras dengan pergeseran perilaku transaksi masyarakat
menuju pembayaran non-tunai. Pertumbuhan positif
tercatat pada penggunaan kartu debit, kartu kredit,
uang elektronik, maupun QRIS yang semakin terintegrasi
dalam aktivitas pembayaran sehari-hari. Peningkatan
frekuensi dan nilai transaksi non-tunai ini menekan
kebutuhan uang kartal, sehingga peredaran uang tunai

relative lebih cepat kembali ke sistem perbankan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Barat terus memperkuat strategi pengelolaan uang
kartal, termasuk memastikan kecukupan pasokan
uang layak edar serta memperluas layanan kas keliling,
khususnya ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Di sisi lain, dorongan terhadap elektronifikasi transaksi
dan edukasi keuangan digital juga terus diperkuat
sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk
menyeimbangkan antara sistem pembayaran tunai dan
nontunai, guna mewujudkan sistem pembayaran yang
efisien, inklusif, dan andal.
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Grafik 515 Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk (/nflow) dan Keluar
(Outflow) Sumatera Barat
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5.3.2. Kebijakan Clean Money Policy dan
Temuan Uang Palsu (UPAL)

Dalam menjalankan tugas pengedaran dan
pengelolaan uangkartal, Bank Indonesia senantiasa
menjaga kualitas uang kartal yang beredar di
masyarakat melalui kebijakan clean money policy.
Kebijakan ini dijalankan antara lain melalui kegiatan kas
keliling, penarikan serta pemusnahan Uang Tidak Layak
Edar (UTLE) secara berkala, sehingga uang Rupiah yang
beredar di masyarakat selalu dalam kondisi layak edar.

Selain menjaga kualitas fisik uang, Bank Indonesia
juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan
Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang
sah di Indonesia. Peran ini diwujudkan melalui berbagai
langkah penanggulangan uang palsu (UPAL), dengan
memberikan layanan klarifikasi keaslian Rupiah serta

melakukan edukasi kepada masyarakat.

DiSumatera Barat, upaya edukatif tersebut dilaksanakan
secara masif melalui sosialisasi 3D (Dilihat, Diraba,
Diterawang) dan kampanye Cinta, Bangga, Paham (CBP)

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

82 Agustus 2025

Rupiah, yang menyasar berbagai kelompok masyarakat.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Barat juga menginisiasi pembentukan Tim Buru Sergap
Uang Palsu (TIMBUL), yang memanfaatkan teknologi
barcode digital untuk menyebarkan informasi terkait
ciri-ciri keaslian Rupiah secara lebih luas.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sumatera Barat juga aktif bersinergi dan berkolaborasi
dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah
Palsu (Botasupal) dalam pencegahan dan penanganan

peredaran Rupiah palsu.

Dengan kombinasi pendekatan edukatif, kolaboratif,
dan operasional tersebut, kualitas Rupiah yang beredar
di masyarakat senantiasa terjaga. Hal ini menjadi bagian
penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap Rupiah dan memperkuat fondasi sistem
pembayaran nasional, baik tunai maupun non-tunai, di
tengah akselerasi digitalisasi ekonomi Sumatera Barat.
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Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran di Sumatera Barat
Pelaksanaan Pekan QRIS Nasional (PQN) 2025 & QRIS Jelajah Indonesia (QJI)

Transformasi sistem pembayaran digital di Sumatera
Barat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan,
sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat
terhadap transaksi yang lebih praktis dan efisien. QRIS
sebagaiinstrumen pembayaran non tunai telah menjadi
salah satu pilar utama dalam mendukung digitalisasi,
inklusi keuangan, serta penguatan ekosistem ekonomi
daerah. Pertumbuhan signifikan pada jumlah transaksi,
pengguna, maupun merchant, menegaskan peran
strategis QRIS dalam mendorong aktivitas ekonomiyang
adaptif terhadap era digital.

Dalam rangka memperkuat tren positif tersebut,
berbagai insiatif terus dilakukan salah satunya melalui
penyelenggaraan Pekan QRIS Nasional (PQN) 2025
di Sumatera Barat yang dibuka di Kota Padang pada 10
Agustus 2025. Kegiatan inijuga berjalan beriringan dengan
rangkaian QRIS Jelajah Indonesia (QJI) yang diluncurkan
pada 16 Agustus 2025, sebagai orkestrasi perluasan
ekosistem pembayaran digital yang "CEMUMUAH",
cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Mengacu pada
perkembangan volume transaksi QRIS periode Januari
2024 sd. Juli 2025, momentum adopsi QRIS semakin
menguat. Setelah fase landasan pada 2024 yang berakhir
di kisaran 4 juta kali transaksi (Nov-Des), pada tahun
2025 berhasil mencetak puncak baru sebanyak 6 juta kali
transaksi pada Juli 2025. Kinerja tahunan volume QRIS
juga menunjukkan peningkatan di hampir seluruh bulan
selama tahun 2025, dengan peningkatan tertinggi pada
Maret 2025 sebesar 196,59% (yoy).

Meskipun adopsi QRIS terus meluas, beberapatantangan
masih perlu diperhatikan, antara lain pemerataan literasi
digital di sektor mikro, keterbatasan konektivitas di
destinasi wisata terpencil, serta retensi merchant setelah
onboarding. Di sisi penerimaan pemerintah, potensi
optimalisasi retribusi dan pajak daerah melalui QRIS juga

belum sepenuhnya terealisasi.

dalam juta rupiah
N
w
w

= 1
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli
2024 2025

Sumber: DKSP, diolah

Grafik1:  Perkembangan transaksi & merchant QRIS Sumatera Barat

(Jan 2024-Agu 2025)

Sebagai respons, PQN menekankan koordinasi lintas
pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi dan
onboarding merchant secara masal, perluasan transaksi
pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah
daerah, showcase pengalaman pengguna di ruang
publik, serta penguatan pelindungan konsumen melalui
talkshow dan edukasi alur pengaduan konsumen
bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara
itu, QJI melengkapi kegiatan ini melalui misi gamifikasi di
destinasi wisata dan budaya, menghadirkan onboarding
merchant UMKM, perluasan edukasi dan aktivasi Proxy
Address BI-FAST, serta sosialisasi dan edukasi mikro
untuk mendorong transaksi riil pembayaran pajak

maupun retribusi di lokasi wisata.

Kota Padang dipilih sebagai lokasi kegiatan PQN 2025,
dengan rangkaian kegiatan yang mencakup onboarding
merchant, showcase transaksi QRIS, integrasi promosi
merchant bersama perbankan, serta pembukaan
rekening baru bagi pengguna. Kegiatan ini berhasil
mendorong peningkatan transaksi dengan total lebih dari
4.500 kali transaksi QRIS selama acara pembukaan dan

penutupan. Selama rangkaian kegiatan PQN, kegiatan
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Gambar 1. Sosialisasi dan Edukasi kepada Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Padang

edukasi juga menjangkau lebih dari 7800 peserta yang
terdiri dari mahasiswa baru Universitas Negeri Padang
dan Politeknik Negeri Padang, calon peserta QJI, siswa
dan guru di sekolah rujukan digital, hingga masyarakat

umum.

Lebih lanjut, QJI difokuskan pada daerah pariwisata
dan kebudayan seperti Kota Padang, Kabupaten Tanah
Datar, Kota Payakumbuh, dan Kota Sawahlunto dengan
misi mendorong transaksi digital sekaligus memperluas

edukasi dan akseptasi QRIS di masyarakat. Kegiatan
ini berhasil menghimpun lebih dari 130 merchant
baru, 281 pengguna baru Proxy Address BIFAST,
serta memfasilitasi penukaran uang rusak dan lusuh
sebagai bagian dari clean money policy. QJI juga turut
memperkuat promosi digitalisasi sistem pembayaran dan
budaya Minangkabau melaluilebih dari 120 konten video
yang dipublikasikan di berbagai platform media sosial.

Gambar 2: Pelaksanaan Misi QRIS Jelajah Indonesia 2025
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Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah

Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat membaik secara keseluruhan, namun masih
didominasipada sektor informal. Perbaikan tercermin darimeningkatnya Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 70,95% serta menurunnya Tingkat Pengangqguran Terbuka
(TPT) menjadi 5,69% meskipun masih di atas rata-rata nasional berdasarkan data terkini Februari
2025. Peningkatan tenaga kerja sejalan dengan jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan yang
terjaga. Sebagian besar tenaga kerja di Sumatera Barat terserap di sektor pertanian sebesar
29,60%. Lebih lanjut, sebagian besar pekerja masih didominasi sektor informal (64,14%).

Pendapatan rata-rata masyarakat Sumatera Barat meningkat, tercermin dari PDRB per
kapita triwulan Il 2025 yang mencapai Rp14,92 juta/jiwa, naik dari Rp14,57 juta/jiwa pada triwulan
sebelumnya, dengan tingkat ketimpangan yang relatif rendah (gini ratio 0,282). Peningkatan
ini mencerminkan membesarnya output ekonomi, yang ditopang aktivitas produksi berbagai
lapangan usaha serta faktor pengeluaran sejalan dengan penyaluran gaji ke-13 ASN, bantuan
sosial PKH dan BPNT, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang mulai disalurkan pada Juni 2025.

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 tercatat 125,63,
menurun dibandingkan triwulan | yang mencapai 129,28, mengindikasikan penurunan
kesejahteraan relatif petani. Penurunan NTP terutama berasal dari subsektor Perkebunan
Rakyat dan Tanaman Pangan, seiring menurunnya harga komoditas sawit, karet, dan produksi
padi pasca puncak panen triwulan | 2025, sedangkan subsektor Peternakan juga mengalami
tekanan karena harga jual hasil ternak menurun. Di sisi lain, subsektor Hortikultura mencatatkan
peningkatan NTP didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani khususnya
sayuran, dan subsektor Perikanan menunjukkan perbaikan meskipun masih di bawah 100.
Secara keseluruhan, perkembangan NTP triwulan Il 2025 menegaskan perlunya kebijakan
untuk stabilisasi harga pangan, peningkatan akses pasar, dan pengendalian biaya produksi

guna memperbaiki kesejahteraan relatif petani.
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&‘ INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

Jumlah Angkatan Kerja Tingkat Partisjpasi Tingkat Pengangguran
Sumatera Barat (orang) Angkatan Kerja Terbuka
Sumatera Barat Sumatera Barat
(0]
3,16 Juw 70,95% 5,69%
Februari 2025 Februari 2025 Februari 2025
0000
MR INDIKATOR KESEJAHTERAAN
Persentase Penduduk Inde|.<s !(edalaman Indelfs !(eparahan
Miskin Sumatera Barat Kemiskinan Sumatera Kemiskinan
Barat Sumatera Barat
(0] (0]
5,35% 0,736 0,164%
Maret 2025 Maret 2025 Maret 2025
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Tabel 6.1. Indikator Ketenagakerjaan Daerah (ribu orang)

Kegiatan Utama

Penduduk Usia Kerja 4.047 4.078 4.223 4.139 4.287,7 4.345,0 4.381,2 4.415,1 4.451,2
Angkatan Kerja 2.768,7 2.761,0 2.871,8 2.868,0 3.000,0 3.024,4 3.086,3 3.103,0 3.157,9
Bekerja 2.584,1 2.581,0 2.694,6 2.688,0 2.823,0 2.844,9 2.907,5 2.924,8 2.978,2
Pengangguran 185,0 180,0 177,0 180,0 177,0 179,5 178,8 178,3 179,7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 68,41 67,72 68,00 69,30 69,96 69,61 70,44 70,28 70,95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) - sisi kanan 6,67 6,52 6,17 6,28 5,90 5,94 5,79 5,75 5,69
TPT Perkotaan (%) 9,81 8,65 8,27 9,54 8,00 7,32 7,55 6,67 7,34
TPT Perdesaan (%) 3,80 4,50 4,23 3,26 4,01 4,60 3,98 4,74 3,85

Sumber: BPS, diolah

6.1. KETENAGAKERJAAN DAERAH 5,79%. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi
dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada

Pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Sumatera level 476%. Penurunan TPT ini menunjukkan bahwa

Barat mengalami peningkatan seiring dengan ketersediaan lapangan kerja di Sumatera Barat relatif

meningkatnya penduduk usia kerja. Tercatat penduduk terjaga. Jika dirinci menurut wilayah, TPT perkotaan

usia kerjamencapai mencapai4,451juta orang, meningkat tercatat sebesar 734%, sedangkan TPT perdesaan

sebesar 70 ribu orang atau 1,6% dibandingkan Februari berada pada angka 3,85% pada Februari 2025,

2024. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja tercatat

sebanyak 316 juta orang, bertambah 71,6 ribu orang atau Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sektor pertanian
naik 2,54% dibandingkan Februari 2024. Perkembangan menyerap sebagian besar tenaga kerja di Sumatera
inimendorong Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Barat dengan pangsa meningkat menjadi 29,60% pada
naik dari 70,44% pada Februari 2024 menjadi 70,95% Februari 2025 dari 29,27% pada tahun sebelumnya.

pada Februari 2025 (Tabel 6.1). Sektor perdagangan yang juga menyerap tenaga kerja
cukup besar, justru mengalami penurunan signifikan dari

22 81% pada Februari 2024 menjadi19,55% pada Februari
2025. Beberapa sektor lain menunjukkan peningkatan

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Sumatera Barat tercatat sebesar 5,69%, lebih

rendah dibandingkan Februari 2024 yang mencapai

% %
35,00 - . 35,00 - S
2 M Feb'24 M Feb'25 b=l H Feb'24 M Feb'25
30,00 b
25,00 4
20,00 A
15,00
10,00
5,00 4
0,00 +
Pertanian  Perdagangan  Industri Akmamin  Pendidikan Adm. Buruh Berusaha Berusaha Pekerja Berusaha Lainnya
Pengolahan Pemerintah sendiri  dibantu burun  Keluarga  dibantu buruh
. tidak tetap tetap
Sumber: BPS, diolah
Sumber: BPS, diolah
Grafik 6]. Pangsa Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Grafik 6.2. Pangsa Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
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pangsa, antara lain LU Industri Pengolahan (9,05%),
LU Akomodasi dan Makanan-Minuman, LU Pendidikan,
serta LU Administrasi Pemerintahan. Jika dilihat dari
pertumbuhan, LU Industri Pengolahan mencatat
pertumbuhan tenaga kerja tertinggi sebesar 0,82%
(yoy), sedangkan LU Perdagangan Besar dan Eceran
turun cukup tajam 3,26% (yoy) dan LU Transportasi dan
Pergudangan juga melemah di angka 1,06% (yoy).

Mayoritas pekerja di Sumatera Barat masih mendominasi
oleh pekerja informal. Pada Februari 2025, pangsa
pekerja informal tercatat sebesar 64,14%, meningkat
dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 63,76%.
Sebaliknya, pekerja formal menurun dari 31,54% pada
Februari 2024 menjadi 31,21% pada Februari 2025.
Peningkatan pekerja informal terutama terjadi pada
kategori pekerja bebas pertanian, yang naik dari 4,82%
menjadi 563% (yoy), serta kategori berusaha dengan
bantuan buruh tidak tetap, yang meningkat dari 17,32%
menjadi 18,93% (yoy).

6.2. KESEJAHTERAAN DAERAH

Garis kemiskinan' Sumatera Barat tumbuh melambat
3,02% (yoy) pada Maret 2025, menjadi sebesar
Rp729.806 per kapita per bulan (Grafik 6.3). Sebanyak
75,87% garis kemiskinan dibentuk oleh harga dan
konsumsi komoditas makanan. Dengan demikian,
sebanyak Rp553.733 dari pengeluaran rata-rata
setiap orang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
minimum makanan selama satu bulan. Komoditas yang
memberikan andil besar terhadap garis kemiskinan di
Sumatera Barat di antaranya beras, rokok kretek filter,
cabaimerah, telur ayamras, dan ikan tongkol. Sementara
itu, andil pengeluaran non makanan sebesar Rp176.073
per kapita per bulan, yang utamanya dibelanjakan untuk

komoditas perumahan, bensin, pendidikan, listrik, dan

1 Representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per
kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan juga
merupakan indikator untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan
miskin atau tidak miskin melalui rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang
digunakan.

perlengkapan mandi. Namun demikian, komoditas
makanan memberikan andil yang lebih besar pada
garis kemiskinan di daerah perdesaan dibandingkan
perkotaan.

Penyesuaian garis kemiskinan yang menjadi lebih tinggi
diikuti dengan peningkatan kemampuan ekonomi
masyarakat. Kondisi tersebut tecermin dari persentase
penduduk miskin di Sumatera Barat pada Maret 2025
yang turun menjadi sebanyak 312,350 ribu orang atau
sebesar 5,35 % penduduk. Turunnya jumlah penduduk
miskin didukung dengan penurunan penduduk miskin
baik di daerah perdesaan maupun daerah perkotaan
masing-masing sebesar 6,64% dan 14,14% (yoy).
Penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebanyak
119,450 ribu orang atau 3,91% penduduk. Sementara
penduduk miskin di daerah perdesaan sebanyak 192,900
ribu orang atau 6,93% penduduk, sedikit meningkat
dibandingkan September 2024. Dari total penduduk
miskin di Sumatera Barat, sebanyak 61,76% penduduk
miskin tercatat berada di daerah perdesaan (Grafik 6.4).

Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di
Sumatera Barat menunjukkan tren penurunan. Namun,
12 dari 19 kabupaten/kota justru mengalami peningkatan
persentase penduduk miskin dibandingkan dengan
tahun 2023. Tingkat kemiskinan antarwilayah bervariasi

cukup lebar, yaitu pada kisaran 2,33% hingga 13,89%

ribu Rp/kapita/bulan
800 1

700

600 -
500 -
400 u

300
200
100 |

L S I B s e ]
O B N W A U N 0

Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 Mar-22 Sep-22 Mar-23 Mar-24 Sep-24 Mar-25

I Total Sumbar
g. Sumbar- rhs

I Perdesaan
——g. Kota - rhs = g. Desa - rhs
Sumber: BPS, diolah

Perkotaan

Grafik 6.3. Garis Kemiskinan di Sumatera Barat
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Ribu Jiwa

Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 Mar-22 Sep-22 Mar-23 Mar-24 Sep-24 Mar-25

B Penduduk Miskin Pedesaan SUMBAR
=0— Persentase Penduduk Miskin SUMBAR - rhs (%)
Sumber: BPS, diolah

Penduduk Miskin Perkotaan SUMBAR

Grafik 6.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di
Sumatera Barat

Kepulauan Mentawai 13,89
Pesisir Selatan
Kab. Solok
Pasaman Barat
Lima Puluh Kota
Agam

Pasaman

Solok Selatan
Padang Pariaman
Sijunjung

Dharmasraya
Padang Panjang
Payakumbuh
Tanah Datar
Pariaman
Bukittinggi
Padang

Kota Solok
Sawahlunto

W 2024
W 2023

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.5. Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/kota

dari total penduduk masing-masing daerah. Wilayah
perkotaan umumnya mencatat angka kemiskinan yang
relatif lebih rendah (Grafik 6.5), seperti Kota Sawahlunto
sebesar 2,33%, Kota Solok sebesar 3,07%, dan Kota
Padang sebesar 4,06%. Sebaliknya, angka tertinggi
terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan
13,89% pada tahun 2024, meningkat dari 13,72% pada
2023. Persentase tersebut jauh melampaui tingkat
kemiskinan kabupaten/kota lain maupun rata-rata

provinsi.

Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin
semakin mengecil. Kondisi tersebut tecermin dariindeks
kedalaman kemiskinan (P1)? dan indeks keparahan
kemiskinan (P2)3. Pada Maret 2025, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 0,736, relatif stabil
dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar
0,730. Perbaikan ini terjadi di wilayah perdesaan, dimana
gap rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap
garis kemiskinan menurun dari 1138 pada September
2024 menjadi 0,921 pada Maret 2025. Namun, kondisi
berbeda terjadi di wilayah perkotaan, di mana P1justru

meningkat signifikan dari 0,354 menjadi 0,568 pada

2. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengindikasikan gap antara rata-rata
pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

3. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran
diantara penduduk miskin.
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periode yang sama. Secara agregat, kesenjangan
kemiskinan di Sumatera Barat masih menunjukkan

kecenderungan stagnan.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
mengalami peningkatan dari 0,154 pada September 2024
menjadi 0,164 pada Maret 2025. Hal ini mengindikasikan
bahwa meskipun jumlah penduduk miskin secara
keseluruhan menurun menjadi 312,35 ribu jiwa atau
5,35 persen, ketimpangan di antara penduduk miskin
semakin melebar, dengan nilai P2 pada Maret 2025 di
wilayah perdesaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan

perkotaan masing-masing sebesar 0,195 dan 0,135.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat melaksanakan berbagai program
pengentasan kemiskinan dengan pendekatan berbasis
nagari yang lebih kontekstual dengan karakteristik
perdesaan. Program tersebut meliputi pemanfaatan
teknologi tepat guna, pengembangan agroindustri,
pemberdayaan berbasis masjid, serta penguatan
sektor kewirausahaan, pertanian, dan pariwisata. Di sisi
lain, meningkatnya kedalaman kemiskinan di wilayah
perkotaan menuntut adanya strategi kebijakan khusus
agar jurang kemiskinan di kawasan perkotaan tidak

semakin melebar.
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Grafik 6.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
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Grafik 6.7 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

6.3. PERKEMBANGAN PDRB PER
KAPITA

Ditengah perlambatan ekonomi Sumatera Barat secara
keseluruhan, pendapatan rata-rata masyarakat justru
menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari data
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
Sumatera Barat yang terus membaik, dengan capaian
pada triwulan Il 2025 sebesar Rp14,92 juta/jiwa, lebih
tinggi dibandingkan Rp14,57 juta/jiwa pada triwulan
sebelumnya - (Grafik 6.8). Perhitungan PDRB per kapita
tersebut diestimasikan berdasarkan data PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang dibandingkan dengan
proyeksi jumlah penduduk Sumatera Barat dari Sensus
Penduduk 2020. Sementara itu, tingkat ketimpangan
pendapatan di Sumatera Barat relatif rendah, tercermin
dari indeks gini ratio yang berada pada level 0,282
pada Maret 2025, membaik dibandingkan 0,287 pada
September 2024.

Peningkatan PDRB per kapita mencerminkan
membesarnya output ekonomi Sumatera Barat pada
triwulan laporan. Selain ditopang oleh aktivitas produksi
di berbagai lapangan usaha, kenaikan PDRB per kapita

juga didorong oleh faktor pengeluaran, antara lain
penyaluran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah turut memperkuat daya beli masyarakat
melalui kebijakan stimulus fiskal, seperti penyaluran
bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara rutin.
Lebih lanjut, dalam menjaga konsumsi masyarakat
berpenghasilan rendah, pemerintah menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang mulai direalisasikan
pada Juni 2025.

Juta Rupiah Juta Rp/liwa

100.000.000

= PDRB ADHB ~ ——PDRB/kapita

90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000 4
40.000.000

30.000.000 4

20.000.000 A r
L 1 e 11 A | | A VO | R | A B

2021 2022 2023 2024 2025
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.8. Perkembangan PDRB per Kapita Sumatera Barat
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Tabel 6.2. Perkembangan NTP Provinsi di Sumatera

Provinsi
Aceh 112,23 112,65 115,67
Sumatera Utara 125,51 124,04 123,84
Sumatera Barat 111,05 107,35 109,24
Riau 155,89 151,45 150,01
Jambi 115,61 124,88 134,83
Sumatera Selatan 114,90 109,24 105,27
Kepulauan Bangka Belitung 122,95 115,53 115,79
Bengkulu 141,76 141,05 147,84
Lampung 103,74 106,42 111,45
Kepulauan Riau 104,75 105,06 104,59
Nasional 110,41 110,50 112,21

Sumber: BPS, diolah

6.4. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR
PETANI SUMATERA BARAT

Secara umum, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi
Sumatera Barat pada triwulan Il 2025 tercatat sebesar
125,63, menurun dibandingkan dengan triwulan | 2025
yang mencapai 129,28. Penurunan ini mengindikasikan
adanya penurunan kesejahteraan relatif petani yang
dipengaruhi oleh pergerakan harga pada komoditas
pertanian, dimana Indeks Harga yang Diterima Petani
mengalami penurunan sementara Indeks Harga yang
Dibayar Petani mengalami peningkatan.

Berdasarkan subsektornya, penurunan NTP terutama
bersumber dari subsektor Perkebunan Rakyat dan
Tanaman Pangan. NTP Perkebunan Rakyat turun dari
168,69 pada triwulan 1 2025 menjadi 159,32 pada triwulan
I 2025, sejalan dengan penurunan harga komoditas
perkebunan utama seperti kelapa sawit dan karet di

pasar domestik maupun internasional.

Sementaraitu, NTP Tanaman Pangan kembaliberada di
bawah 100, yaitu dari 99,65 pada triwulan 12025 menjadi
96,96 pada triwulan Il 2025. Kondisi ini mencerminkan

bahwa petani tanaman pangan, khususnya padi dan
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116,78 116,68 115,73 121,52 122,24 121,55 122,08
127,88 130,80 132,70 13650 144,71 145,25 139,84
113,43 113,40 12350 124,43 129,03 129,28 125,63
154,37 159,49 166,73 175,17 190,01 193,57 186,81
138,59 145,67 151,48 157,75 167,70 174,46 167,75
109,06 112,14 116,49 124,11 128,19 131,12 123,62
118,16 123,66 129,28 137,69 141,53 152,83 147,95
156,70 163,83 173,04 187,60 198,60 203,23 197,67
115,66 120,58 120,49 128,71 128,04 133,28 128,95
103,57 104,33 105,58 105,25 104,04 106,57 103,03
116,76 119,54 117,63 119,92 121,59 12362 121,31

palawija, masih menghadapi tekanan akibat harga
gabah/palawija yang relatif rendah dibandingkan dengan
meningkatnya biaya produksi. Lebih lanjut, penurunan
kinerja subsektor tanaman pangan pada triwulan 112025
juga tidak terlepas dari faktor musiman. Puncak musim
panen padi di Sumatera Barat berlangsung pada triwulan
12025 sehingga pada triwulan Il produksi padi mengalami
penurunan. Kondisi ini berimplikasi pada turunnya
volume penjualan gabah oleh petani, sehingga meskipun
harga relatif stabil, penurunan kuantitas produksi turut
menekan kesejahteraan relatif petani tanaman pangan.

Subsektor Peternakan juga mengalami penurunan NTP
dari 105,98 menjadi 102,27. Meskipun masih berada di
atas 100, penurunan ini menunjukkan margin keuntungan
peternak yang menipis akibat kenaikan harga pakan dan
biaya produksilainnya yang tidak sepenuhnya diimbangi
dengan kenaikan harga jual hasil ternak.

Di sisi lain, subsektor Hortikultura mencatatkan
peningkatan NTP.NTP Hortikultura meningkat dari 141,35
pada triwulan [ 2025 menjadi149,64 pada triwulan 11 2025.
Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan Indeks

Harga yang Diterima Petani khususnya sayuran yang



+ Bab6 -
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah

L 1 (L L e L L
2021 2022 2023 2024 2025
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Sumber: BPS, diolah

Indeks Harga Diterima (It) == Indeks Harga Dibayar (Ib)

Grafik 69. Perkembangan Indeks Harga Diterima (It) dengan Indeks
Harga Dibayar (Ib)
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Grafik 610. NTP Sumbar Menurut Subsektor

relatif tinggi. Subsektor Perikanan juga menunjukkan
perbaikan meskipun masih dibawah 100. NTP Perikanan
naik dari 96,35 menjadi 97,73, mengindikasikan adanya
perbaikan harga ikan di tingkat nelayan, walaupun belum
cukup untuk mendorong kesejahteraan relatif nelayan

ke level surplus.

Secara keseluruhan, perkembangan NTP triwulan 112025
mengindikasikan adanya tekanan pada kesejahteraan

relatif petani di Sumatera Barat. Penurunan harga

komoditas perkebunan dan turunnya produksi padi
pasca puncak panen menjadi faktor utama penurunan
kinerja NTP. Ke depan, perbaikan kesejahteraan relatif
petani memerlukan penguatan kebijakan stabilisasi harga
pangan, peningkatan akses pasar komoditas hortikultura,
serta pengendalian biaya produksi pertanian, termasuk
pupuk, pakan ternak, dan input lainnya.

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Agustus 2025 95









« Bab7 -
Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh dan berada pada kisaran
4,0% (yoy) - 4,8% (yoy), didukung oleh permintaan domestik serta pemulihan sektor pertanian
yang turut menopang industri pengolahan. Pertumbuhan juga didukung dari sektor pariwisata dan
operasionalisasi JTTS seksi Padang-Sicincin di tengah terjaganya harga dan permintaan global
yang menjadi dorongan ekspor. Namun demikian, prospek ekonomi masih dibayangi ketidakpastian

global, risiko cuaca, serta bencana alam yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2025 diprakirakan meningkat dibandingkan inflasi
tahun 2024. Namun demikian, inflasi diprakirakan tetap terjaga berada pada rentang sasaran
inflasi 2,5%1% (yoy). Inflasi yang terjaga ditopang oleh stabilnya harga komoditas pangan strategis
sejalan dengan pasokan lokal yang memadai serta permintaan masyarakat yang relatif terjaga.
Peningkatan inflasi diprakirakan berasal dari naiknya harga emas perhiasan sejalan dengan tren
harga emas global sebagai dampak atas instabilitas ekonomi dan keuangan dunia. Laju inflasi juga
didorong oleh penyesuaian atas beberapa tarif yang diatur pemerintah, seperti harga jual eceran
rokok dan transportasi. Perkembangan harga komoditas pangan pada tahun 2025 diprakirakan tetap
terjaga yang didukung dengan produksi lokal. Namun demikian, terdapat risiko pendorong inflasi
yang lebih tinggi yang berasal dari komoditas pangan seiring dengan meningkatnya potensi gagal
panen akibat kemarau. Sebagai upaya pengendalian inflasi terjaga rendah dan stabil pada tahun
2025, TPID Sumatera Barat berkomitmen melanjutkan berbagai strategi pengendalian inflasi daerah
berdasarkan pada kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi,
dan Komunikasi Efektif) serta peningkatan efektivitas Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
(GNPIP) sehingga tercapainya inflasi yang stabil dan terjaga pada tahun 2025.

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat
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71. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2025

PROYEKSI PDRB
SUMATERA BARAT

% (YOY)

2024 4,36%

2025 (P) 4,0% - 4,8%

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025
diprakirakan tumbuh dan berada padakisaran 4,0%
(yoy) - 4,8% (yoy). Secara umum, pertumbuhan ini
ditopang oleh menguatnya permintaan domestik seiring
dengan penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP),
dukungan fiskal, serta pengaruh musiman. Pulihnya
produktivitas lahan pascabencana alam, disertai geliat
program swasembada pangan nasional, mengakselerasi
kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian yang berdampak
positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan
produksi pertanian juga mendorong kapasitas utilisasi
industri penggilingan padi, sehingga menopang kinerja
LU Industri Pengolahan. Peningkatan perhelatan event
pariwisata di tahun 2025 diprakirakan memperkuat
kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara,
yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan LU
Perdagangan dan LU Transportasi di tengah telah
beroperasionalnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
seksi Padang - Sicincin sejak Mei 2025.

Darisisi investasi, pembangunan proyek strategis seperti
Fly Over Sitinjau Lauik maupun dan pembangkit listrik
diprakirakan memberikan dorongan tambahan. Lebih
lanjut, harga komoditas global yang masih dalam tren
tinggiserta bertambahnya usia tanaman hasil peremajaan
lahan CPO (replanting) mendukung pertumbuhan
ekspor maupun aktivitas industri pengolahan. Namun
demikian, pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat
dihadapkan pada pada sejumlah tantangan terutama
ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global yang
mempengaruhi peluang investasi serta fluktuasi perilaku

konsumsi masyarakat. Kinerja LU Pertanian juga masih

6,00
5,00 4,0% (yoy) - 4,8% (yoy)
4,001 4,36% yoy)
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Grafik 71 Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 2025

sangat bergantung dengan kondisi fluktuasi cuaca ke
depan ditengah karakteristik Sumatera Barat yang rawan

bencana alam.

71.1. Prospek Sisi Penawaran Tahun 2025

Pada tahun 2025, mayoritas kinerja lapangan
usaha Sumatera Barat diprakirakan tumbuh positif
walaupun disertai oleh berbagai ketidakpastian
domestik dan global.

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
diprakirakan meningkat pada tahun 2025 seiring
dengan perbaikan produktivitaslahan pascabencana
alam. Hal ini tecermin dari data Dinas Perkebunan,
Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Barat
mencatat prognosa produksi padi tahun 2025 sebesar
1,59 juta ton, tumbuh 17,32% (yoy) dibandingkan produksi
tahun 2024 yang tercatat 1,35 juta ton. Peningkatan
produktivitas pertanian tersebut juga didorong oleh
pelaksanaan program swasembada pangan nasional
yang pada 2025 berfokus pada komoditas padi dan
jagung. Di sisi lain, produktivitas tanaman sawit yang
terus membaik di tengah permintaan eksternal yang
tetap terjaga diperkirakan memberikan dampak positif
terhadap kinerja produksi Tandan Buah Segar (TBS)
dan Crude Palm Oil (CPO). Perbaikan ini sejalan dengan
konsistensi pelaksanaan program peremajaan sawit,

khususnya pada lahan yang dikelola pihak swasta.
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Sejalan dengan meningkatnya ekonomimasyarakat,
LU Perdagangan Besar dan Eceran serta
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diprakirakan
melanjutkan pertumbuhan pada tahun 2025.
Kinerja LU Perdagangan tersebut didorong oleh
konsumsi masyarakat secara umum yang didukung oleh
peningkatan UMP, bantuan dan subsidi pemerintah,
maupun kunjungan wisatawan. Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat menargetkan sebanyak 20 juta
pergerakan wisatawan pada tahun 2025. Target ini
meningkat dari realisasi jumlah pengunjung tahun 2024
berdasarkan data BPS yang tercatat sebanyak 19,14 juta
orang, melampaui target ditetapkan yaitu sebanyak 13,5
juta orang. Dalam mendorong kunjungan wisatawan
tersebut, penyelenggaraan event di Sumatera Barat
meningkat menjadi sebanyak 97 event dibandingkan
78 event pada tahun sebelumnya. Terdapat 9 event
yang masuk ke dalam bagian Karisma Event Nusantara
(KEN) 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
sebanyak 6 event sehingga diprakirakan multiplier
effect pariwisata yang dirasakan yang lebih besar
pada tahun 2025. Lebih lanjut, operasionalisasi sentra
perbelanjaan baru di Kota Padang yaitu Basko City
Mall diprakirakan turut menjadi daya tarik masyarakat
sehingga mendorong kinerja LU Perdagangan lebih
baik ke depan.

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan
diprakirakan tetap tumbuh positif pada tahun
2025. Pertumbuhan LU Transportasi bersumber dari
prakiraan meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus
Sumatera Barat pada tahun 2025 sebagaimana target
pemerintah melalui penyelenggaraan berbagai program
baik promosi, event, hingga pengembangan destinasi
wisata. Mobilitas masyarakat menuju Sumatera Barat
diprakirakan mengalami normalisasi pasca erupsi
Gunung Marapi yang menghambat kinerja transportasi,
terutama angkutan darat dan udara di tahun 2024. Jalan
Tol Trans Sumatera (JTTS) seksi Padang - Sicincin
yang beroperasi penuh pada tahun 2025 juga diprediksi
meningkatkan kinerja transportasi Sumatera Barat ke
depan.Selainity, terbukanya berbagai rute penerbangan
baru di tahun 2024, baik domestik seperti Padang
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- Yogyakarta maupun internasional seperti Padang -
Singapura juga akan memberikan andil terhadap kinerja
LU Transportasi di tahun 2025.

Harga komoditas ekspor yang masih berada pada
tren tinggi serta peningkatan aktivitas pengolahan
beras melalui Rice Milling Unit (RMU) diprakirakan
mendorong kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri
Pengolahan pada tahun 2025. Dari sisi domestik,
akselerasi sektor pariwisata memberikan dorongan
terhadap industri pengolahan makanan dan minuman
olahan, serta industri tekstil yang memproduksi souvenir
khas Sumatera Barat. Peningkatan produksi beras juga
berpotensi memperkuat aktivitas industri penggilingan
padi. Dari sisi global, kinerja LU Industri Pengolahan
ditopang oleh permintaan luar negeriyang masih terjaga,
khususnya CPO. Harga CPO diprakirakan tetap berada
dalam tren yang menarik meskipun ketidakpastian global
terus menguat. Selain itu, kegiatan konstruksi beberapa
proyek strategis juga diharapkan mendukung industri
pengolahan semen, terutama proyek Flyover Sitinjau
Lauik yang direncanakan menggunakan pasokan dari

produsen lokal, Semen Padang.

71.2. Prospek Sisi Permintaan Tahun 2025

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2025
diprakirakan tumbuh positif. Pertumbuhan ini
didukung oleh peningkatan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Sumatera Barat sebesar 6,50%, dari Rp2,81
juta menjadi Rp2,99 juta, meskipun dampaknya
masih terbatas pada tenaga kerja formal. Selain itu,
konsumsi masyarakat juga diperkirakan terdorong oleh
membaiknya kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian
seiring pemulihan pascabencana alam yang berkontribusi
pada peningkatan kesejahteraan petani. Akselerasi
konsumsi masyarakat selanjutnya diproyeksikan
ditopang oleh momentum Hari Besar Keagamaan
Nasional (HBKN) melalui penyaluran tunjangan hariraya
serta kebijakan stimulus fiskal pemerintah untuk menjaga
daya beli masyarakat. Di sisi lain, pelonggaran kebijakan

moneter melalui penurunan suku bunga acuan Bl-rate
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sebanyak 4 kali selama tahun 2025 diprakirakan turut
memperkuat geliat konsumsi rumah tangga maupun

aktivitas industri ke depan.

Konsumsi pemerintah pada tahun 2025 diprakirakan
tetap tumbuh positif. Realisasi belanja pemerintah
diperkirakan terjaga seiring pelaksanaan berbagai
program yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan
ekonomiinklusif dan berkelanjutan. Dari sisi pendapatan,
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen
untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), khususnya melalui optimalisasi kepatuhan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan opsen pajak
yang mulai berlaku sejak Januari 2025, disertai program
pemutihan pajak, berpotensi mendorong peningkatan
penerimaan pajak daerah di tengah upaya penguatan
kontribusi sektor pariwisata sebagai sumber retribusi
yang lebih optimal bagi daerah.

Prospek investasi Sumatera Barat pada tahun 2025
diprakirakan tetap tumbuh, meskipun dihadapkan
pada sejumlah tantangan. Tantangan utama berasal
dari tingginya ketidakpastian ekonomi dan pasar
keuangan global yang memengaruhi persepsi serta
sentimen investor untuk bersikap lebih risk averse.
Namun demikian, kinerja investasi diproyeksikan
tetap positif, terutama ditopang oleh akselerasi
sektor pertanian dan konstruksi. Dari sisi perkebunan,
perkembangan harga dan permintaan ekspor CPO
yang masih terjaga diharapkan menjadi pendorong
investasi pada komoditas kelapa sawit. Sementara itu,
berlanjutnya berbagai rencana proyek konstruksi, salah

satunya pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik melalui
skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU), juga berpotensi memperkuat realisasi investasi
Sumatera Barat ke depan.

Laju pertumbuhan ekspor diprakirakan meningkat
pada tahun 2025. Peningkatan ini didukung oleh
permintaan global yang tetap terjaga di tengah harga
komoditas internasional, khususnya CPO, yang masih
relatif tinggi. Kondisi tersebut tercermin dari tren
Purchasing Manufacturing Index (PMI) negara mitra
dagang utama, terutama India, yang berada di atas
level 50 sehingga menandakan aktivitas manufaktur
masih berada pada fase ekspansif - (Tabel 71). Kinerja
ekspor Sumatera Barat juga diprakirakan berkembang
dari beberapa komoditas unggulan lainnya seperti
kopi, teh, gambir, perikanan, maupun makanan olahan.
Potensi ekspor jasa di tahun 2025 juga berpotensi
meningkat seiring dengan jumlah kedatangan wisman
yang konsisten terakselerasi sejak tahun 2023 sebagai
hasil keberlanjutan geliat promosi dan pengembangan

kualitas pariwisata Sumatera Barat.

Sementara itu, kinerja impor diprakirakan juga akan
mengalami perbaikan. Meningkatnya aktivitas ekonomi
pada tahun 2025 memberikan konsekuensi pada
peningkatan impor khususnya impor migas serta impor
pupuk sejalan dengan kinerja LU Pertanian yang lebih
baik. Selain itu, implementasi kebijakan tarif Trump oleh
Amerika Serikat juga mendorong potensi Indonesia
menjadi pasar alternatif bagi negara mitra dagang utama

lainnya.

Tabel 7.1 Perkembangan PMI Manufacture Beberapa Negara

Negara EMI
Terakhir
India 59.8
China 49.5
United States 53.3
United Kingdom 473
Euro-Area 50.5
Japan 49.9
Singapore 49.9
Rusia 47.0

Sumber: Tradingeconomics

PMI Unit Periode
Sebelumnya
59.1 points Aug-25
50.4 points Jul-25
49.8 points Aug-25
48.0 points Aug-25
49.8 points Aug-25
48.9 points Aug-25
50.0 points Jul-25
47.5 points Jul-25
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7.2. PROSPEK INFLASI TAHUN 2025

Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2025
diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024
(Grafik 7.2). Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan
harga komditas pangan domestik, nilai tukar, serta
harga komoditas global. Dari sisi global, tekanan
inflasi diprakirakan melandai meskipun relatif tinggi.
International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan
inflasi global sebesar 4,2% (yoy) pada 2025, menurun
dibandingkan dengan 2024 yang sebesar 5,7% (yoy).
Prakiraan tersebut terjadidi tengah perlambatan proyeksi
ekonomi global yang diperkirakan hanya sebesar 3,0%
(yoy) pada 2025, lebih rendah dibandingkan dengan
pertumbuhan tahun 2024 yang sebesar 3,3% (yoy) -
(sumber: World Economic Outlook Update Juli 2025,
IMF). Melambatnya laju inflasi global dipengaruhi oleh
permintaan yang termoderasi serta harga komoditas
energi yang cenderung turun akibat ketidakpastian
perdagangan. Harga minyak diperkirakan turun sejalan
dengan rencana peningkatan lifting minyak OPEC+
sementara harga gas tetap stabil didukung oleh prospek
pasokan LNG yang meningkat (Grafik 7.3 dan Grafik 74).

Dari sisi domestik, inflasi Sumatera Barat
diprakirakan didorong oleh peningkatan harga
emas dan tarif yang diatur pemerintah. Peningkatan
inflasi diprakirakan berasal dari berlanjutnya peningkatan
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Sumber : Financial Forecast Center

Grafik 73  Proyeksi Harga Gas Alam Dunia (USD/mmbtu)

harga emas perhiasan dan penyesuaian atas beberapa
tarif yang diatur pemerintah, seperti harga jual eceran
rokok dan transportasi. Inflasi yang tetap rendah
didukung oleh terjaganya konsumsi masyarakat sejalan
dengan pelonggaran kebijakan moneter dan program
insentif dari pemerintah melalui pemberian diskon tarif.
Namun demikian, hasil Survei Konsumen dan Liaison
Bank Indonesia triwulan Il 2025 menunjukkan adanya
penurunan optimisme masyarakat atas kondisi ekonomi
yang akan datang, baik dari sisi perkiraan ketersediaan
lapangan kerja, perkiraan kegiatan usaha, hingga
perkiraan penghasilan/upah enam bulan yang akan
datang (Grafik 7.5 dan Grafik 7.6).
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Grafik 72 Proyeksi Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
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Grafik 74 Proyeksi Harga Minyak Mentah Dunia (USD/barrel)
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Grafik 75  Prakiraan Kondisi Ekonomi 6 Bulan ke Depan
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Grafik 76 Prakiraan Tingkat Upah dan Harga Jual 1 Tahun ke Depan

Tekanan inflasi diprakirakan didorong oleh penyesuaian
beberapa harga komoditas yang diatur pemerintah
seperti, peningkatan tarif air PDAM di Kota Padang dan
peningkatan Harga Jual Eceran (HJE) rokok. Harga tarif
transportasi juga diprakirakan mengalami tekanan di
akhir tahun, terutama angkutan udara, sejalan dengan
peningkatan mobilitas masyarakat pada periode Natal
dan Tahun Baru. Lebih lanjut, ketidakpastian geoekonomi
global sertarisiko nilai tukar rupiah masih mempengaruhi
harga barang dan jasa global yang dapat tertransmisi
pada harga barangimpor. Kondisi tersebut juga tercermin
dari harga emas perhiasan mengikuti harga acuan emas
dunia yang diprakirakan bergerak lebih tinggi pada tahun
2025 (Grafik 7.7).

Merespon berbagai risiko pendorong inflasi,
TPID Sumatera Barat terus memperkuat upaya
pengendalian inflasi sehingga inflasi tahun 2025
tetap terjaga. Strategi pengendalian inflasi didasarkan
pada kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan
Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)
serta peningkatan efektivitas Gerakan Nasional
Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk memastikan
stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan.
Peningkatan produktivitas akan diupayakan melalui
implementasi best practices pertanian seperti digital
farming, organic farming, maupun program Sawah

Bapokok Murah. Selain itu, mendorong perluasan
implementasi pola tanam dan peningkatan penggunaan
bibit varietas unggul. Ke depan, TPID Sumatera Barat
akan memperluas Kerjasama Antar Daerah kabupaten/
kota di Sumatera Barat. Lebih lanjut, TPID Provinsi
Sumatera Barat mendorong penyerapan produksi lokal
untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.

TPID Provinsi Sumatera Barat juga terus berupaya untuk
melaksanakan berbagai quick wins pengendalian inflasi di
antaranya intensifikasi GPM saat terjadi lonjakan harga,
fasilitasi distribusi pangan untuk menjaga disparitas
harga antar daerah tetap rendah, memastikan kelancaran
akses logistik, serta penguatan fungsi monitoring
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Grafik 77 Proyeksi Harga Emas Dunia (USD/oz-t)
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melalui Early Warning System (EWS) perkembangan
harga pangan strategis. Koordinasi antara TPID dan
stakeholders juga diperkuat melalui penyelenggaraan
High Level Meeting (HLM), rapat koordinasi teknis,
hingga capacity building tingkat provinsi dan kabupaten/
kota dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi
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hingga tahun 2027. Lebih lanjut, pengelolaan ekspektasi
masyarakat melalui diseminasi informasi serta kegiatan
edukasi dan sosialisasi yang inovatif melalui berbagai
kanal media secara masif dilakukan dalam menjaga
terkendalinya tingkat permintaan dan ekspektasi inflasi

masyarakat di Sumatera Barat.



Daftar Istilah

Istilah ‘ Penjelasan

BI-Rate Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance
kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan
diumumkan kepada publik.

BI-RTGS Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Bl RTGS)
adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang
dilakukan seketika (real time) dengan mendebet maupun
mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai
perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Dana yang diterima perbankan dari masyarakat, yang berupa
giro, tabungan atau deposito.

Financing-to-Deposit Ratio (FDR) Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah
terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep
LDR pada bank umum konvensional.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi
mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen.
Perhitungan IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli
di tingkat konsumen (purchasing cost) dari sekelompok tetap
barang dan jasa (fixed basket) yang pada umumnya dikonsumsi
masyarakat.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, merupakan rata-rata
sederhana dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini dan Indeks
Ekspektasi Konsumen.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini mencakup keyakinan konsumen
mengenai penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu,
ketepatan waktu saat ini untuk melakukan pembelian barang
tahan lama dan jumlah ketersediaan lapangan kerja saat ini
dibandingkan 6 bulan yang lalu.

Inflasi Persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Kliring Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar
peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama
nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu
tertentu.
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Daftar Istilah

Istilah Penjelasan

Kredit menurut Bank Pelapor/Kantor
Cabang

Kredit menurut Lokasi Proyek

Kualitas Kredit

Loan-to-Deposit Ratio (LDR)

mtm

Non-Perfoming Loan (NPL)

Non-Performing Financing (NPF)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

qtq

yoy

ytd
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Jumlah kredit yang disalurkan oleh kantor cabang bank yang
memberikan persetujuan serta menyalurkan kredit.

Jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan berdasarkan
lokasi proyek yang dibiayai kredit tersebut.

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur
dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Pada Bank
Umum, kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam
Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
Sedangkan pada BPR kredit digolongkan menjadi 4 kualitas,
yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang
diterima (giro, tabungan dan deposito).

Persentase perubahan bulanan (month-to-month)

Kredit yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan
dan Macet, merupakan rasio kredit yang tergolong NPLs
terhadap total kredit. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs
gross. Semakin rendah rasio NPLs, semakin baik kondisi bank
yang bersangkutan.

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah
terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep
LDR pada bank umum konvensional.

Merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui
kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu,
baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB pada
dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan
jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh
unit ekonomi dalam suatu daerah.

Persentase perubahan secara triwulanan (quarter to quarter/q-
t-q) dari triwulan ke-n dihitung dengan metode point-to-point
dengan dasar triwulan sebelumnya.

Persentase perubahan secara tahunan (year on year/y-
o-y) bulan/triwulan ke-n dihitung dengan metode point-to-
point dengan dasar bulan/triwulan yang sama dengan tahun
sebelumnya (t-1).

Persentase perubahan menurut tahun kalender bulan ke-n
dihitung dengan metode point-to-point dengan dasar bulan
Desember tahun sebelumnya (t-1) (year to date change/y-t-d).
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